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Absiract

This dissertation is to study the ceniral government control over local
govermnmenl. In addition, il also dcals with judicial control on locid
government. This research is a lsgal research, in which statute approach,
historieal approach, as well as comparalive approach are camed out.

From this research, it is found that repressive control without being
equipped with preventive control as provided in Law No. 22 of 1999 proved
to be haymful for society end lack of legal certainty as well. This research
teveals that the most approprizze control, in which both repressive and
preventive controls were applicd simultaneously, was as prescribed 1n Law
No. 22 of 1948 end in Law No. 5 of 1974, The cancellasion of Local
regatation, which may be made either by the central government or by the
Supreme Court. is the form of repressive control The Supreme Court’s
control is carmed oul through judicial review, by which the lower-level
regulation is tested whether or not 1 contradicts the higher-level regulation.
According to article 244 parageaph (1) of the 19435 Constitution as lad down
in the third Amendment, however, the tesl basig for reviewing 1s a law rather
than higher-level regulation. On the other hand, the basis, by which the
ceniral government carries out its repressive conlrol, 1= wider, which may
either be hipher-level regalation or public interest.

Relying upon amticle 114 of Law MNo. 22 of 1999 the power of
Supreme Court 15 limiled to settlement of objection filed by Local
Government with the Supreme Court i telahon the cancellaion of Local
Repulation and Decree of the Head of Local Govemnment. The funclion to
seltle the objection can be sad as a new function for the Supreme Coutt.

Key words ; repressive and preventive conlrols, central povernment, the
Supreme Court, setlement of obijeclion.

vl
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RINGKASAN

Disertasi ini menpangkat lema seniral "Pengawasan Pemerintah
(Pusat) Dalemn Penyelenggeran Pemerintahan Daerah”. Tema ini muncul
karena dalam era otonomi daerah sekarang ini ada kecenderunpan otonomi
ditafuirkan sebagai kebebasan daersh wnivk melakukan apa sga lanpa
campur tangan Pemerintzh Pusat. Pada hal dalam nepara kesattan,
Pemerintah [agrah merupakan subordings: deri Pemerinteh Pusal dimans
pada  Gngkal  Wrekhir  Pemerntah  Pusa-lah  yang  akan
mempertanggungawabkan  segals  sesuatunya kepada  parlemen.
Kewenangan daerah unfuk mengatur dan mengurus kepenhngan masysrake
setempal harus tetap mengacy pada peraturan perundang-undsmgan yang
dikeluarksn cleh Pemennlah Pusal. Untuk itu perlu adanya pengawassn
techadap penyelenggaraan pemerintahan dasmmh.  Adapun  twuan  dari
penelitian ini adalah :

l. Untuk mengetahui dan  menganaelisis  bentuk-bentuk pengawasan
Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintzhan daerah beserta
segi-sepi posHif dan negalfl dmi masing-masing bentuk pengawasan
tersebut.

2. Untuk mengetshui sejguh mana kewenangan kekussaan kehekiman
dalam kaitannya denpan pengawasan terhadap  penyelenggarsan
pemerintahan deerah.
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Penelitian imt termasuk  peneliisn hukum  normett  dengan
menggunaksn  pendekalan  peraluran perundang-undangan  (statute
approach), pendekalan histomis {(lustoncal approech), dam pendekatan
perbimdingan (comparative approach). Berdasarkan pendekalan terscbul
dapal diketahwr bzhwa hampir semua Undang-Undang Pemeriniahan
Daerah yang pemah beriaku di Indonesia menganul bentuk pengawasan
preventf dim represif, kecugli UU No 22 Tahun 1999 yang hanya menganul
PERgawasan represii

Hacil penelitian menanjukkan bahwa dengan hanya menekankan
pada penpawasan represif lemyata  menpandung sepi-sepi nagalif, yaita
memmbulkan banyak kemgian bagi masyarakat, di samping kurang
terjaminnya kepastian hukum Ini terbukiy dengan banyaknya Perda yang
dikembailkan dan dibatalkan olch Pemetintah Pusat karena merugikan
masyarakat.

Pengawasan represif dalam beniud pembatalan Peraturan Daerah
dapat dilakukan bak oleh Pemenniah Pusal maupun oleh Mahkamah
Apunp  Pengawasan represit oleh Mahkamah Apunp dilakukan metalw
pengpunaan hak uwi maleral dengan dasar pengojin perairan perund:ng-
undangan vang lebih tinggi. Tetapy melalw Pasal 244 Amandemen Kelpa
IFUD 1945 dinvatakan bahwa dassr penpujian yanpg dapat dipunakan
Mahkamah Agung hanvalah undang-ondang Berbeda halnya dengan
pengawasan represtf cleh Pemerintah Pusal vanp menggunakan dasi

pengujian yang tebih lvas yakn atas dasar berlentangan dengan peraluran

Ty 131
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perundang-undangan  yang  lebih  ungst  dan  bertentangan  dengan
kepenbngm umum

Pengawasan represf oleh Pemenntah Pusat temyala tdak himya
dityjukan pada Peralwran Daerah dan  Eeputusan Kepala Daerah
sebagaimana diadur datam Pasal 114 UL Mo, 22 Tahun 1999, tclan qugu
terhadap semua kebujakan daerah termasuk Kepnusan Dewan Perwakalan
Rakyal Daerah dengan mengacu pada Perguran Pemenntah No. 20 Tahuan
2

Hasil penclitian juga metionjukkan hdhwa Pemenntab Pesat tduk
lungsunp membatalkan Perda vang dianggap bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan vang lebih tnger dan kepenting:m umum, melaonk:m
mengembalikannya \etlebih  dahelu kepada Pemenntah Traerah unluk
direvisi atawpun dicabul. Dengan derukian Pemenntah telah memperluas
priscdurmekanisme pembatalan dan vang felah distur datam Pasal 144 (00
Ni.22 Tahup 1999 [n samping #u, terhadap Perda vang telah dibatalkan,
ternvata tidak ada dacrab vang menppunakan proscdur keberatan bak
kepuda Pemernintah Posal maupun ke Mahkamah Agung Dengan kata lmn,
sompa sl i ketentuzm Pasal |14 ayat (4) UL No 22 Tahun 1999 bebum

pemah diterapkan.

X

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR 15§

Halaman Judul
Halaman Pengesahan

Halsman Pamha Penguji Disertasi Tahap

Daftar Peratvran Perendang-undangan ... xin
DRfar TABEL oo oo eatsiebseee e emin st oeme e KVIRL
i. Latar Belakang Masalah ..o ]
2 Permasalahian oo LB
3. Tujuan dan Manfag Peneliian ... 20

5 hdetode PEmElAN o vvoo et vetintie e e arene 30

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

BAR 11 HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH ... 33
1. Pendekatlan Teontis ...
1.1. Teon Pembagian Kekuasaan . ............
1.2. Teon Bentuk MNegara ... 43
2. Pendekatan Bukum Posittf .. M
3, Pendekatan Pistoris . 85
BaB Il BENTUKE PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN
FEMERINTAHAN DAERAH ... 98
|. Pengawasan Pemenntahan Daerah di Pramcs, Ingpns dan
2. Pengawasan Pemerintahan Daerah Sebehum Berlakunya
VU Ne, 22 Tahun 19999 ... 118
3. Pengawasan Berdasarkan ULl No. 22 Tahup 1999 ... 136
BAR TV KEWENANGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
DALAM KAITANNY A DENCGAN PENGAYW ABAN
PEMERINTAHAN DAERAH .. ..o i e, 173
1. Fungsi Mshkamah Agung dalam kalannya dengan

Fasal 114 UL Ne 22 Takun 1999 ... 114

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga ., . ___._—,—]
[——’T e . -

: Lo T
N il .
\ Lo M e e

2. Fungsi Mahkamah Agung, dalam melakssnaken
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1. Lalar Belakang Masalnh

Sebagm  konsekuens  dit penerapaan asas  desentralisasi jalah
Pemerintah Pusal menyershkan sebapign wewenamg pemerinishan kepada
dacrah untek distur dan diurus sendin sebaga urusan rumah langpa
daerah [otonomi). Tni beramti daesrah memiliki kebebasan dan kemandinan
dalam menpatur dan menpurus urusan pemerintahan vang telah menjadi
kewenangannya. Namun demikian kebebasan dan kemandimnan daerah
dalam mengatur nrusan pemenntahan in hams tetap datam ikatan negara
kesatnan. Uniuk menjaga agar kebebasan itu tidak kelear dan ikatan
negara kesatuan maka diperlukan lembaga penpawasan. Tujuan stama darn
pengawasan adalah untuk menghimdan tcqadinya kckebruan-kekelirumm
bak vang disengma maupun vang tidak disengaje sebagai suatu usaha

prevenu!, atanw juga untuk memperbaikinya apabila sndah  legadi
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kekeliruan itu, sebagm sualy usaha represif' Dalam praktek, edanya
pengawasan sering dilihat sebapai sarana vntuk mencegah sepala bentuk
penyimpangan tugas pemerintahan dan apa yang telah digariskan atau
ditetapkan. .

[stilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu
managemen karcna memang pengawasan inl merupakan salah satu unsur
dalam kegiatan pengelolaan’® Dalam ilmn managemen ataupun idmu
administrasi nepara, pengawasan senng disrtikan  sebagm  Keplatan
mengawass dalam art melihat sesuatu dengam seksama, sebingsa tidak adz
kegiatzn lain diluer it kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tads.’

Dalam bahasa Inggens ada dua istilsh yang dignnakan untuk

pengawasan yate comfrol dan supenirion. Balk control maupun

' Paulus Effendie Lotbmg, Seberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum
Terhadap Pemenntak, PT Bhuana Tlomu Popater, Jakatz, 1986, L xv.

< Muchean, Sisem Pengawasan Terbadap Perbuatan Apamlt Pemenniah dan
Peradifan Tata Usaha Megara, Liberty, Yogyakata, 1992, h.36.

* Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspel Hulnn Fenpawasar Melekal Dafom
Lemplampan Aparatur Femerintah, Rioeke, Jakaria b 17
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supervizion diterjemahkan dengan pengawasan  dan pengendalian *
Pengertign ini tampuaknya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada
kegistan mengawast sma dan melaporkan hasil kematan mengawasi tads,
melainkan juga melakukan kegiatan penpendalien yakni : menggerakkar
memperbaiki, dan meluruskan menuju arah yang benar. Meskipun
demikian, lerdzpat perbedsan antara cowtrol dengan supervision yaitu
bahwa dalam supervimon, kegiastan pengawasan dan pengendahan
diserta dengan kewenangan untuk mengembil tindakan-tindakan konknt
{misalnya: memberi sanksi) jike legadi penyimpanpan/pelanpgaran
lerhadap apa yang telah diletapkan ® Dengan demikian pengawasan disini

Rumusan yang cukup menarik dikemukakan oleh Sujamto,” bahwa
pengawasan adalak sepala usaha alau kepistan wnink mengelzhwi dan
meniln kenyataan yanp schenamya mengenai pelaksanaan fugas ataun

kepiatan, apakah sesum dengan semestinys atan lidak. Jadi menarut

. Hemry Caropbell Black, Siack s Low Dietionary, Fifth Edibion, 5t Panl Minn,
Wesl Publishing Co, 1979, h. 298,

* ibid., h 1290,

f Spjamto, Aspel-aiper Penpawesan (h Indosesiq, Sipar Crafika, Jakarts
1936 h 19
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difinisi ini wujud pengawasan adalah kegistan untuk menila suata
pelaksanaar togas secara de facto, sedangkan jnan pengawasan hanyalah
letbatas pada pencocokan spakah kegiatean yang dilaksanaken telah sesual
denpan tolok ukur vang telah ditenmkan sebelumnya.

Deari pengestian-pengertian yang diberikan distas dapat disimpulkan
bahwa tindakan pengawasan dapat dilakukan baik terhadap suam proses
kegistan vang sedang berjalan manpun lethadap hasit yang dicapa: deri
kepiatan tersebur, Olek karena itu pengawasm merupakan hal yang sangat
penting dalam melaksanakan pekerjam untuk dapal mencapm tujuan yang
telah direncanakan.

Konsep pengawasan yang divratkan distes adslah dan sudut
pandsng dmu edminisirasi negara Dalam penulisan disertas i yang
digunakan adalah konsep pengawasan menurut hukum (normanf) dengan
mengacn pada peraturan pervndang-undangan baik yang masth berlaku
maupun yang pemah berlaku.

Dari  berbagai macam peraturan  perundang-undangan  yang

mengatur tentsng pengawasan yang berlaku saat imi, tidak satupun yang
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menben mmusan secara tegas lentang mpa yang dimaksud  denpgan
pengawasan.  Salah salu peraturan  perundang-undangan  yang  dapat
dijadikan acuan mengepal pengawasan g adalah Peraturan Pemenntah
(PP} No20 Tahun 2001 temang Pembinean dan Pengewisnn atus
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang menvebutkan bahwa
“pengawasan atas penyelengparamn pemerintahan daerah adalah proses
kegiatan yang ditmukan wntok memamn agwr  pemermtahan dacrah
berjalan dengan rencana dan ketentuan persluran perundang-undangan
yang berlaku”. Rumusan yang diberikan oleh PP Mo.20 Tahun 2001 1
ternyuta mash bersifal umum. Untuk e harus dibbat kembali Undung-
Undang Pemerintahan Daerah vang pernah berlaku di Indonesia

L Moo 1 Tahun 1945 tentang ¥ omute Nustonal Baerah (KNI sening
dipundang, sebagw undang-undang tenting pemennlahan daersh yang
pertama seiak indonesia merdeka. alam undang-undang o tidak Jdatur
mengena pengawasan dalam penvelenpgaraan pemenntahan Jdaerah. Hak
mi dapal dimakiumi mengingal TN Neo | Tahun 1943 ini sang sederhana

dan hanya terdiri atas & {enam) pasal
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Dalen sejarah ketataneparaan di Indonesia, penpawasan pemeriniah
pusat dalam penyelengparaan pemenintahan daerah untuk pertama kalinya
diatur dalam U U No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daereh. Hal ini
dapat dilihet den ketenttuan Pasal 30 ayal 1 yang menyelakan .

Bila nnk memaienkan sesuatn putusan Dewan Perwakilan Rakoyat

Dacrah menvnt wndang-vendang i, hams ditunggu pengesahan

lebih dahula dari Presiden bagi Propinsi dan begj lain-lain dasrah

dery Dewan Pemenintah Daerah setngkat lebth astas, maka putusan
iy depat dijalenkan, spebila Presiden atan Dewan Pemerintah

Dacrah tersebut dalam tiga bulan terhfung mula han putusan iw

dilirimkmsn  untuk mendspal  pengesahen, tidak  mengambil
ketetapen:.

Ketentnan tersebut distss senng disebut sebagm  pengawassn
preventif yang berbenmk memberi pengesahan atsn menolak pengesahan’.
Menonut ketenhuzn distas pengawasan  tidak hanya diakukan terhadap
Peraturan Daerah tetgpr juga putusan-putusan (dalam i Juas) Dewan

Perwakilan Kaicyat Deerah.

' Trawmn Sotlito, Penpawasan Terhadap Peraniran Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah, Bing Aksara, Iakarta, 1983 h12,
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Di samping pengawasan preventif, U U No, 22 Tahun 1M8 juge
memual pengawasan represif yang berupa penangguhan stay pembatalan.
Hal ini secers tegas dityaiaksn dalam Pasal 42 ayat (1) sebagal benikut

Putusan Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah atan Dewan Pemerintah

Dacralt, jikalan bertentangan dengan kepentingan wmum, undang-

undang, persturan pemerintah slan persturan dasrah yang lebih

tnggl lingketannys, dapat ditunda atau dibatalkan, bagi Propinsi
oleh Presiden dan bag lmin-lmn daerah oleh Dewan Pemeriniah

Dracrah setingkat lebih atas.

Berbeda denpan pengswasan preventif yang menyediakan upaya
hukvem berupa “banding adminstratif”, dalam U U No. 22 Tahun 1948
tidak dijelaskan menpenai upaya hulam epa yang bisa dilakuken jika
Pemenntah Dacrah tidak dapal menerima keputusan pembatalan tersebut.
Dengan tidsk tersedianya upaya hukum o berari daerah harus siap
menerima setiap keputusan pembatatan yang dilaknkan oleh pemenntah
pusat. Hal ini  jelas bertentangan dengan hakekat olonomi yakm

kebebasan dan  kemandinan  (wiheid en  zelfriandigheid)  salvan
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pemenntahan lebih rendah untuk mengarer dan mengures scbaglan unusan
pemerintahan ?

Vengan berlakunya Undmng-Undang 1asio Sememtara 1950, maka
Ul M. 22 Tuhun 1948 dicabut dan diganti dengen U 1 Wi b Tahun 1937
Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam bunyak hal undang-
undang yang bwro imi mengoper pola-pela dalam  undang-undang
sebelumnya.  Sislem  pempawasan  yang  bentingkst-tingkat  yang
memberatkan dasrah-dagrah baru yung belwn berpengalaman juga dianul
terus.” Hal ini tidak menpamin harmoni yang harus ada antara pusal dam
dacrah-dacrah, karena pengawasan vang dilakukan olch pemerintah pusat
tidak sampa pada daerah-daerah yang dibawah propinsi.””

LU No. b Tuhon 1957 jupa menpanut penpawasan preventif dan
represif Ketenluan mengena pengawasan dadum  undunp.undang i

5 Hagir Manam, Penalanan Jistors Pasal 12 000D 1945 fPerumuran don
Undakg-Undang Nelobsanaerryae), Bagian Yenerbit UNSIECA (selanjumya dicebnt
Hagir Manan 1), h 2

" The Liang Che, Yumpular Fembahasan Teehalay Uedong-Uedeng Tenrang
Podol=paiopk Pemerintahan Darrgh Indonesic, karya Ecencanw, Yooyaksts, V97T,
h&9.

" The [iamg Gie, Ferumbulion Pemernmiakan Dacrah Tk Megore Republia
Indowesia, Jihd O, Ediae Kedua, Liberty, Yopyakarta, 1994 h 227
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sebenarnya merupakan pengnlangan kembali ketentuan pengawssan dalam

17 1J Me. 22 Tahun 1948, dengan perbedasn bahwa penangguhan atan
pembatalan Keputusan Daerah bagi daersh Propinsi dilakukan oleh
Presiden, sedmmgkan merurd U U No. 1 Tahun 1957 dilakukan oleh
Menteri Dalam Megeri. Namun demikisn terhadap penemgguhan atsn
pembatalan itu, kedua undang-undang diatas tidak menyediskan upaya
hukwm bagi daersh yang menolak pembatalan tersebul baik yang berupe
“banding administratif” magpun melalui npaya peradian.

Setelzh berlabunya kembali UUD 1945 melaha Deknt Presiden 5
Juli 1959, maka dalam katan dengan pemerintahan daerah dikeluarkan
Penetapan Presiden Mo, § Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah
(Disempurnakan). Penpres imi lernyaia tidak mengaiur mengensi
pengawasan, sehingga berdssarkan Pasal 21 Pen Pres im, pengawsasan
dalam UU) Ne. 1 lahun 1957 tetap berlaku. Dilihat dan segl nwa 2au
semangalnya, Kedua peraturan ini jelas benenisegan Pen Pres No. 6
Tahur 1959 yang mengenul sistem demokras ferpimpin menghendaki

dominasi pemenntah pusal, sedanpkan UU MNe. ! Tahun {937 dengan
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sistetn demaokrast hberalnya mengheadaki otonom yang luas, Oleh karena
fiu pika diletapkan pengawssan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957 akan
memmbulkan kerancuwim.

Lintuk mengakhir kesimpang sioran tu maka diberlakukaniah © U
No. 18 Tshun 1965 tentang Pokok-pokok Pemernintahan Daesrah vang
mencabut UG Ne | Tahun 1957, sehingga tegadi perubahan dalam struktor
pemennbahan daersh. Tika dakon undinpundmmg sebelumnya Pemeriniah
Draerah terdin mtas PIPRD dan Dewan Pemenniah Daerah, maka menurat
1) No. 18 tahun 1965 yang dimaksud dengam Pemenintah Dacrsh adalah
Kepala Dacrah dan DPRD. Dalam bidang pengawasan, selmn memuat
pengawasan prevendif dan represit, undang-undang imi juga tnengalur san
jenis penpawasan lagy yatu pengawasal wmwn. Pempawasan untum im
dizelengparakan cleh permeomntah pusat dengan uprmalumya sendin, it
bdenten Dalam Negery penguasa yang duuwnjuk oleh Mealen Dalam
Negerh, dan Kepala Daerah dulam kedudokimnya sehaga alat pemenntah
pusak. T samplng du dalam undanpg-unding uu kala "Dewan Pemerintah

Dacrah” digsamin dengan “Kepala Laerah™, vang berarti hahwa Eeputusan
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Daerah tingket [1 yang sebelomnya diawasi cleh Dewan Pemernish
Daerah tingksl |, dengan undang-undang ini diawasi olch Kepala Daersh
lingkat 1, dan selerusnya.

Kondisi seperti im masih terus berdanjut  meskipun  telah
diberlakuksn UU No, 5 Tahun 1974 tentang Fokok-pokok Femenntahan
Di Draerah yang mencabut U U No. 18 Tahun 1965 Sebagmmana halnya
undanp-undang  sebelumnya, menurul wndang-undang vang baru m
dominasi kekuasaan masih berada di tangan pemerintah pusat. Dengan titel
“Pokok-pokok Pemerintahan di Dagrah” telsh menumukkan bahwa
nndang-undang i mengaur dekonsentrasi sedangkan deseniralisssi
hanya bersifal semu, desentralisasi yang terkenduli oleh pemerinlgh
pusat "'

Berkaitan dengan pengawasan, Pemelasan UU No. 5 Tahun 1974
butir £ sub 2 menjeiaskan pengerntian pengawasan sebaga berikut |

Dalam setisp organisasi leruiama dalam orpamsasi pemerintahan,

funpsi pengawasan adalah sanpat penhing karena penpawasan iu

adalah suatu usaha untuk menjemun adenyz keserasian angara
penytlengpgaraan lugas pemenniahan oleh Daerah-daerah dan oleh

' Soewote Mulyosudarmo, Hegemoni Kekuasaar dam Otamory  Dacroh,
Makaish FH UNDIP, Semarmng, 1998, k1.
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Pemenntah dan untuk menjarmnin kelancaran  penyelenggarnan

pemenniahan secara berdaya guna dan berhasil gona

Dengan demikian, konsep penpawasan dalam Penjelasan UU No.5
Tahun 1974 distas sebenarmya lidak jauk berbeds dengen Konsep
pengawasan yanp, diatur dalam PP No.20 Tahun 2001 sebagaimane telah
divrakan dinnka. Demikian pula halnya dengan bentuk pengswasan
dalamn U0 No.5 Tahur 1974 hdsk mengaiani perubshan dari undang-
vndang sebelumnys yang menganu: bentuk pengawasen preventif, represif
dan pengawasan umum. Hanya sgja lerhadep obyek pengawesan terjadt
sedikit perubahan, dimana menorot U U Mo Tahun 1974 yang hams
digwas. adaleh Peraturan Daersh dan Keputvsan Kepala Deerah. Pada hal
menurat  undang-undsng sebelumnya obyek penpawssan adalah
Kepuusan Dasrah (dalen arty Juas), buk yang berbentuk Peraturan
Daerah maupun keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengen pengawasan preventif berarti setiap Peraturan Daerah
ataupun Kepulusan Kepale Daerah sebeium diberlalukan harus terlebih

dghuln mendapt pengesahan. Hal ini sering disnppap sebapsa penghambat
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kebebasan dacrah untuk berprukarsa (berniziatif) dalam memanfastkan
potensi dasrahnya bapl pembangunan. Apalapl dalam prakicknya uniuk
memndapakan  pengesahan ity memerlukam waktu yanp cukup 1zma,
bahkan ada Peraturan Dserah yang pengesahannya memerlukan wakiu
hingga 42 bulan ™ (Yleh karena itu wajar jika pengawasan preventif ind
dixmggap sebaga salah satu kendala yang menghambal penyelenggaraan
otonomi daerah. D samping 1ty pengawasan prevenlif int scring dianggap
schaga bentuk campur tangan pemenmtah pusat lerhadap daerah,
Sementara itu dengan pengawasan represif berarti suatu kepulusan
daerah (Peraturan Pasrah ataupen Kepuotusan Kepala Daerah) dapat
divalalkan, meskipun Eeputusan i telah diberlakukan Dengan demikian
pengawasan represif itu hersifat negatif. " artinya sebagal reaksi abus suata
keputusan dasrah vang sudah mempunya kekuatan hukom mengikat,

sehingga tidak mempenparuh Kebebasan berprakarsa atan berinisianf.

2| Dewn Gde Amadia dkk, Sisters dar Prosedur Oalam Cara AMerdla,
Memputy  dan  Menpesohven  Peraturar Oageroh Oefam faoeple Merdulurg
Pelatzaragn (ponam Daergh, Laporan Penelitian, Kerjpsama Bappeda Tk [ Ball dan
Lembaga Penclitia UNUTR, Deapssa, 1396,

! Bagir Manan, Aufwrigan Arfere fusat den Decrak Menurar DI5 DS
Pustaka Sunar Harspae Takacin, P99 (gelanuteyes discbt Bagie Mapan 18, b 152,
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Perubahmn vimg cukup mendasar di bidang penpawasan baru terjadi
setelah berlakunya U U No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang in: lebik menckanken pada pengowssan represif Hal ira
tercermin dan ketentuan Pasal 113 dan 114 vang menyebutkan :

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah disampakan kepada Pemerintah selambat-lambatnya hima
belas han setelah ditetapkan (Pasal 113 UU No.22/1999},

Selanjuinya Pasal 114 menyatakan -

1} Pemerintah dapa membatalkan Peratwran Dagrah dan Keputusan
Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum alan
peraturan perandang-undangan yang lebih bnpg danfaan persturan
perundang-undangsn lannya

2] Kepuhusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepaia Daerah
sebapamana dimaksud pada ayat (1), dibentzhukan kepada daerah
yang bersimpkutsn dengan menyebutkan alasan-alasinnya

3) Selambat-lambatnya saln minggu setelah Eeputusan  pembatalan
Peraturan Daerash dan Kepuhusan Kepala Daersh  sebagaimana
dimaksud pada aya (2), Pergturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daersh tersebul dibalalkan pelaksanasnnya

4) Daerah yang tidak dapat menenma kepuiusan pembsatalan Peraturan
Daerah dap Kepuiusan Kepalas Daccah sebagamana dimaksud pada
ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Apgung selelah
menggukannya kepada pemernntah.

Dari semua undang-undang permenntahan daerah yang pemnah
berlaku sebagammana divrakan diatzs, ternyata hampir semuanya mengalur

tenlang pengawasan. Hal i menunjukkan betapa penpawasan mendudulks
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tempat yang sengal penting dalam pemerintahan khususnya pemerintahan
deeroh.  Apalagi dengan dinndangkemnys UU  No.22/1999  yang
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daersh, maka peranan
pengawasan menjadi sangat penting terutama delem mencegah terjadinya
penyelehigunsan wewenang oleh aparat penyelenggara pemerintshan
daerah. Kebebasan daersh untuk mengatur dan mengwms rumah
tangganya senditi bukanlsh dalem ati sebebas-bebasnya, tetapi masth
dalem iketan negara kesatusn. Denpan kata lain Pemerintah Daerah tetap
jerikat pada peraturan perundang-undanpan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Pusat. Bak pengawasan ity merupakan bagian yang tak dapat
dipisahken deni kekusssan pemenntahen secara menyelurch, oleh karena
pada tingkat terakhir Pemerintah Pusa-lsh yang harus bertangpung jawab
atas penvelenggarasn pemerintahan dalam negeri dan Inar negen kepada
DPR (pariemen)'*.

Dari uraian digtas nampak bahwa penpawasan berkaitan erat dengan

otonomi den betbicara mengens olononu Gdak terlepas dan adanya

" Kurtjoro Porbopranoto, Perfembangan Hubum Admtinisxras: Indonesia, Bina
Cipla, Bandung, 1981, 1568
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nepara kesatuan, karena otonomi merupakan sub sistem dan negara
kesaluan,? Hal ini sejalan dengan pendapat Hart - Gamer yang antara lain
menyatakan

" ondf focal automomy is not fo produce a sixte of affairs bordering

o amarchy, it prust be subordineted lo nafionad interest by means

devited 1o keep its actions within bound” "®

Pengawasan terhadsp pemerintahan dserah dapat dilekokan baik
oleh pemenntah pusat, DPRD, maupun oleh lembaga peradiam. Fokus
penelitian ini adalah mengkajl pengawasan terhadap pemerintahan daersh
yang dilakukan oleh pemenntah pusat saja Hal im dengan pertimbanpan
bahwa dalam negara kesaluan dengan sistermt desentralisast, kewenangan
yang dimililn oleh pemennieh deerah pada dasgnya berasal dan
penyerahan cleh pemenntsh pusst.

Walaupun hampir setiap Undang-Undang Pemenntahan Daerah
MENgALT lentang pengawasan, namun secara  sobstansial - terdapat

perbedaan, UL No 22999 nusainys lebih menckankan pada pengawasan

fj Bagir Menan [, Lor cit.
“ Zir Willimm O Hart - J F Gamer, Miroduction Ta The faw of Local
Gavernment and Admin stretron, Bulerworths, London, 198), L 1568,
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repiesif dan pada penpawsasan preventif, padahal dalam undang-undang
sebelumnya sclalu menganwl kedus bentuk pengawasan i secara
bersama-sama. Demikian pula halnya dengan pengawasan umum, dalem
undang-undang mi tidak dinyatakan secara legas,

Adanya perubahan bentok pengawasan i anlers lan disebabkan
karena adanya perubahan kondim somal pobtik dalen masyarakat yang
menuntnl adanya reformas di segela bidang. Salah satv luntutan itv
digntaranya menghendain adanya pemberizn olononi yang luas kepada
daerah dengan meneksmkan prinsip-pnnsip demokrasi, peran serta
masyarakst, pemerastam dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah.

Di saln gs: pengawasan 1ty muilak  diperfukan  dalam
penyelenggaraan pemenntahan daerah apar kebebasan berotononu tidak
bergerak begiti jauh sehingga menyebabkam terjadinya disintegran bangsa,
Namun pada sisi lam harus dungsl bahwa pengawasan tidak boleh
mengurangi atau bahken menyebabkan terputusnys nafas kebebasan

deseniralisasi. Oleh karena itu pethn diketernukan keseimbangan diantara

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

13

kedua hal tersebut. Dengan kata lan  dopat dimmpulkan  bahwa
pengawasan i diperfukan, tetapn harus disertai dengan pembalasan-
pembitasan,

sehubungan dengan vpentingnya periman  pengawasen  dalam
penyelenggaraan  pemenntahan  dserah maka perlu dilakekan kajiam
terutama mengena batas-balns pengawasin ymng scyogyanya dialur dalam
persiuran perondang-nndanpan, Pembatasan-pembatassm 1y baik yang
menyanpiut bennik atac macam pengawassn roang hnghup pengawasan,

maupun pejabat atau badan yang berwenang melakukan penpgawasan,

2. Perraasalahan

Bertiik 1olak dan latar belakang lersebut dialas maks iema sentral
dalam peneltian ink adalah @ Pengawasan Pemerintah (Pusat) Dalam
Fenveenggarann FPemerintahan [aerab. Berdasirkin tema seniral

tersebut maka dapar diromuskan permasalahan sebapar berikut
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|. Bentuk penpawasan pemsnintah (Pusat) dalam penyelengpuiraan

Pemerintahan Daerah. Permasainhan yang dibahas dalam hal

menyangkut .

a. Jegi positif dan negatif pengawasim pemennlahan dacrah
sebelum berigkunya ULS Mo, 22 Tahun 1999

b. Segi posibif dan negatif pengawasan pemenniahan dacrah
berdasarkan UL No. 22 Tahon 1999

2. Kewenangan kekvasaan kehakiman khususnya Mahkamah

Apung dan Maohkamah Konstitusi berkaitan dengan pengawasan

dalam penyelenpgaraan Pemenntahan Daerah. Permasalahan ini

dapat ditinei sebagaa benkut -

a) Kewenangan Mahkamah Agung yang berkatsn denpan
penyelesaian keberatan berdasarkan Pasal 114 ayvar (4) UL
Nir. 22 Tahun 1999,

b) Kewenmgam Mahkamah  Aguny berhalan dengan
penggunaan hak up matenl terhadap peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang.
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¢) Kewenangan Mohkamah Konstitusi sshubungan dengan
sengketa kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntah
Daerah terkait dengan pengawasan Pusat dalam penyelenggaraan

pemeriniahen dasrah

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1, Twuan Penelitizn

Fenelttan 1 bertwuan wntuk  mengetahw  dan
menganalisis bentuk-bentuk pengawasan Pemenntah Pusal dalam
penyelenggaraan pemernintahan dzerah yang berlaku selama 1m, serta
dupat mengungkap segl-sem positif dan negatf dan masing-masmg
bentuk pengawasan tersebut. [ samping 1o penelitan mi juga
bertwjuan untuk mengetahwni  dan  menganalisis  kewenangan
keluasaan kehakiman khususnya Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusmn berkaitan denpan pengawasan dalam
penyelengparaan pemerintahan daeeah.

3.2 Manfas Penelitian
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Secara teank, penelitan ind Jiharapkan dapal membenkan
sumbangan penukiran bagi pengembangan dmu hukum pada
urmurnaya dan hukum tata negara prda khususnya. Sementara untuk
kepentingan proktik, peneldian wu dibwrapkan dapat bermanfial
baik bagi Pemerintah Daerzh maupun Pemenntah Pusal |
13 Bagl Pemerintih Daersh, peneltian im dsharapkan sebagas
masukan  dalam  menyelenpgarakan  penwnrdahan daerah
khususnya dalam menyusun Peraturan dacrah dan Keputusan
Kepala Daerah agar Hidak merugikan musyarakat, Di samping itu
penelitian i sekaligus sebagal penegasan bahwa  dengan
olononu daerazh Gidak berarti  1aerah beba: mengelvarkan
kebipikan duerah tanpa pengawasan dan Pemerintah Pusal

21 Buz Pemerintih Pusat, penelinan i dibarapkan bermmoan fa
terutama dulum mengambil kepniusan yang berkatin denpan
pembatalun sugdo Perdturan Daerah ataupun Keputuzan Kepala
Daerah selungpa kepulusan pembatalan vang diambil sudah

berdaswrkan  pertimbangan yang obwektif.
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A. Kerangks Pemikiran

Dalam suaty negara demokrasi asas  pepusahan  kekuasaan
(separation of power) ymg kemudian berkembeng menjadi asas
pembagian  kelmasasn {division of power) dapa diterapkan secars
horisontal dan vertikal Penerapan secara horisontal memmbulkan
kekuasamn-kekvasgan yanp sedermjal di tingkel pusat (seperti legslahif,
skselntit dan judicial?, s¢dangkan penerapan secara vertikal menimbulkan
kekussaan yemp tak sedersjat antara Pemermish Pusa dan Pemernntah
Daerah. Fembegien kekussamn mervpaksn unsur penbing dalam negara
huknm, sebab tanpa adanya pembagin kekuassan tidak mungian
kesewenang-wensngan pemerintah dapat dicegah, karena pembagran
kekuaraan pada desarnya dimaksudkan untuk mencegoh tenadinya
pemusatan kekuassan dalam sat tangan. Dalem kaitan antzra Pernerintah
Pusat dem Pemerintah Daerah, pembagian kekuasaan itu dilakokan melalw
asas desentralisas. Berdasarkan msas desentrslisasi, pemenntah (pusat)
menyerghkan sebapian wewenang pemerintahan  kepada daersh untuk

djatur dan drarus sendiri (etonomi).
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Konsekuensi yuridis deri penerapan asas desentralisasi adalah
terkcait dengan kewenangan, Dengan adanya penycrzhan itu berarh
kewenangan untuk menyelenggarakan vrusan terientu telah berabh dari
Pemerintah Pusat kepads Pemerinlah Daerah. Dengon kata lain bahwa
sejak terjadinya penyerahan itu telah terjadi pergeseran kewenangan dan
tanggung jawab kepada daerah. Kewenangan daerash ini biesanya
dituangkan dalam beniuk Persturan Deerak (Perda). Dengan demikian
pemeriniah daerah memiliki keleluasam dalam mengatur dan menguris
nrusan pemerintahan yang telah diterimanys.

Akan tetapi kebebasan dacrah untuk mengatur dan mengurus remah
langganya sendiri masih dalam ikaten negara kesetvan, dslam et
pemenntah dasrah masih terikat pada peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan oleh pemeriniah pusat. Untuk ilu diperlakan lembaga
pengawasan puna mengawasi pelaksanaan tigas pemerintahan dacrah. Hal
ini dimaksndian agar kebebasan daerah dalam melaksanakan olonominya
tidak sampai melepaskan din dan negara kesatan Harus diimgat bahwe

pengawasan odalah sebagian dari kewenangan pemenntahan secara
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menyeluruh karena pada tingkat teraklur pemenntah (pusat) lah yang
harus bertanggung jawab mengenal seluruh penyelenggaraan pemenntahan
negara dan Jdaerah.

Ditinjau dan hubungan pusal dan daerah, penpawasan mermpakan
“pengikat” keselusn agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak
begilu jauh sehingga menyebabkan terjadinys disimiegrasi, Jika kebebasan
daerah dalam menyelenggarakan otonomd w lcdak  dukod  denpan
pengawasan berari  sama halnye denpan membiarkan dserah 1w
melepaskan did dari nepara kesatuan. Otonomi dsersh tidak dapst
dipisahkan dengan negara kesatuan karens otonomi merupakan subsistem
negara kesaluan'’

Menurit C F Strong ada dua unsur penpertian nepara kesatuan
vakni kedanlatan pemenntah pusat tak dapat dibapi-bapi dan udak ada
badan lan yang dapal membual goran hokum (Undang-Undang} selan
badan pemerintah pusat '* Hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh

Ausic Ranney ysng menyalakan bzhwa pemerntah pusal memiliki

7 Piagir Manen L, Loc cit
W CF Strong, Modern Political Constitufions, Sidmwick & Jackson Limiled,
Tondos, 1960, h 50,
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supremasi dan pemerintzh lokal berada dalam kedudokan yang sub
prdinatif.’* Keadan ini sangst berbeda dengan Negara Senkat yang dalam
kondisi tertenty Negara Hagian-nya memiliki kekebalan terhadap campur
tangan pemerntah pusat.

Pemenintahan dasrah  merupakuan  pemenntaban  yang  terdekat
dengan rakyat vang diben kebebasan dalam mengelela pemerintahannya.
Apalagi  dengan  diberlakukanmya ) Moo 22 Tahun 1999 tentang
Pemerntahan Dacrak dimana Daerah diben kewen:mgan yanp sanpat haas,
maka pengawnsa lerhadapnya ddak dapar dielakkan. Meskipun demikian,
pengawsasan fdak boleh mengalobhatkin pengurangan afan penggerogotan
terhadap nilai-nilai yang terheandung dalam dasar-dasar desentralisus serla
patokarn.packan sistern mumah tngga daersh (seperti dasar kerakyatan
dan kebebasan daerah untuk berprakarsa).

Ada berbaga macam bemiuk pengawasan tergantung dan sudut
mema Kita menandangnya. Dittyan dan seg wakto/ saat ddaksanakannva

pengawasan dapat dibedukan  antara  penpawasan  preventif  dum

B Austin Rammev, ogert., bS89,
- Bagir Manan 0, foc o
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b

pengawasan represif ¢ (dikatakan pengawasan preventf bilamana
pengawasan itu dilakokan sebelum dikeluarkannys suale peraturan atan
keputusan oleh pemerintzh. Sebaliknys penpawasan repiesif, apabila
pengawasan u hiru dilakukan sesudah dikelvarkemnyu peraluran ataupun
keputusan pemenintah.

Dalam Undang-Undang Pemerntaban Daerah sebelumnya selalu
memuat kedua bentuk pengawasan tersebut secara bersama-sama. Namun
sgjuk berlakunya U] Ne. 231999 hanva dikenal satu bentuk penpawasan
tethadap pemerinishan daerah yaitu pengawssan represif, sedangkan
pengawasan preventif bdak dianut dalam wndanp-undang 1. Hal inh dapat
dithat dakon Penjelasannya vang menyatakan bahwa U No 2571999
lebith menckmnkan pada pengawasan represtf. Selanputnya ditegaskan
bahwa Peraluran  [Daerah  vong  ditetapkan  dagrah  olonom  odak
memeriukan pengesahun oleh pejabat yang berwenang Dengan dermkian

daerah diberi kebchasan dilum mengambil keputusan, dan selamuinys

A panlus Eilendic Lotubimg, ozt luxva.
= Hnd
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memberikan peran yang lebih besar kepada DPRID dalam mewujudkan
fungsinya schagai badan pengawas terhadap pelaksanaun otonorm daerah,

Dengan menckankan pada pengawasan represf, pembuat U
Mo 221999 seolah-oleh berpendapat bahwa pengawasan preventif itulah
yang sclmma int menjadi penghamb:al pelaksanaan otenonu deeruh. Selama
ini pengawasan preventif sehagaimana diaor dalam TN No.3/1974 {dan
joga UL} Pemetintghan Daersh sebelumnya), selala dipandang neganif dan
dizngpap sebagal bentuk campur tangan pemenntah pusar terhadap daersh,
sehingga menghembat pelaksanaan ctonomi daerab.

Pandangan tersebut diafas tidak sepenuhnya dapat  ditenm,
Menurat penulis  kesalahan  dslam U No 371974 lerletak  pada
pelaksanzemnya vang tidak konsisten nleh aparat berwenang pada wakiu
nu.  Schopa  contch, banyak Peraturan lhaerah  yang memerlukan
pengesahan dari peaenntah (pusat) mengalam keterlambatan dalam am
melampaui batas wakiv yang dilentukan cleh undang-undang yakm 3
{uga) tulan Th samping wtu dalam kenyataannys ada banyak Peraturan

Draerah yang ditolak penpesahannya oleh pemenntah pusat,
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Kelambatan dalam pengesahan Feraluran Datrah yanp merupakan
wujud pengawasan preventif ini terjadi karena dalam pelaksansannya
terjadi penyimpangan oleh aparat Pemertntzh Fusat, Di phak lan, aparat
Pemerintgh Daecah tidak berani melakssnakan Peralorsn Daerah yang
belum mendapat penpesahan, meskipun undang-undang teleh menegaskan
bhahwa jika dalam wakio tiga bulan belum mendapal pengesahan maka
darrah dapat melaksanaksn Peraturan Diserah tersebut.

Pentinpnyas  pengawassn  preventif  dalam  penyelenpparaan
pemerintahan daerah tidsk dapat dipungkini. Melalui  pengawasan
preventif diharapkan akan dapat dicegah timbulnya kerugian yang lebih
besar bagi masyarakat sebapm akibat adanya kekelirnan dalam
pengemnbilan kebyakan stau keputusan-kepuolnszn oleh pernenniah dacrah.

Berdaserkan alasan-slasan Jialas, penubs berpendapat  bahwa
pengawasan preventif masih diperlukan dalam rangka pelaksanaan
olonomi deerah, namun maleri yang diawast harus dibatasi secara selektif
yvang menyangkul kepentingan-kepentinpan besar tenitama bagl daerdh

dan penduduknya Oleh sebab itu sangatlah disayanpkan karena UL
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No.22/199% yang berlakm sekarang im Hdak lap) mengalur pengawasen
prevenhf

Pengawasan tepresif dalam UL Mo, 221999 diatur dalam Pasal 114
yang menyatakan baliwa Pemerintah dapst membatalken Peraluran Daerah
dm Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan
wmin g perauran perundang-undangan yang lebih tngg dan/man
peraturan  perundang-undsngan lainnya. Derbeda dengan penpgawasan
preventif yang hanys dapst dilakuken dalam jangka wakiu yang terbatas,
pengawasan represif depat dileknkan setiap saat, walaupun Peraturan
[Dracrah itu sudah berlaku, bahkan apabila suaty keprinsan sudah selesa
dilaksenaken © Perbedaan lainmya adalsh bahwa pengawssan represif
dapat dijelankan terhadap semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah jika dianggap bertentangan denpan kepentingan wnum atau
pergturan perendang-undangan yang lebih linggl dam/stau persturan
perundang-undangan lainnya.

D Irawan Soejite, ap.cit., b 54.
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5. Metode Penclitian

Penelitean ini merupakan penecliian hukom dogmatik (normaif).
Oleh karena ifmu hukum degmatk i meropakan lmw yang “sm
generis yakni ilmu yang tak dapat dibanding (diukur, dimla) dengan imu
vang lain”', maka melode penclitiannya pun bersifat spesifik, berbeda
dengan ilmu lain. Adapun tugas ilmu hukum dogmalik antara lain :
deskripst hukum positif, sistematisast hukum posiiif, snalisis hukum
positif, interpretasi hukum positif, dan menilei hukum posiif.**

Penelitizn imi diarahksn untuk dapat melakukan pengkajign ilmu
hukum yang mencakup | hulum yang sedang berlaku (hukem posiif},
hakam yang nemah berlaku, dan huknm yang diharapkan dapat berlaku di
masa yang akan datang Bahan yang digunakan dzlam penelitian ini adalah
bahan hukumn primer dan bahan hukum sekunder, sedangken pendekatan

yang digunakan adalsh pendekatan undag-undang {lermasuk perundang-

—— " ——

4 DHM Menwisgen, Filsafsr Huduem, Pro Justisiz, Tahun XTI Nod, Oklober
1994 Terjemahan Arief Sidhaia, b.26.

* phitipns M Hadjen, Pengtaian fira Hubum Dopmatik (Normatif), Makatah,
Disampaiken pada Penataran Melode Peoefitian Hukum Universitas Udayena, Denpasar,
24-25 Nopember 1954 h 8.

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

il

vndengan) (riatute approack), pendekalan historis (Aistorical approack)
dan pendeketan perbandingen (comparative approach). Bahan hukam
primer mekputl undeng-undang termasuk perastran perindang-undangan
sedangkan bahen hukum sekunder berupa buku-bukm, jumal, majalah,
dan dokumen lain sepanjang berkaitan dengan penpawsaszan pemerintahan
dacrah.

Bahan hukum primer dilumpulkan dengan melakukan inventarisasi
semud undang-undang tentang pemeriniahsn daerak yang pemah berlaku
dan ymg masih berlaku di Indonesta Setap undsmg-undang yang
mengatur tentang pengawasan terhadap pemerintahan daergh dican bentok
pengmwasennya dan apaya hiukum yang depat dilakukan oleh dacrah jika
menolak pengawasar tersebut. Semenlara i bahan kepusiakasn (hahan
hukum sekunder) dikumpulkan dengan mengennakan karty yang disusun
berrdasarkan pokok masalak dicatat mengenm prnsip, teon, konsep,
pandangen setla informasnya yang relevan untuk pemecahan masalah

Fendekalan undang-undang dipunakan onivk mengkali norme-

norma hukum yang betlaky mengena pengawasmn terhadap pemenntahan
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daerah dan jupa vang berkmtan dengan desenirahsasi Pendekatan historis
digunakan dalam rangka menelusuri dan mengkai norma-norma yang
perngh berlaku mengena pengawasan terhadap pemenntshandacrah dan
desentralisaei Th samping ilu juga dimaksudkan untuk mengungkap dan
mengkaji sejarah pembentukan nommz-norma pengawasan  terhadap
pemeritiahan daerah yang berlaku sekaramg alau hal-hal lain yang
berkadan dengam deseniralisas:.

Selamutnys difakukan analisic terhadap bentuk pengawasan yang
pemnash berlakn dan yanp masth berlakn di Indonesia {sebagaimana diatur
dalam UUJ No.22 tahnn 1999). Hal ini dilakukan dengan mengkaji kebaikan
dan keburukan dan moasing-masing bentuk pengawesan tersebul.
Berdasarkan hal tersebut akan dapsat disimpulkan spakash jenis pengawasan
tersebul menghambat pelaksimamn otonom dagrah atan tidak . Dengan kata
lain, apakah bentuk pengawasan sepert 1y masih diperinkan atan tidak

daiamn rangka pelaksanaan otonomi dserah,
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BAB I

HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

Dalam membahas hubungan smtara Pusal dan Dasrah imi digunakan
dua pendekatan yaite pendekatan teontis dan pendekatan hstons.
Pendekatan teoritis didasarkan pada katian dan sudut hukum tata nepara.
Beberapa teon yang dipandang cukup relevan denpan masalah imi antara
lain eon pembagan kekuassen dan teon lentang bentuk negara. Teon
pembagian kekuasaan dianpgap penting karena  keberadaan pemerintah
pusat dzn pemenniah daerah yang kemudian melahirkan hubungan sntars
pusal den daerah ilu pada dasarnya berawal dari  adanya pembagian
kekuasaan nepara Pembapiam  kekussaan nepare  secara  vertkal
menyebabkan lahirnys pemerintahan daerah, dimans kekuassan negara
dibagi kepada duersh melalu desentrahisas kelissaan.

Denukian pula halnya dengan teon benluk negara Teon ini masih
sagat relevan, mengingst bentuk suate negara banyak berpengaruh

terhadap hubungan pusat den daerah. Hubungan puzat dan daerah dalam

33
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snat nepera yang berbentuk federal misatnya tentu sangat berbeda dengan
bentik negara kesaman

In samping penghkajisn dilakuken berdasarkan ieoni-teon tersebut,
habungan pusat dan dserah juga diksji memurat hukum positif. Oleh
karena itu pembahasannya juga menggunakan sumber hukum positif yatu
Undanp-Undang Dasar (dalam hal ini UUD (945 ) dan Undang-Undang
yang lerksit dengan hubungan pusat dan daerah.
Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka sistematika pembahazan dalam bab
1 adalah sebapai berkut :
. Pendekatan Teorilis
2. Pendekatan Hukum Postf

3. Pendeksatsn Histons.

I. Pendekntan Teoritis
1.1. Teori Pembagian Kekuasaan.
Secara 1eoritis dikenal dua pola pembapgian kekuasaan negara ymtuo

pembagian kekuasaan negara secara honsontal dan secara vertikal,
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Pembagian kekusszan negara secarn hotisorfal adalah pembagimm
kekuasam negara kepada organ utama negara yang dalam ketatanegarasn
disebut Lembaga Negara {meliputi Lembegs Teringg dan Lembaga Tingg:
Meparay. Ada beberapa teori yang membahas masalah im diantsranya
adalah dam John Locke dan Montesqguen.

Sementara itu yang dimaksud dengan Pembagian kekuasasan negara
secara vertikal adalah pembagian kekuvasgen negara antzra pemerintah
pusat dan pemerintah daersh ' Disertasi im hanys membahss pembagian
kekusesan nepara secara vertikal, denpan mengacu pada pendapst dani
beberapa zarjana seperti ; Bagir Manan, The Liang Gie, Hims Kelsen dan
lain-lain.

Pembagion kekussasn negara pade dasamya berlyjuan  untuk
membatasi keknasaan negara ataw pemenntah agar tidak berindak
sewenang-weiang, Demikian pula halnya pembagian kekuasasn secara
vertikal pada desamya bertujuan untuk membatan kekoasasn pemenntah

(pusat) terhadap pemenntahsn deerah. Dengan kata lain tanpa pembagian

! Philipes M Hadjon, Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analins Hulum
Tata Megara), Makalsh, Tanpa Tahin 2, h.1.
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kckuasaan  svcara  wertikal tidak  mungkin  kesewepang-wenangan
pemenntah pusa terhadap daerah dapat dicegah.

Tanps pembagian kckuasam nepira secara vertikal tidzk munghkin
ada pemerintahan daerah otonom, yang berart pula bduk ada penyerahan
kewenangan dan pemerintah (pusat) kepada dacmih olomoem  untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam keramgka
negars kesaluan Republik Indonesia {deseniralisasi) Dengan kata len
penverahan kewenangan ity terfadi karena adanya pembagian kekuasaan
secary vertikal.

Dengan penyerahum  kewenangan  itu berati Pusal membitas
(dibalast) kekvnasaannya untk tdak lagr menpatur dan  mehpuns
kewenangan vang telab disershkam kepada dacroh olonom tepsebut. Oleh
karena itu dapat dikatakan bahwa kehadiran lembaga pemenntahan ungka
dacrah (descniralizasi) i sangat diperfukan.

Alexas de Tocqueville berpendapat bahwa  kehadiran  lembaga
pemenntaitan tmpkat dasrak tidak dapat dipisahkan dari semangat

kebehasan © "a mafon may estiadlsh a svstem of free povernment but
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without a spirit mumicipad insttutions if can pol have the spirit of bberty"’

Kelbebasan merupakan salah satu karakteristik kedanlatan rakyat. Dengan
demikian suaty pemerintahan yang merdeka tetapi tanpa disertal oleh
semanpat untuk  membangun  lembags pemenntahmn tmgkat  daerah
lidaklah akan mempunya semangat kebebaszan

Salah satu alasan dianutnya desenlralisasi adalah untuk mencepah
penumpukan kekuasaan pada satu pthak saja yung pada akhimya dapat
menimbualkun tirsm * Di samping it faktor efeldifitas dan efisiensi dalam
pemerintzhan  tentu  jups  menjadi  pertimbanpan  dianuinya  =istem
desentralisasi. Dalam  bidang  politik, penyelenpgaraan desentralisas)
diimppap sebaga tindakan pendemokrasian, untuk menank rakvat ot
serta dulum pemeriniahan dan melanh din dalam mempergunakan hak-hak
demokrass.” Herdssarksn  oeaiun diatas lernyata bahwa  desentralisas)

berkatan erat dengan kerakyatan, Walawpun demukian, tidaklah berart:

£ Buagir Mmumm, flubuarar Anfora Pusol dor Daerah AMerprr UT00F 943
Sipar Hargpan, Jakarte, 1994, (selanjutnye disebul Begsr Manan ) h.33.
3 rj E; h 34
ha N '

" The Liang Gie. Pertumbuhan femerintakan Duerah &t Negara Sepubiti

Indonezia, Ttid B, Gunioyg, Apme, Jakarts 19628, b5,
bl 037
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hahwa kerakyatan itu tidak mungkin oda dalem suatu negara yang
tnenjalankan pemerintaban sentralisasi. Hans Kelsen menyatakan bahwa
cita-cila kedavlatan rakyst dapat jupa terwujud dalam snassna sentralisme.
Namun bagaimanapun juga, desentralisasi merupakan cara terbuik untuk
mewnjudkan kedaulatan rakyal * Hal ini disebabkan karena desentralisasi
memperluas kesempstan bagi rakyat baik kualitatif maupun kuanbitatif
turut serta memikul tanggung jewab penyelengparsan pemerintahan
dibandingkan kalau hanya lerbulas pada penyelengparaan pada tingkst
pusal saja

Pendapat vang hampir sama juga dikemnkaksn oleh Dapny Bums,
Robin Hambleton dan Paul Hogget yang menyatekan bahwa desentralisasi
mempunyal fangsn siralepis bapi proses pemenntshan. Dikatakannya,
deseniralisasi mervpakan suatu model alternatif vang cukup baik karena
bersifat responsif, mampe memberikan pelayanan yang berkualitas tinpgd,

serta sangat memunpkinkan memperkust peran sertg dari rakya daizmn

* Hans Kelsen, General Theory of Law and Szate, Russel & Ruasel, Wew Tork,
1973, 1 312,
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proses pemerintahan’. Dengan mendasarkan kepada hesil stodi di United
Kingdom (Kerajaan Inggris) mereka mengemukakan bahwa Pemerintalian
Lokal ddak dapat melepaskan dini dari pengaruh Pemerintahan Pusat.
Selengkapnya mereka menyataksn sebagal berikut -*
N eveieeeans that the local government in the UK ix being transformed, not jus!
by central povernment inferventions but ........
Kembali pada pembagian kekuassan atan kewenangan antara Pusat
dan Dweerah daiam rangke desentralisasi, imbul pertamyasn bagsmanakah
sebaiknya pembagien kewenangen pemenntahan anlara Pusat dan Daerah
fu dilakukan 7. Pembagian wewenang, tugas dan langgung jawab antara
Pusat dmn Doersh bissanys dialur dalam berbage kaedsh hukum
khususnya peraturan perundang-undanpan. Penpahiran mengena hal
biasanya berkaitan dengan sistem numah tangga dacrah yaite Latanan yang
bersangkutan dengan cara-cara membagl wewenang, tugas dan tanggung

Jawab pemenintahan antara Pusat dan Daerah

-

? Damy Pums, Robin Hembieton and Paul Hogget, The Politics of
Deceniralization, Revitalising Loral Democracy, The MacMitlen TTD, Loslon, 1994,
bxiv.

Fibd, 27,
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Ada beberapa sistemy rumah tanpga dacrah yaitu sistern rumah tangpa
formil, sistern Tumah tangga materil dan sistem rumah tanpga nyata (ril).
Sistern rumah Langga formil berpangkal tolak dani prinsip bahwa tidak ada
perbedaan sifat antara uresan pemenntzhan yang diselenggarakan pusal
dan yang diselenggaraken cleh daersh. Adanya pembagian wewenmng,
tugas dan tanggung jawab uniuk mengamr dan mengurus urisan
pemenntahan semata-mats didasarkan pada keyakinan bahwa suatu anasan
pemerintahan aksn lebih baik jika dialur dan diurus oleh satuan
pemenintahan tertentu, dan begitu pola schahknya, Secara lconlik ststem
ini membenka  kekelvassan seluas-luasnya kepada daerah umiuk
mengatur Jdan mengurus urusen pemerintahan menjadi orusan rumsh
LanggANYa.

Sebaliknya astem rumah tanggs matenil berpanpkal iolak dar
pemikiran bahwa memang sda perbedaan mendasar antara unsan
pemerintzhan Pusat den Daerah. Daerah dianggap mempunyst ruang
lingkup urusan pemerintahan tersendini yang zecara maternl berbeda

dengan urusan pemerintahan yang diatur dan divras oleh pusal. Namon
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demikian, delxn kenyalaannya sangat sulit nntuk menentukan secara rinei
Urusan masing-masisg pemerintahan.

Sistem numah tangga nysla (ril), sening dikatakan mengambil jalan
tergah entara sistem rumah tangga formal dan sistern rumsh iangpa
material Disebul “nyats” karena isi rumah tanppa daersh didasarkan
kepada keadaan dan fakior-faktor yang nyata Meskipun demikian rumah
tznpga nyata merunjukkan ciri-cirn khas yang membedakannya dengan
sistem raenah tangga formel maupun sistem rumsh tangga material, yariu -’
Ferfzma, adanya urusan pangkal yang diletapksan pada saat pembentukan
swatu daerah otonom, memberikan kepastian mengena urusan rumah
tangga Jdaerah
Kedua, D samping viusan-urksan rumah tangga yang ditetapkan secara
“matcnial” daerah-daerzh dalam rumah tangga nyats dapal mengater dan
mengurus pula semua vrusan pemenntzhan yang menuml pertimbangan
adalah penting bagl daerahnya sepanjang belum distur dan diurus oleh

Pusat_atan daerah tingkat lebih atas.

¥ Bagir Munen 11, ap.crt.. h.32.
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Kefiga, otononu dasrah dalam rumsh tangga nysta didaserken pads fakior-
faktor nyala suatn dacrah. Hal ini memungiinken perbedaan isi dan jenis
wrusan-uresan rurnah langgs daerah sesual dengan keadaan masing-
MAasng.

Jiks sistem rumah tangpa sebagaimana divraikan distes dikaitken
dengant prinsip otonomi yang disnut dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 maks tampsk bahwa uandang-undang tersebut menganul
gistem mumah tangga formal dan aysta (nil). Sistem rumsh tangga formal
dapat kita lihat dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebuikun bahwa

‘“Kewenangmn daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang

pemerintshan kecnali kewenangan dalmm bideng poltik luar negen,

pertahanan keamenan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. sena
kewenangan hidang [mnmya”,
Sementara gsistem rumah tangga nyata tampak dari adanya ketentuan Pasal

9 gyat (2) yang menyatskan bahwa :
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"Kewenangan Propmsi sebapai  daerah  otonom  termasuk  Juga
kewenangan yang bdak atan belum dapat dilaksanakan Daerah
Kabupaten dan dacrah Kota™.
h samping ity dignuinya sistem nunsh mpga nyats  (ml) juga dapat
dilihat dagl ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan ;
"Baerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat

dihapus dan atau dipabung dengan deerah lzin”.

1.2, Tenti Bentuk Negara

Frmbahesan hubungan Pusat dim Daersh juga bokatan dengan
bentuk negara Hal i mengingat berdak suatn negara akan berpenguh
tethadap hubungan Pusat dan Dacrah. Beberapa teori yang digunakan
sebagin acuan dalam hal i sntara lmn dan Kranenburg, O F Strong dan
Austin Ranney. Walaopun dimntars pera sarjana belum ada kesepaksatan
tenlang pengerlian bentuk negara, namun leamnya telah diterima sebag

penggolongan benluk negara adalah negars kesatuan dan negara federal.
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Dalam kepusiaksan dibedakan anlara Nepara Kesstuan (Umtary)
dengan Negara Senkal (Federal), Ditngau dar susunannya, Nepara
Kesgluan bersusunan tunpgal sedangkan Negara Serikat bersusunam
jamsk "™ Disgbut Nepara Kesatuan apabila kekuasaan pemerintshan pusel
dan pemerintahan daerah tidak sams dan tdak sedermal’ Kekusssan
pemerintah pusat merupakan kekuasazn yang menonjol dalam negara dam
tidak ada smngan dan badan legslatf pusat dalam membenivk undang-
urdanp. Sebaliknya disebut Nepara Federal, jika kekuasaan dslam negara
itu dibagl antara Pusat dan Daerah/Bagian sedemukian rups sehingga
masing-masing Dacrah/Bapian dalam nepara itu bebas dan campur langan
safu sama lain dan hubungannya sendiri-sendiri lethadap Puset"
Pemernntah Pusat maupun Pemenntah Daesrah/Bapgian  diangpap
mempunyai keluasasn yang sama dan sedermgat. Hanya untuk beberapa

kekuasain tertentu Pemenntah PusalFederal mempunya kelebihan antara

" Snehing, M Megara, Liberty, Y ogyakorta, 1980, h 224,
" Moh Kusnerdi & Binlan R Saragih, flme Megara, Edisi Reviai, Gaya Media

Pratama, Jsharta 1988 h 207,
12 e, 209,
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lain dalam bidang pertahsnan, wrusan luar negern, menentukeay mata vang,
yang berlaiu dan sebagainya

Sementara i Jika mengikuti pemiloran Kranenburg, perbedaan
antara Negara Seriket/Federal dengan Nepars Kesatuan adalah sebagm
beriku ;"

1. Dalan Negara Senkal, negarsnegara bagian mempunysa wewenang
mniuk membaa Undang-Undang Dasar den mengainr sendirt benbuk
orpanisasi nepars bapian.  Sementars dalam Nepara Kesatuan
wewenang seperti it Hdak dimiliki oleh daerah bahkan bentuk
orgasasi dasral ditenrokan cleh pemernintah pusat,

2. Dalam Negura Serikal, kekuasaan perondang-undangan (legislanf) dari
pemerintah pusat untuk membual persturen begl pengsturan urusan
ditetapkan secara terpeninci. Dalam Negara Kesatuan, wewenang
semacam ifu dirumuskan secara umum.

Menurut C F Strong, ads dus unsar pengertian Negara Kesatua

yailu kedaulalan pemerintah pusal tidak dapat dibagi-bagy, dan tidak ada

D Achary, fmw Megard Pertbafesan Bubu Kranemburg, Ghalia Indonesia
Jakarta, 1983, h.85.
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badan lain yane dapat membual aturan hukum (undang-undang) selain
badan pemerintah pusal.™ Hal ini berbeda dengun Negara Serikat { federal)
dimana Nepara Bagian juga mernuliks wewenung unluk membentuk
ntickang-undung,

Nepara Federal pada dasamys merupakan sebuah sistem yang
mencoba menyeswmkan dua konsep kedaulatan yang sebenarnya saling
bcﬂcmm@m.'j 1A salu pihak ada Yedantatan negara federal, di lain pihak
terdapat kedaulatan negara-nepara bupiem. Penyelenggaraan kedaulatan ke
“luar” negara-negara bagian umumnya diserahkan kepada pemerintahan
federal { misuinya urusan pertahanan umsan loar nepern, membuat
perpamnan inlemasional, dan mencetsk wang ). Sementara ke “dalin”
(untuk wmsan-wrusan yang tidak tmenyanpkut kepenhingan nasional di
forum mtermnasional ), kedawlatan negara federal dibatasi oleh kedaulatan

negara-negara bagian®.

" O F Strong, Modem Poiitical Constituttons, Sidswick & Juckson Limited,
Londen, 1960, h. B0

“ Adnem Buyung Naswtien, dkk, Federnlisme ek Indomesia, E.ompag,

Jakurty, 1999 R 171-132
% rhad
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Salah satu persoalan hukom dalam negara federal | senkat ) adalah
bagaimana “pembagian kekuvazaan” antara pusat ( negara federal 3 dan
daerah ( nepara-nepara baptan } itw dilakukan. Secara konseptual dikenal
dua cara menpena hat ms
Pertama, apa vang memjadi kewenangan negara-negara bagian dimomuskan
dalam konstiluzi. Jadi konstitusi  hanya mengatur kewenanpan-
kewenangan negara bagian, selebihnya tidak diatar dan ditetapkan masuk
kewenanean federal
Kedua kekuasaan federsd secara nnc dituhis dabon konstitos, di Jear sto
masuk kewenangan nepara-negard bagian Pembagian sepertt vang terakhir
i memberikan kekoasam yang lebih besar kepada negara bugim kamena
menubkl “wewendng sisa” yang bisa dikembanpkan lebih Juas zesum
deng:m perkembangan jaman

Berkaitan dengan perbedaan antata negara kesatumn dan nepaaa
sertkat ( federal ), Austin Ranney menyatukan bahweg dakam sustu nepara
kesatuan pemenntah pusal memibikt supremasi. Keadaan i sanpgat

berbeda dengan Nepara Serikal yanp dalam kondia tedenln Negara
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Bagian-nya memiliki kekebalan terhadap campor tangan Pemennlah
Pusa "

Dalam sisiem: negara kesatuan dilemukan adanya dua cars yang
dapa menghubungkan aniara Pemerintah Puset den Daerah. Cara pentama
disebut sentralisasi, dimana segala urusan, lugas, fungsi dan wewenang
penyelenggaraan pemerintshan ada pada Pemenntah Pusal yang
pelaksmaannya dilzskukan secara dekonsenirasi. Cara kedua dikensl
sebapal desentralisasi. yang oleh Rondinellh dan Cheema diartikan sebaga
penyvershan perencanasn, pengambilan  keputusan atm  wewenang
pemerintahan dan Pemenntah Pusat kepada bagian-bagian crganmisasinya,
anit pemerintahan lokal, semi otonorii, pemenntahan lokal atau organizasi
non pemerintah. ! Desentralisast dalam negara kesalnan berwwjud dalam
bentuk satuan-satuan pemernintahan lebih rendah yang berhak mengatur

dan mengurus rymah tangganya sendini,

" Austin Roaney, The Goverming of Men, Holt Rinehart and Winston, New
York, 1562, b 59.

" Roodinelli and Cheema, Decentralization and Development @ Foicy
Implemeniation in Developing Countres, Sage Publication, Beverly Hills, 1983, h.18.
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Amrah Muslimin membedakan tpa jenis desentralisasi  yaitu
desentzalisasi  politk, desentralisasi  fungsional, dan  desentralisasi
kebadayamn * Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari
Pemenintah Pusal yang menimbulican kak menpurns kepentingzn rumsh
tangpa zendin bagi badan-badan politik di dacrah-dacrak: vang dipilih oleh
rakyal dalam daerah-daerah terteniu ® Desentralisasi politik tersebit sering
juga dikenal dengan desentralisesi writorial, karena faktor daersh ataw
wilsyah menjedi salah satn unsumya. Sedangkan desentraiizasi fangsicnal
meneinta dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada twjuan-tujuan
tertentl. Yang agak khas adalah desentralisasi kebudaysan yang diartikan
sebeges . “memberikan hek pads golongan-polongan kecil dalam
masyerak® (minomntss) menyelenpgarakan kebudmyeannys sendin *Y
Dnantara ketiga jenis desentralisasi yang terkeil denpan helisan ini adalah

desentralisas politik atau desentralisasi teritorial

* Auarsh Muslimin, Aspek-Aspet Hukur Otonomt Daerah, Alumni, Bandumg,
1978, h 135,

2 rbid

N ibid,
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Desenlralisast tentenal berbentuk otononu dan tugas pembantaan,
Otonomi mengandung arti kemandinan wntuk mengalur dan mengurus
wruzan { rumeh langganya ) sendiri, sedanpken tugas pembantuan adalah
lugas wniak membantu, apabila diperlukan, melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi  ( undang-undang dan peraturan
pemerintah ). >

Pengertian desentralisasi seperti yang divraken diales berbeda
dengan pengertian desentrabses yang dibenkan oleh Hans Kelsen
Menurut Hans Kelzen, desentralisasi adalah salsh sat: bentuk orpamisasi
negara, karena itu pengertian desentralisasi berkatan dergan pengertian
negara. Megara menurui Hang Kelsen adalah tatman hukum (legal order).
Jadi desentralisas ilu menyanghkut sistem tatanan hukum dalam katanya
dengen wilayah negara Talanan hukum desentralistik menunpukken ada
berbaga kasdah hukum yang beriaku sah pada (bagian-bagian) wilayah
vang berbeda™ Ada kaedah yang berlaku sah untuk seluruh wilayah

negira yang disebu! koedah seniral dan ada kaedsh vang berlaku sah

Z Pagir Menan I, ap.cit., h.21,
% Ihrd, h 24,
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dalsn: bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut kacdah desentral
atany kaedah lokal. Tetanan hukum desentralistik yang diksitkan dengan
wilayah sehagai lingkungan tempat berlalanya kaedah hukum secara seh
disebulnya sebagai konsepsi statis dari desentralisast ™

Berdasarkan kousepsi statis, desenirabisasi tidak mencerminkan
kewenangan dacrah untuk membuat sturan-gran zendiv untuk mengatar
rumah tangganya, sebab kaedah hukum yung ditetapkin beriaku sah untnk
bagian wilayah tertenin iu dapal ditetapkan oleh pemerintah pusat dan
bukan pemerintzh daerah

Dengan  demikian Kelsen mengartikan  dssentralizasi  sehagai
hngkungan tempat (juga lingkungan orang} suat kaedah hukum berlaku
secara sah. Deseniralisasi ade apahila eda ksedah hukum yang hanya
beriaku sah pada seboagian wilayah negera abm kelompok orang tertentu
terlepaz dan mepa yang membustnya Namun demikian Kelsen juga
mentmen Jdesenhralisas deti sudut konsepsi dinamis. Berbeda dengan

konseps: statis yang mengatkan kaedah hukum denpan  wilayah

M Mhid
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(teritorial), konsepsi dinamis berkaitan dengan badan yanp membentuk
kaedah hokum *

Berdusarkan asus  desentralisasi Pemerintah Prisat akan
menyershkan wewenang pemenntahan kepada Pemenntah  Jacruah
Cronom dalam keramgka Neeara Kesalugn Republik Indonesia. Hal mm
hmiuksudkim agar kelincaran pemermtahan dan pembangunan dapat lebih
terjarmn, di samping untuk mempghkodkan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan  pemenntahan dengan memperhatikan potensi  sera
keanekaragaman daerah. Odeh karend #u negara yang relatif besar denpan
intensitas kekomplekan wwsan yang cukup boger biasanva menolak
pernerspin asas sentralisast, Karena asas i di samping bdak meogannn
kekmesran pembangunan juga dinila dapat membuanub senangat lokal

Dalam negara kesatuan dengan wistem desentralizasi, kedudukan
Femenntah 13aerah lekbih rendab dan Pemermiah Pusat {abseree of
subsichary budicst " kareny Pemerintah Dacrah memperoleh penverahan

i

“ Alexiz d2 Tocgueville, Deswcracy (0 Amesce, Aaerican Library, New
Tork, 1960, h.64d.

¥ C F Strong, op.err., h&O
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kewenanpan {fransfer of power).™ dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu,
meskipun,  darrah  diberi  kebebasan  dan kemandivan  unink
menyelenggarakan otonom: daerah, namun kebebasan ita  bukanlah
kemerdekaan, melsnkan kebebasan dan kemandinan dalam ikaian negara
kesatuan yanp lebih besar,

Untuk menpamin agar kebebasan itu tetap dalam katan nepara
kesauan maka diperlukan pengawasan dari pemerintah posat. Menwrg
Obsome M. Reynelds Jr., hubungan penpawasan antara Pemerintah Pusa
dengan Pemerintah Lokal juga dapal dilihat pada sistern pemerintahan
yvang berlaku di Amenka Senkal Pada awalnya dokirin Inherent Home
Rule atau gyaran aluran intern rumah tanggs vang dikembanpkan pertama
kali di Miclugan pada tahun 1871 mendapat penpgaluan oleh pemermtahan
lokal lmnnya seperti Indiana, [owa dan Kentucky. Akan tclapi pada saat
sekarang dokirin yang membatasi peran Pemenntah Pusat untuk
mengawasi Pemerintgh Lokal dalam menjalankan urnsan-urvsan yang

sifatnya asl sudah ditolak oleh Pemerintzh Lokal lsinnya sehingea masih

2 [ans Kelsen, opis h312
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sebatas doktrin semata” Penolakan terhadap doktrin diatas didasarkan
pada pertimbangan bahwa kota atan pemerintahan lokal telap merupakan
bagian dan Pemerinlah Pusat, sehingpa dalam silvasi konflik berlakulah
ketentuan-ketentuan pusat ® Pemtimbangan lannya adelah bahwa
pelaksanaan pengawasan Pemerintah Pusal terhadap Pemerintah Lokal
pada hakekstnya merupakan hukuman atan akibal yang harus ditcnima
oleh Pemerintah Lokal Semua Pemerintah Lokal di Amenka Senkat
merupakan obyek pengewasan dari Pemenntzh Pusal kecuali ketentuan

konstitusi negara menetapkan lan” .

Z. Pendekaian Hukum Positil

Sumber hukum positif yang wama & Indonesia adalah Undang-
Undang Pasar (dalam hal mu UUD 1945). Oleh karena itu pembahasan
hubunpan pusal dam deerab dalam hal 1 perlama-tama akan mengacu

pada JUD 1945 sehagai sumber hukum uwtazma. Akan tetapi, mengingsl

# Obenrne M Reynolds, Jr, Handbook of Local Governmens, Hornbook Series,
3t Paul Mim, Wes Publishing Co, United States of America, 1982, h58.

* ibed, BB,
* Ibid. h75.
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UUD 1945 menyerahksn pengatursn lebih lanjut dalem undang-undang
miaka sumber hukum berikutnya adalsh Undang-undang yang terkait
dengap pemenntehan deerah.

Jika disimak epa yang tersurat dalam Pasel 18 UUD 1945 beserta
Penjelasannya, bokan seiz ddek memuat istilah desentalisasi dan
dekonsentrasi, tetapi juga tidak memberi petunjuk yang jelas tentang
begaimana sebaiknya hubungan antara Pusat dan daersh jta dilaksanakan,
Namun demikian, jika ditelusuri pembiceraan yang tegadi  selams
berlangsungnya sidmmp-sidang BPUPKI menvnjukken bahwa masalah
desentralisam dan dekonsenirasi dalam sistem kefalamegarsom kita telah
dibahas secarz mendslan, Balk Soepome maupun Moh Yamin dalam
prdatonya telesh membicarakar masalah i sebelum UUD 1945 disusan.
Oleh kerena itu meskipun zecara ekgplisit istilah deseniralisasi dan
dekonsentrast tidak terczntum dalam UUD 1945 namun pars pendin
negma i iampaknya menginginkan kedua asas lersebut dipunakan
sebagal jembaan untuk mempertemukan antara kepeniingan Pemeriniah

Pusat dan Daerah.
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Tidak dapat dipungkin lagi bahwa Negara Republik Indonesia
adalah Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Indonesia sebagai
negara kesatuan pertama-lama nampak seraca tersiral dalam Pembukasn
Undanp-Undang Dasar 1945 vang menyaiakan - “Kemadian dar pada itu
untuk membentuk sualu Pemerintah Nepara Indonesia yang melindungi
segenap banpsa Indonesia ... dst.””. Selanjutnya dalam (ndang-Undang
Dasar 1945 Pasal | gyat (1) secara tepas dinyatakan bahwa - “Negara
Indonesiaalah Nepara Kesaman yanp berbentuk Republik”. Sementara it
dalam Pempelasan Undanp Undang [Dazar 1945 diterangkan bahwa :

“Negara™ begitu bupyinya - melindungi sepenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumnpah darah Indonesia dengan berdasar atas persalnan
dengan mewnjndkan keadilan sosial bagl seluruh rakyat Indonesta,
Dalam Pembukaan ini ditenimes alizan pengertian Nepara persatiwn,
Negara yamp melndungl dan meliputi zegenap bangsa seluruhnya.
Jadi negara mengatas segala fgham golongan, mengaias segala
fahuam perseorangan. Nepgara menurut pengertian “pembrkaan’ itu
menghendaki  persatuan melputi  sepenap  bangsa  indonesia
seloruhnya. Inilah suatu dasar Negara vang tidak boleh dilupakan.™
wengenal disnutriya sistem desentralisasi. tersieat dem ketenlyan Pasal 18

Undang-Undang Diasar 1945 yanp selengkapnya berbuny ™

Lihat A.]mea ke-4 Femhul-:a.un Unidang-Undang Dasar 1945,
Uﬂﬁ'ﬂng—{fndmg Dazsar [W4T Setelah Amandemen Kedua Tahun 2300, Sinar
Chrafika, Tadarta, 2000, 522
Mibid, b7,
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1} Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-dacrsh
provinsi dan daerah provins itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota iu mempunya pemeriniahsn
dzerah yang diamr dengan undang-undang,

2) Pemerintahan daerzk provmsidacrah kabupalendan kota menpatur
dan mengurus sendin vrusan pemerintahan menurut asas otonom: dan
tugas pembantuan.

3} Pemenndahan daergh provinst, dserah kebupaten, dan kotz mervitka
Dewan Perwakian Rakyat Duerah yang enpgota-anggofanya dipibih
melalui permaliham urmum,

4) Gubermar, Bupahi dan Walikola masing-masing sebagal  kepala
pemerintahan deerah provingi, kabupaten, da kota dipiih secara
demokrats.

5) Pemerintahan daerah memalankan otonorm seluas-inasnya, Keenal:
vnisan pemenntahan yang oleh undang-undang dientukan scbagm

vrusgn pemertntah pusat.
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6) Pemermntzhan daerah berhak menetapksn peraluran dsersh dan
perateran-pergieran lan wntuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan,

?) Susunan den tsta cars penyelenggarasn pemerintahan deerah dishu
dalam undang-undang.

Dengin demikian Pasal 18 UUD 1945 tersebnt mervpakan landasan
yeng kuat ushik menyelenggaraken olonomi deerah dengan membenkan
kewensngan yang luas, nysta dan bertanggung jeweb kepada daerah
sebagmmana tertusng dalam Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998. Atas
dasar ketentuzm ini maka kemudizm diondsngkenish UU No. 22 Tahun
1999 temiang Pemerintshgn Daersh yang pads prinsipnys mengsiur
penyelengparaam pemereiakan daersh yang lebih mengulemskan asas
desentralisasi.

Di samping memberkan kewenagan yang lwas, nyaia dan
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang dwnyudkan
dengan pengaiuran, pembagian, dan pemanfasian sumber daya nasional
yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusak dan Deerah,
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penvelengparaan otonom daerah juga dilaksenakan dengan prinsip-pnnsip
demokrasi, peran seria masyarakat, pemerstaan dan keadian sena
memperhatikan potensi dan keanekaragaman deerah,

Hg) yang mendssar dalam UU No. 22 tahun 1999 ini sdalah
mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa
dan krestifias, meningkatican peran serta masyaraka, mengembangkan
peran dan fungs Dewsn Perwskilan Rakyat Daersh Cleh karens itu
undang-undsnpg ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada
Daerah Kabupaten dan daerah Kotz, yang diben kewenangan danm
kelelvasaan uvniuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurd
prakarse dan aspizasi maesyarakef. Sementara it Daerah Propinsi di
samping dibent kedudukan sebagm daerah olonom: juga sekslipus wilayah
administrasi yanp melaksanakan kewenanpan Pemenniah Pusat vang
didelegasikan kepada Gubernur, Meskipun demdkian, Dacrah Propinsi
bukan merupakan Femenntah alasan dan Daerah Kebupsten dan Daerah

Koia karena tdak mempurya hubungan hirarkhi.
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Pemberian kedudukan Propinsi sebagai daersh olonom  dan
sekeligns sebapai wilayah administrasi ditakuksn dengan pertimbangan -

1) wtuk memelhara hubungan yang serasi aniara Pusat dap Dacrah
dalam kerangks Negara Kesatuan Republik indonesia,

2) untuk menyelenggarakan ctonoru deerah vang bermfat lintas Daerah
Kabupaten dan daerah Kota serta melaksanakan kKewenangan otonom
daergh yang belun dapat dilakssnaken oleh Deerah Kebupaten dan
Daerah Kota; dan

3) untuk  melaksanskan tupas-tugas  pemenntahan  tertentc  yang
dilimpakkan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi

Dengen adanya kewenangan yang luas bagy daerah otonom untuk
menyelengparakan pemennizhan tidak berarli peranen Pemenntah Pusal
dapat dikessmpingkan atsn dibnggalkan begitu saja Sebagai nepara
kesgtuan, peranan Pemerintah Pusat akan tetap dan terns ada melalwi
kebijakan-kebijakan nasional dalam semua aspek kehidupan demi

terwujudnya kesejahterasn selurub masyarakst.

* Lihat Penjzlasan Usim Undang-iindang Nomor 22 Tabun 1999,
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Denpan demukian, walaupun darrah diben  kebebasan dan
keleluasaan dalam mengaur dan mengurus rumah tmgganya hamun tetap
dalam ikatan MNegars Kesatuan Republik Indonesia Dalam suatu negara
kesatumn terdapat geas bahwa sepengp urusan-wrusan negara tidak dapat
dibapi antara Pemerintah Pusal (central povernmenf) dengan Pemenntah
Dacrah (Tocal governmen!) sedemikian rupa, sehingga urusan-unisan
negara dalam negara kesaluan itw tetap merupakan svatu kebuiatan
{eenheid) den bahwa pemegang keluassan tertinggi di negara it adalah
Pemerintah Pusat™ Masalahnya adalah siapakah yang dimaksud denpan
Pemerintah Pusat ?

Menurut Winono Prodjodikore, dalam TUD 1945 istilah pemerintah
mempunys arti sempil yaitu Presiden ™ Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
menyatakan bahwa . “Presden memegang kekuassan pemennlahan
menurut  Undang-Undang Dasar”. Terhadap ketentuan i lmbul

pertanyaan, apa vang dimaksud dengan kekuaszan pemeninizhan ity 7

¥ M Solly Lubis, Perpeceran Gariz Politik dan Perundang-undangen
Mengenai Pemerintahar Daerch, Alvmni, Bandung, 1975, h. 16-17.

7 wWirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukwm Tata Negamz £ [ndomesia,
Pererbit Dian Raborat, Takaria, 1977, h 58-39.
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Apakah pemenntahan u samu denpun cksekunf 70 Dalam kepustakaan
kita menenmkan sedikitnya dun  golongan pendapat dan parn ahh
mengena hal ind.

Fendapal pertuma vang menyatakan bahwa pengertian pemeniniahan
adalah sama dengan cksekunf. Pertimbangannya adalah bahwa LU 1945
mengenal adanya pemisahan kekuasaan walaupun dalam arti formal antara
kekuasaan lepislatif cksckutif, din yudikaif®  Denpan  demikian
pemerintahan disia dianikan secara sempat vau fungst badan pelaksuna
{cksekutf) tdak termwsuk badun perundang-undangan, badan peradilun
dan badan kepolisian. ™

Selmmjutnya aduluh pendapit kedun yang menvatakan  bahwa
penterintahan v lebah luss dan pada cksekutif Fungsy pemerintah
bukanlah menvelenggarakan Fungst eksekutif semuda-muta melankan juga
fungzr lannya yane tdak terjangkan oleh fungst fegsbnl dun fungsi

vudikatif  Dengan kata lain,  pemerintah selan  melaksanakan  abw

# Tymail Samy, Merpeseran Krioesgan Froselutif, aboparn Bara, Jukmta 1981,
hlé

* F%.'.Lm[j&rﬂ I‘m-hﬂprmmn. .":Ifebf*-"ﬂpﬂ Catatan Fatune Tata Seny orfofes don
Peradiige Admintstresi Negara, Ahmoni, Beddmg, 1975 54041
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menjalankan perstoran hukum yang ditetapken oleh legislatl juga
menjalankan hal-hal lain yang memang menjadi tugasnya. Oleh karena ifu
fungsi pemerintah lebih huas dari pada eksekutif,

Senada dengan pendapat diatss, Philipus M. Hadjon menegaskan
bahwa kekuasaan pemerintahan yang di Indonesia sangat populer discbut
kekuasaan eksekulif dalam prakteknya tidakiah murmni sebuah kekuasaan
eksekutif Di negara manspun tdak pernah legadi bshwa keluassan
pemenintahan hanyalsh murni melsksanskan undang-undang.'’ Dengan
menggunakan pendekalan perbandinpgsn di Meger Belanda beliau
menyatakan bahwa dalam kepustakaan hukum tata negara dan hukum
admimistrasi Belands jarang sezali menggunakan istilah yang berbau
eksekutif seperti “uitvoerende maecht”. lstilah yang popuier dipunaksn

adalah “bestuur” yang dikmtksn dengan “sturen™ dan “sturing”

® Moh Kumerdi & Haneailly Thrahim, Peoganter Hulm Tata Megara
Indonesia, Pusal Studi Hukum Tata Negma Fak Hulom Univ. Indomegia dan Sinar
Baldi, Cetshon Keempal Jakarta, 1981, h171.

4 Philipus M Hadjen, Pererintahan Memurut Hukurm (Wel-en Rechinmulg
Bestuur), Sebwak Stud: [nterpretasi Terhadap Xetentuan Pasaf 33 ayar (2) UL No. 5
Tahun 1986 Tentane Peradilan Tata Usaka Negara, Disampeikan peda Dies Natalies
& Wisuds Sa#a Strata [ dan Program Diploma I Universitas Katolik "Widya Karya,
Malzng, 27 Jum 1992 b2
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Bestuur dimmuskan sebagai lingkungan kekuvasaan negara diluar
lingkungan kekuasaan legislatif dan kelwassan yudikatif — Dengan
demikian kekuasazn pemerintahan tidaklah sekedar melaksanakan
undang-undang, tetapi merupskan kekuasaan yang aktif. Sifat aknf m
dalam hukum administras) secara intringk merupakan unsur-unswr viama
dari “sturen” (besiuren). Unsur-unsur tersebul adalah **

« “Sturen merupakan suatu kegiatan yang kontinyu. Kekuassan
pemerntahan dalam hal menerbitkan izin mendinkan bangunan
{IMB) misalnye bdak berhenti dengan diterbikannys izin
tersebut. Kekuasamn pemermtahan sensniisss mengawasl ager
izin tersebut dipunakan dan ditsati. Jika dalam pelaksanaannya
ternyala lidak sesual dengan izin yanp diterbitkan pemerinlah
akan menppunakan kekuasasn penegakan hukum  berupa
peneriban yang mungkin berupa bdndakan  pembongkaran
bangunan yang tidak sesuz. Demikian halnya penerbilan sural
zin mengsmudi (SIM) oleh polisi. Aktivitas pebis tidak berthent
dengan terbitnya SIM tetapi mengawas penggunamt SIM iln
oleh pemegangnya.

¢ “Sturen” berkaitan dengan penggunaan kekussaam. Konsep
kekuasaan adalzh konsep hukum publk Sebapz sualu konsep
hokum poblik, penppunsan kekuassan harus dilanduskim pada
asas-gsas negara hukum, asas demokras dan asas instromental.

+ “Sturen” menumukkan lapangan duvar legislaif dan yudisial
Lapangan ini lebih luas dari sekedar lapangan eksekutif semala.

» “Shurer’” s¢nantiasa diarahkan kepada suatu tujuan.

% ihid hi-4
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3. Pendekatan Historis

Pendckatam historis disini dunakswdkan untuk mengungkap dan
mendiskripsikan perkembimpan hubungan pusat dan dasrah berdasarkm
Undung-undeng Femerintahan Daerah yang peraah beriaku di Indonesia,
Pemnbahasan ini dimulai dan Undeng-Undanp, Pemenntshan Daerak vang
pertama kal berlaky sejak kemerdekaan yaitu UU o, 1 tahun 1945 sampad
dengan berlakunya U7 Mo, 22 Tahun 1999 1entang Pemerintahan Dacrak.
Meskipun derukian, sebaga gambaran akan diurakan pula secara nngkas
perundang-undimgan  pemerntaham daerah  yang  berlakn  sebelum
kemerdekaan seperh  desemfrafisadewes 1903 dan Her op  de
Bestuurshervorming 1912 Dan desknps im wkan dapat diketiahud apekah
setiap  penggantian  Lndang-Undang  Pemenntihan  Duerah tenasd
perubahan pola hebungan pusat dan daerah

{ragsan unluk memperluas otonla: pemenntat daeralt di Indonesia
sehenamya sudah ada sgak mman kelonml Belanda, hed mana dupal
dihhat dan berbaga peraturan-perundang-undangan vang mengaturmyi,

Pada awalnys 4 mula dengan diondangkanoya Wel 23 Judl (903
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{[nd 5tb 329/1903, Desentralisatiewsf) yang membuka kemungkinan
wnluk membentuk daerah-daerah otonom dan DFRD (“Locals Raad™)
dengan olonomi yang masih sangat terbatas Meskipun olonominya
ferbatas, namun menuryt  JDLegge  dengan  disshkannya
Desentralisatiewet 1903 mermpakan ekspenimen desentralizas politik dam
administrasi serta merupakan pembaruan pemeninlzh tahap awal yang
mentililn dua tjuan, vaitu | modifikast sistem pemenniah senlralisas yang
kental yang membebankan sepenuhnya togas-tugas pemenntah pada koops
administrasi pusat, sehingga atas dasar deseniralisssi in1 sebagian lugas
penerintah diserahkan kepada pemernintah dasrah. D samping o uniuk
memperoleh partisipasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrsh (“Locale Raad"). ™

Meskipun demikian, kemungkinan uniuk desentrahisas yang lebih
lzas baru dibuka setelah  ditetapkannya Wet 6 Pebruan 1322

(ind.5th.216/1942, Wer op de Bestuurshervorming). Inl menggambarkan

® | Dewa Gde Atmadja, 4spek Hubum Dan Birgkresi Dalam Penyelengparaan
fermer ntafan, Digeriasl, Program Fascasarjana {nair, 1994 hi24.
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Femenintah Daesrah secara umum ditenma scbagai Kenyataan  dalam
kehidupan politik., tidak hanya alas dasar seniralisasi semata-mata, ™

swamnun demikian, salah satu cin otama Pemerintah Daerah adalah
berlakunya pansip mstermt subordinasi arunya bahwa di dalam nepgara
kesatwem Pemerintah Daetah seeara langsung berada dibawsh peningld
Pemenmtah Pusal. Dalam konleks mi mwuncuilah hubungan  antara
Pemenintah Pusat dan Pemenntah Dacrah yang benang moerahnya tanpuk
dalam persturan perundang-undangan dant awsd kemerdekaoan sampa
berlakanva L L No. 22 Tahun 1999

Kepustakaan menunjukkan hubungan antara Pusat dan Dacrah di
sale pihak dititik beratkan pada imbangan anlara asas desentralisasi dan
asas  dekonsenlrasi  schapa  penpejewsmilahun seniralsas, kareng
menyangkul pertimbmangan apakah sty urusan lebih bak dibmpahkan
menjalt urusan rumah langga daerah atau drserahkan kepada ala

perlengkapan Pemenntah Pusat db daerah aton letap merepukan urusan

¥ g h 128,
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Pemerintah Pusat® Di lain pihak, lebih mengedepan kujiom aspek
wewenang hubungan Pemerinieh Pusat dan Pemernintah Dasrah, sepert
hubngan kewenangan yang bermtikan sistem rumah langga dacmah, aspek

pengawasan, organisasi dan aspek hubungan keuangan Pusel dan Daerah,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1945
Secera formal UL No.1 Tahun 1945 adalah vndang-undang tentang

Kedudukan Komite Nasional Daerah (KND), namun undang-undang inj
senng dipandang sebagan undang-undang pemerintahan daerah yang
peitama kah berlakv di indonesia setelah kemerdekaan Berdasarkan
un -undang ini maka KND dirabsh merjadi Badan Perwakilan Rakyat
Daersh, yang bersama-sama dengan dan dipmmpin oleh Kepala Daerah
menjalznkan tigas mengatur rumah tangga daerahnya. Dengan bervbahnys
kedudukan KND memadi badan legisiatif maka untuk selanjutnya badan

tersebut hanya berlugss membuat peraturan-persturan daersh dan tidak

* Irawan Soejito, Hubungar Pemerintah Puse! daz Pemerirtah Daeraf, Bina
Almara, Jakarta 1981, k184
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lagi mengurus pemermtzhan  sehar-ha®  Untuk  menjalankan
pemerintahan  schari-hari, KND memilih disntara para  anggotanya
sebanyak-banyaknya 3 orang untuk menjadi badan eksekutif yang
dipimpin oleh Kepala Daerah Dengsn demikisn keduduksn Kepala
Daerah menurat U1F No.1 Tahun 1945 adalah sebagai ketua badan legislat:f
dan juga ketua badan eksekutif.

Undang-umdang ez menetgpkan adanya 3 (liga) jenis daerah
(kerssdenan, kola den kabupalen) yang berhak mengstur dan mengurus
rmumah tangpanya daerahmya {daerah otonom) Dengan demikian
pemenntghan Propinsi, Kawedsnaan dan Kecamatan adalah  dacrah
adtninistratif belaka. ™ Ini berarti UU No.1 tahun 1945 menganut dua jenis
pemenntahan di daerah yaite dacrak otonem dan daerah admarostratif,

Sifat dualistik seperti itd juga dapal dilihat dzm peralaran
perundang-undangan tenlang pemerintahan dacsrah. UU No.l Tahun 1945

letap mengakui dan membeclakukan peraturan  perunding-undangan

* The Liang Gie, Xumpulan Pemtbahasen Terhadap Undang-Undang Tentang
Fokok-pokok Pemerintahan Dasrah Indonesia, Karya Kencana, Yogpyakaria, 1977,
ho2d.

™ Bagir Manan II, op.cir., h 129,
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pemerintahan dasrah (desentralisesi) Hindia Belanda Pada hal peraturan
perundang-undangan pemerintashan  daerah Hindia Belanda selaln
membedaksn antera peratluran perundang-undangan untuk Jawa-Madura
dan untuk Iuar Tawa-Madura

Adanye pemerintahan dasrah  ctonom dan  pemernintshan
administratif pada wilayah yang berbeda akan berpengaruh werhadap sifat,
corak dan beatuk-bentuk hubungan Pusat dan Daerah.® Dalam salven
pemerintahen yang ditetapkan sebapai daerah otonom, hubungan Pusat
dan Daerah aksn bertolak dan hubungan hugss, wewenang dam tanggung
1awab menyelenggarakan wrusan pemerintahan d@ntara duoa  satuan
pemermighan yang masing-masing berdii sendin. Pada satuan
pemerintshan sdminisiraiif, lidak dikenal hubunpan anlara Pusat dan
Datrah. Kegemuanys adalah satu satuan pemermtahan ymty  satuan
pemerinlahan pusal, Hubungan Pusat dan Daerah disini semata-mata

dalam sifat, corak dan bentuk hubungan antara atasan dan bawahan, ™

Hrbid h130.
P ihid, b 131,
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Selain permasalahan yang telah disebulkan distas, persoalan lamnnya
yang dihadapi oleh UU No.) Tahun 1945 adalah ketidakijelasan hugas,
wewenang dan nggung jawab daeral otonom. D samping itu kedudukan
Kepala Daerah yang selsn menjadankan wrusan pemerintahan pusst juga
memimpin badan legislatif daerah (KND) dan badan eksekutif daecah,
membuat kedudukan Pusat menjadi dominan dalam mengendalikan

pemenntahan daerah otonom.

Undang-Undang No. 22 Tabun 1948

ULl No. 22 Tahun 1548 yang menggantikan Undang-Undang MNo. |
Tahun 1945 menganggap asas desentrafisas: sebagm asas utama sedangkan
asas dekonsentrasi tidak digmt. Imi menyebabkan pembagian wilayah
yang dientukan dalam Pasal 18 UUD 1945 hanya terwujnd dalam bentuk
dacrah-daerah otonom semata-mata [h luar daerah otonom tidak dikenal
adanya teniloir yang berstalus lain serta menghendaki hapusnya “pamong

praja” *" Dacrah-daerah otonom itu lerdirt dari Propinsi, Kebupaten (Kota

* Djasenal Hosen Eoesoemzhatmadja, Fungs dar Sreitur Pamorg Prama,
Alurmi, Bandung, 1978, 1 26.
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Besar} dan Desa Selan iin dikenal jupa bentuk daersh otonom lain yato
“Daerah [stimewa". Nasun demikian pemeriniahan Kecamatan sebagai
saman pemerintaban admimstratif tetap dipertahankan.

Menurut UU Ne.22 Tahon {948 Pemernntah Daerah terdin dam
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemenintzh Daerah
(DPD). 3elain itu ada jabatan Kepala Daerah sebagai wakili Pemenntah
Pusat di daersh yang menjabat Ketua/Anggots DPD. DPD sebagm suatu
kesatuan atan masing-masing anppotanys sendiri bertanppung  jawab
kepada DPRD. [su merupakan perwupudan dard sistemn patlementer dimana
seorang Menten harus mempertanggungiawabkan segala tindakannya
kepada parlemen.

Dalam kaitannya dengan sistem tamsh tanggs daerah, maka
berdasarkan Pasal 23 ayal (2) sehap duch otonom  s¢jak  saat
pembentukannya mengetahw dengan pasii urisan-urusan rumah (angga
daerah, sedangkan segala yang tidak disebutkan dalam perincian Hu tetap
masuk kekuasaan pemeriniah pusal. Namun demikian, melaluw Pasal 28

Undenpg-Undang ini jupa member peloang kKepada dacrah untuk atas
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inisialif sendin mengatur dan mepgurus urusan pemenntahan sebagm

uresan mmah tangea daerah sepanyang :

8) Tidak mengatur sesusn yang telah distor dalam: Undang-Undang atam
Peratoran Pemeriniah aieu Peraturan Daerah yang lebih tinggi
bingkatannye

b) Tidak mengatur hal-hal yang mamk urusan rumah tangga dacrah yang,
lebih rendah tinpkatannya;

c} Tidak bertentangan denpan Undeng-Undang. Peraturan Pemetinlah den
Feraturan Dacrah yang lebih inggi tingkatannya,

d) Hak mengatur 1ersebut menjadi tdak berlaku apabita dikemudian hari
hal-hal tersebut distur dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Meskipun demikian, dalam praktek cara yang lerakhir ini Sdak digunakan.

Dengsn kata lmn hanya cara pertama (berdasarkan Pasal 23 ayal 2} vang

dijalankan. Hal ini dapat dilha peda kenyataen bahws urusan rumah

tengga daersh cenderung diseragamkan baik jumleh maupun macennya. ™

“ Bagir Mwnan I op.cit, 5138,
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Selanjuinya UU No.22 Tahun 1948 ini memuat dua dusur
kebrjadisanaaan baro yaitu tentang hastat Pusat untvk membenkan otonomi
yamg Juas kepada dagrah dan titik berat otonon yang ditelakkan pada desa
dan doerah-daergh lmin sennpkat desa sebagai satuan daerah crtonom
terbawah.

In bidang keuangan, UU No. 22 Tahun 1948 ielah mengalur
mengena sember-sumber kenangan daerah, Telapl lemyata hasl dan
sumber kenanpan itu idak mencukup: anggaran keuanpan daerah. Bagian
terbesar anggaran daerah diutupi melalui bantuan Pusat. Oleh karena itu
kecenderungan desentrahisast yang kuat sebapaimana dikehendaki oleh
undang-undang im lhdak lerlaksana scvhapmimana mestinya. Bahkan
sebabiknys. mengingat daerah sepenuhnya tergantung pada Pusat dapat
dikalakan bahwa dalam kenvataan bokan kecenderungan desentrabizasi
vang benjalan melainkan kecenderungan sentralisast.

Dalam bidang pengawasan, UU No.22 Tahun 1945 menganut
pengawasan prevent! dan pengawasan represif. Kewenanpan melakukan

pengawasan preventf i sampmg dilakukan oleh Presmiden dan Dewan

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

7

Femermntah Daerah setingkat lebih atas (Pazal 30 ayat 1), juga dilakukan
oleh Kepala Daerah (Pasal 28 ayat ¢ dan Pasal 36 aval 1) Sedangkan
pengawasun represit yang burupa penundasn atau pembatalan terkadap
putuszn DPRD atay DPD dilakukan cleh Presiden fhagt Propins), dan

oleh DPD setingkat lebih atas {bagi lain-lain daetah}.

Undanpg-Undang No. 1 Tahun 1957

Berbeda hainya dengan ULD Noo 22 Tahun 1948 yang mengams
sistem bahwa dalam  sethap  daerah olonom dalam andang-undang
pembentukannya akan dipennor wewenang-wewenang yang diserahkan
kepada daerah, maka ststemn yang dianat dalam UL No 1 Tahon 1957
adatah sebaliknya vaitu dalam pemnbentuk:m dacrah-dacrah ofonom bidak
diadakan penncian telap seoara luss penpuresan rumah lanpgega sendiri
diserahkan kepada darrab du dan pemenntah pusat hanya mempinvia
wewenany didam hal-hd vang oleh undang-undang duetupkian masih

miasuk kekuasaan pemerinth pusa

" M Solly Lubes, Perperengn Gars Polind dar  Perundanp-undangan
Mengena: Pemeriniakan Daerah, Alovon, Badimg, 1981 h.53-54.
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Mamun demikian, dalam Pasal 31 ayad {2) uwndang-undang im
terdapal  ketenluan yang — menyatakan bahwa dalam  peraiuran
pembeninkan ditetzpkan wrousan-urusan lettenio yang dialur dan diarus
oleh Dewmn perwakilim rakyst Dacrah sejak gast pembentukannya itu, Ini
berarti bahwa TAJ No.l Tahun 1957 jupa menetapkan adanya urusan
lertenty sebaga kekussaan pangkal dan pada Pemeriniah Daersh.

Undang-tndang No. 1 Tehun 1957 i memungkinkan
pembentukan daerah olonom sampal btpa tingkatan waisupun dalam
praktek pembentukan tersebut hanya sampm pads daerah lngkat kedua
Kepada daerah ctonom ini diberi otonomi yang seluas-luasnya (Pasal 131
UUDS 1950). Asas dekonsentrasi tidak distur, sehinpga di daerah-daerzh
terjadi dualisme pemerintahan, di salu pihak ada perangkat pemerintah
daerah ofonom (berdasarkan LAf No, /1957 41 kon phak terdapat
perangkat pemenntah (pusal) yang tidak jelas pengalorannya, dan

merupakan salah sat kelemahan Undang-undang ini **

“ Svpami Pamedji, Pefakzaraan Asas Deszentrafizasn dan (Yomomi Deerah,
Pidaio Pengnkuhan Tabalan Chre Bazar TP Deparlemen Dalam Negeri, Jakartz, 1984,
hl2,
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Pemerintah Daerah menurut 1T No | Tahun [957 terdiri dari DPRD
dan [Dewan Pemenntah Daerah {DFPD), DPDY mitah schagm badm yung
schan-han mengatur dan  mengurus rumah tangga dacrah  yang
bertanggung jawab kepmla DPRD sebagal badan Pemenniah Dacrah
tertimppr. Undang-undang 1m juga menempatkan aparalur dan fungs
kepamongpranan sebagal sesuain yang sepenuhnya berdin sendin di luar
Pemenniabh Daersh, sehingga di daersh  terdapal  dua  organsam
pemenntahan yatu Pemenntieh Doersh png melaksanskan olonoma dan
tugas pembanivan serta pemenntahan pusat yang menjalankan tugas,
wewenang dun tanppung jawab kepamoengprajaan. Dengan demikian 117
Nel Tahun 1957 justme memperluas  aparatar  macpun  fungs
kepamongprajaan yang scbenarnya sudsh dibatas oleh LB No 22 Tahan
1148,

Sebagas  perwagudan prinsip pembenan otonomi yang  acluns-
luasnyy, di samping vrusan-nmusan pemerintahun yang disershkan kepada
durrah pada masa-masa sebelumnya, terdupat desakan yang kuat sgar

trusan pemernniahan umem diserahkan kepada dacrah olonom Jesakan
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mi dipenuhi denpan dielapkannya UJ No, 6 Tahun 959 (enlang
penyerahan urusan pemenntahan wmum  kepada pemenntah  daerah
dengan peraniran pelaksanaannya yaitn PP No. 5 Tahun 1963,
Dnkecualikan dari penyeraban tersebut adalah vrusan keterliban dan
keamanan umum, kordinam dinas-dines vertikal, dan pengawasan atas
jalannya pemeriniahan di dacrah, semua urusan ini tetap berada di tangan
pemerintah pusat yang pelaksanamnya dilakukan oleh Gubemnur sebagai
Kepala Wilayah yang merupakan alat pemerintah pusat

Dalam hal sistem rumah tangpa daersh, UU No. 1 Tahun 1957
mempergunakan sistem rumah tangpa nyata (Penjelasan Umum). Sisiem
mi dipandang dapat memben peluang bagi terwwudrya pemberian
otoncru  seluss-luasnys  kepada daerah.  Mamun  denukian  daelam
Kenystaannys sistem rumah tanpga nyata tidak dapat lerlaksana sebagal
mana mesiinya sehingga pemberian otonomd luas juga tidak tervujud.

Daiem hal keuangan daerah, unluk pertama kalinya anggaran

kcuanpan daerah ditetapkan dengan undang-undang {bagi Daerah Tingkat

M Joeniarto, Pemerintahan Lotal, Yoayagen Badan Penarbi Gadjah Mada,
Yogyakarta, 1967, h 105,
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I dan 11}, dan dengan Peratvran Pemernntah (bagy Dacrah Tingkat I

Dengan memakai anggaran keusmgan daerah pertama sebaga pangkal

permuiasn untuk sefanjutnyz anggaran keuangan daerah ditelapkan olth

DPRD. Anggaran keuangan daerah perlama memust antara lain rencana

biaya dan

a) keperlvan-keperloan berhubung dengan pembentukan daerah;

b) wusan-uresan rumah tangga sendin menurut keadaan pada wktu
pentbentukan daerah yang bersangkutan;

¢} urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan dan dimogaskan kepada
dacrah sexnal denpan yang dirmuat dalam anggaran negara.

Berkaitan dengam  pengawasan  lerhadap  penvelenggaraan
pemernntahan daerah, U No.l Tahun 1957 mengatr dua jems
pengawasan vyaitu pengawasan prevenuf dan  penpawasan  represil
FPengawasan preventif dimaksudkan untok mepcepah  berlakonya
Kepuiusan Daesrah yang dipandang penling oleh pembual undang-undang,
Dengan dermlian suetn Keputusan Daerah tertenlu haros mendapatkan

pengesahan terlebih dahulu sebelum  diberlakukan. Sementara itu
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pengawasan  represt  dalam  unduang-undang i diwgudkan dengan
pembatalan kepulusan-keputusan yang bertunfangan denpan peraturan
perundangan yang Ichih tinggi atan denpan kepentingan nmun. Berbeda
dengan penpawasan preventif yang hanya ditmekan pada keputnsan-
keputusan tertentu, pengawasan represif ditnjukan untuk semua kepulusan
daerah dalam jangka waktu yang tudak tcrbatas

Setelah berlakunya kembali UL 1945 melalu Deknt Presiden 5
Juh 1959 maka perlo disdakan perubaohan-perobuhan dulum pelaksanaan
pemenniabun duerah dengan menpeant DU Noo | Tahuaon 1957 terutama
menghilangkan kelemahan-kelemahannya dan menyesuaikannya dengan
Hwa dan semangat [T 1945 Pemerintah menelapkan bahwa hubungan
puzal dan daerah didasarksn asa: desentralizas dan dekonsentrasi sera
dughsme  pemenntahem dv doerah seeera dibapuskan, Mengingat
penvesualan . sanga mendesak. maka pada masa de dikeluarkan
Penpres No & Tahun 1959 (Dnsempurnakan) dim Peapres Noo 5 Tahuan

1960 (Dnzempuarnakant Kedua Penpres i dinvatakan tidak berlaku lagn
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seielah dikeluarkannya U Mo, 18 Tahun 1965 temlang Pokok-Pokok

Femenntahan Daerah.

Undapg-Undang No. 18 Tahun 1965
Undangundang ini lebih menitik beratkan kekuasaan pemenntah

pusdl atau sentralisasi. Hal mi tampak dan adanya kelentuan bahwa Kepala
Paerah di samping sebaga ala pemerntah daersh juga merupakan alat
Pusal wniuk menjamin suatu kekuatan sentral dan mil, yang dapat
memnjann pemernntah yang berwibawa dan efektif,

Namun demikian, dalam kenyatzannys belum pernah terwnjud
pemenintah dacrah yang berwibawa dan efeknf Bahkan sussana politik
pada wakiv 1lu sangat konfromalif dimana terjadi kenflik ideolog,
menyebabkan pengaruh  pana samgal  besar  dalam  pelaksanasn
pemerintahan di dacrah, Hal im menyebabkan pemerintab dacrah bdak
dapal mengambil kepulusan yanp tepss, program pemerintah tidak dapst

dialsnkan, dan sulit untuk memperoleh dukunpgan yang luas,
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Seperti halnya dengan undang-undang sebelumnya, UL No 18 tahon
1265 juga menggunakan kewenangan pangkal sebaga  urusan
pemerintzhan bag daerah yang barn dibentuk. Selanjuinya dengsn
Peraturan Pemeriniah urvsan-urnisan tersebut setiap wakin dapal ditambah
atas usul dan DFRD yang bersangkutan (Pasal 3 ayal 1 dan Pasal 3%}

Dibandingkan dengan UU No.! Tahun 1957 terdapat sedikit
perubahan dalam susunan pemerintshan dasrah. Menurul undang-undang
inj, Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakys Datrah, Kepala Dasrah melaksanskan pelitik pemerintah dan
bertanggung jawab kepada Presiden melahu Menteri Dalam Negen
menurut hirarkhi yang ada. Funga Kepala Daerah dalam hal i sanga
penting, bukan saja menjadi pnsat daya upaya kegialan pemerintah daerah
yang bergerak di bidang urussm rumah langga dacrah, tetap juga menjad:
mata rants yvang kuat delam organisasi pemerintah pusat. Oleh karena itu
di samping scbagai pimpinan pemerintzsh daerah, Kepala Daersh jupa

merupakan atat pemenntah pusat dan sebagai orang kepercayaan Presiden.
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Dan sepi keuangan dacrah, pendapalan ash daerah (PAD)Y pada saat
itu terns merosol schingga kelergantiungan daerah pada Pemerinigh Pusal
semakin mencolok. Di samping itn faktor ketidakmampran dacrah unluk
melaksanakan cionmorn yang seluas-luasnya anlara lain karena otonomi
merupakan sesuatu yang baru bagi rakyat Indonesia sehingga pemahaman
terhadap seluk beluknya sangat terbatas, ditambah pula masih kurangnya
tenapa penyelenggara olonomi daerah **

Dalam bidang pengawasan, UU No.1% Tahen 1965 mengstur Liga
JEMS pengAWasan yaitl pengawasEl umum, penpawasan preventif dan
pengawasan represif. Pengawasan umum diselenggarakan oleh Menter
Dalam Negen, penguasa yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, dan
Kepala Daerah dalam kedndukannyn sebagai alat pemerintah pusat.
Sedangkan pengawasan preventit dan repreaf pada desamya sama dengan
yang dianwi dalam undang-undang sebelumnya,

Sebagaimana halnya U No 1 Tahun 1957, UL} No. 18 Tahun 1963

juga menghendaki otorom: daerah diaksanakan menurut sistemt remah

o Bagir Maman, op.cir., b 152
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tangpa nyats. [h semping it juga hanya mengenal satu  susunan
pemerintahan i deerah yaitw dasrah otonom. Bahkan dengan tepas
dikstakan bzhwa sebutan Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kotapraja
kotamadya bukan merupakan perwujudan suah wilayah edministoatif,
Kemnginan untuk mencnjolkan asas desentialisas muncul kembal
pada lahun 1966 dengan ditetapkannys Tap MPRS No. JOIO/MPRY/ 1966
lentang Pembenan Otonomi Seluas-luasnya Kepada Daerah.  Asas
dekonsentrasi diharpal dalam kedudukan sebapa “komplemen yang vilal
terhadap desenbrahsasm”, dipandang dapat mengganggw keharmonisan
hubvngan pusat dan daerah (Tap MPRS ini Jinyalakan tidak berlaku lagi

oleh Tap MPR No. V/MPRAY73).

Undang-Undang Na. 5 Tahun 1974

Selanjutnya ULJ No. 3 Tahun 1974 yang menggantikan Ut No. 18
Tahun 1965 mengedepankan tiga avas hubungan antara pusal dan daerah
vaite asas  desenmiralisas  dileksanakan bersama-sama dengan asas

dekonsentraz, dengan memberikan kemunpkinan pula bapi asas tugas
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pembantuan (mededewind). Di samping itu juga ditepaskan tujuan yanp
ingin dicapal dengan kebijaksansan desentralisasi, yatw memmngkatkan
daya puna dan hasil guna peryelenggaraan pemenniahsn di daerah
terulama  dalzm  pelaksanean pembangunan dan  pelayansn  kepada
magyarakat, serfa untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan
kesatuan bangsa {Penjelasan Umum UL No. 5/1974).

Seperti halnya dengan undang-undang Pemernintzhan Daerah
sebelumnya, UU No. 5 Tahun 1974 masth menggunakan wewenang
pangkal sebags pola pembagian wewenang mntara Pusat dan Daerah. Hal
ini dapat diiihat dari ketenduan Pasal 4 aval {2) yang menyaakan
“pembentuksn, nama, batas, ibukota, hak Jdan wewenang urusan sena
ntodal pangkal daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasa imi ditelapkan
denpan undang-undang”

Selama berlakunya UU Mo, 5 Tahun 1974 moncul kesan yang kuat

yang menumjukkan bahwa pejala sentralisasi semakin menguat, dan
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serenlink dengun #u desentralizast dafam pemenntahan semakin mefemah
Mclemahnya deseniralizasn dan menguatnya gejala sentradisas dapat dibihat
dan tipa faklor, yaitu : faklor kuatnya keadaan kevangan pusat, Fuktor
geopolitik  Indonesia  yumg  bersifid menyebar. dan faktor makin
menguatnya kewenangan Kanwil ©

Faklor kewangan pusat pada saat iu ditunjang oleh melimpahnya
hasi] minyak vang memben rezeki kepada pemenntah pusat sehimpga
menempatkannya dalam posist keuangan vang sangal kuat, Sementara ita
pembangunan dacrah vang idealnya dibiaya dan sumber pendapastan ash
dagrah  (IPAlY), dalam  kenvatzannva sebagian besar  dibiava  wleb
pemerintah pusat. Subsidi yimg dibenkan pemenntah pusat kepada dacrah
dan tahun ke taliun terus meningkit. Hal tmi menunjukkan sangat besarnya

keterpantungun daerah terthudap pemenntah pusat. Dengan meningkatiyva

* Temail  Husin. Tupus  Perderiucrs Svfago Azgs penveleNevaraar
Pemerntaban % Duerah, hooal oo Poliek, No 7, PU Chanedia Pusdaka EMams
L9490, has

T Toeniarto, foc.cir.
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keterpantunpan dacrah pada pemenntsh pusa! maka otonomt daerah
gemakin berkurang, sepenti dikemukakan cleh Barber bahwa - ©
The growth of financial dependence upon the central government

FBas greatly diminished the autonomy of local authoritiss.

Masalah dilemaliz sniara seniralhisas dan desentrafisssi dari sudal
kondim geopolitk Indonesia yanp menyebar, djelaskan coleh Burhan
D Magenda sebagat berikut : ™

“Masalah atzna yang ditimbulkan oleh geopoliik ini adalsh usaha mencen
keseimbangan antara kecendrungan  sentralisme  dengan  usahs
desentralisasi. Berbaga Undang-undang Pokok Pemetintahan Daerah yang
dibnal sejak kemerdekaan selalu menghadapi kesulitan dalam masalah ini.
Kalan sentrghisasi terlahu kust maka reaksi imbul di deerah-dserah, sering
dalam bentuk pembrontakan seperti pads tahun 1950-an. Ini terutama
sangat terasa bagi daersh-daersh “indirect rue™ pada jaman kolontal. Ada
anggapan rusainya bahwa perluasan birokrasi nasional merupakan usaha
meseniralisasiken daersh. Sebaltknya kalan terlaln besar desenialisasi
untuk daerah maka pemerintah pusat khawatir akan timbul provinsialisnre
YaNg sempit”.

Faktor lain yanp mempengamun kuainya sentralisasi  adalah

kebyaksanaan pemenntah vang membenkan wewenang yang sanpst besar

kepada imstansi vertikal sehingga wewenang Kanwil dan /atau Kandep

“ | Dewa Gede Amadja, op.cii. h.131.
P ihid. n131-132
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lehih besar dan dinas-dinas, d:n dengan demikian tampak melemshnya
peranan pemerintah duerah.

Kesan sentralisas; dalam UU No. 5 Tahun 1974 juga terlhat dar
ketantuan menpenai susunan  organisasi pemerintahan daerah. Menuruot
undang-undang ini Pemernintah Dacrah adalah Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah {DPRD). Dalam din Kepala Daerah lerdapat
dua fungs ymtu fungsi sebapai Kepala Daerah Otonom yang memimpin
penyelenggaraan dim  bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya
pemerintahan dacrah, dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin
penyelenggarasn  wrusan  pemerintahan umum  yang menjadi  tugas
pemennish pusal di dagrah. Kepala Wilayah adalsh pengnasa wunggal di
bidang pemermmighan di deerah, menpkoordinasikan perencanasn dan
pelaksimmmn pembangunan serta membima kehidupan kemasyarakatan
dalam segala bidang. Cleh karena itn wewenang Kepala Wilayah
(sekaligns Kepala Daerah} sanpatlah lugs sebab 1a adalah administralor
pemenntahan,  adminisirator pembangunan dan administrator

kemasyarakatan
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blenurut Sujamte, tdak benar penidalan yanp menyaakan bahwa
ULl to. 5 Tahun 1974 sentralistis, tetapn mengembabikam proporst yang
betnl-betw! sesuw denwan ULNY 14945, yakm adimya keseimbanpim amiiora
desentralisasi dan sentralisasi. la mengemakokan alasan schaga berkut

) Menwrut konstrukst [T Ne. § Tahen 1974, scluruh wilayah
negara Republk [hdonesia dwbagi  habis  dalam  wilayah
admurustratif yang tersusun secawa hirrkhs dan ingkat Propms
dan Thukota Nepara, Kabupaten, Kecamatan, Sedungkan untuk
menjabarkan “daerah yang bersifal otonom™ dibentuklah Daerah
Tinpkat T yame waliayaghnya sclalu berhimpilam denpan sadayab
i'ropinsl dengan wilayah Kabupaten atan Kotamadya,

2} Dimgan alanya wilayah admunosteatil’ berartis drbukafah =aluran
untuk arus sentripetal, yang memang muthik diperlukan ontok
menjanun legaknva negara kesatuan sebagaimana diatur datam
Pasal ! aya (1) UUIY 1945,

) Penbwan UL No5 tahun F974 senralistis jugs  dischabkuan
pandangan yang swdah terlalu bms dipengarehe oleh ade
olenom vang  seluas-luasnya  atan otononm maksimal  vang
dibawa oleh UL Neo 18 Fahun 1965 dan berbapa andang-
undang sebelumnva.

BMemang  dalam hal hubungan  kewenangmn, ULD Noos Tahun 1974
mencntukun  kahwa  urusan pemenntahan  vang  discrahkan kepoada

pemenimd:nh daprah didasarkan pada prinsip otonomy nyala, dinwmss dan

* Siyaato, Cakrawata Olonemi Deerab, Sinar Cralika, Sskarta 1988 h 25-16
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bertanggung jawab, yang secara formal meletabkan dasar kescmibangan
anlara desentralizasi dan dekonsentras. Tolek ukurnya daya puna dun
hasil guna penyelenpgarazn pemenmntdhan dan pembanpgunan Namwn
selama g prnsip mu hanya di alas kertas saja, berbapai  wrusan
pemerintahan vang dijadikan urasan rumah tangea daerab dalam rangka
desentralisasi  sepenuhnya  terpantung  pada  pemennth pusal,
Kebijaksanaan im menghanlkan dasrah olonom yang selaln dalam kondisi
tidak mampu menvelenggarakan urusan pemerintahan yanp diserahkun
dar atas.

Dalam bidang pengawasan, tidak mengalami perubuhan yang berart
dan undang-undanpg sebelumnys yang menganut tiga junis pengawisan
yain pengawasan umam, pengawasan prevenf dan pengawasan represif.
Hanva tenads sedikit perubahan terthadap obyek pengawasan. Jika menurat
UL Mo 18 Tahun 1965 yang harus diawasi adabah Keputwsim Lracrah
(dalam arti luas) balk vang herbentuk  Persuran Daerah  maupun

Eeputusan DPRIY. maka menund HU Mo, 5 Tahun 1974 wing meniad
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obyek pengawasan prevenilf dan represif adalah Peraturan Daerab dan

Keputusan K epala Dagrah,

Undang-Undaog No. 22 Tehun 1999

Pembzhan yang cukup mendasar baru terjadi setelah herlakunya U1
No. 22 Tahen 1999 tentang Pemenniahan Daerah yang sekalipus
menyainken tdak berlakunya lagn UU Neo. § Tahun 1974, Perubahn
mendasar tersebut disnlaranya menyangkvl asas-asas penyelenggaraan
pemerintaher  daerah, kewenangan dserah clonom, prnsip ctomomi
daerah, mekanisme pengawasan dan schaganya.

Jika Undang-Unding Pemerninlahan Dsersh sebelumnya selalu
menggunakan kewenangan pangkal sebapal umisan pemenntahan bagl
daerah yang beru dibentuk, maka UL no. 22 Tahun 1999 tidak mengenal
wewenang pangkal Hal ini disebabkan karena k¢wenangan vang dibenkan
kepada daerah mencakop seluruh tdang pemennlahan kecuali dalam
dang pohitik luar negen, pertahanan keamanan, peradilan, moteter dan

fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (Pasal 7 ayat 1),

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

o2

Berbeda dengan UUf No. 5 Tahun 1974 yang menganut prinsip
ctonomi yang nyaa dan benampgung jawab dengan penckanan pada
otonorl yang lebth merupakan kewapban dan pada hak, maka dalam UU
Ne. 22 Tahun 1999 va pembenan kewenmgan otonomi kepada Dagrah
Kabupaten dan Kota didasarkan kepada asas desentrabisasi dalam wujnd
otonomi yang fuas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut undang-
undang vang terakhir ini, otoromi darrsh dinyalakan sehapai kewcenangan
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepenlingan masyarakat
selempal menurut prakarsa sendinl berdasarkan aspirasi masvarakat sesum
dengan peraluran perundanp-undangan  vang  berlakue.  Pelaksanaan
otonony daerah vang luas dan utub diletakkan pada Kabupaten dan Kota
sedamgkan olonoru daerah Propinsi merupakan olorome yang lerbatas,
yang meliputt kewenangan-kewenanean vang tidak  atau  belum
dilgksanakan daerah otonom Kabupaten dan Kola seria kebijaksanaan
stralegis regional.

Jika diperhatikam, prinsip otononu yang danut oleh UU No. 22

Tahun 1999 tersebut lernyata Jebith mendekatl makna dan hakekat clonomi

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

93

sebagmmana yang dimaksudkan dalam Pasal 1§ UUD 145 yang
menghendaki penyelengsaraan pemennlahan daergh harus berdasarkan
asas desentralisasi, dan tidak mengatur mengenat pemerintahan wilayah
yang merupakan marfestast dan asas dekonsentrasi.

Dalam hal susunan pemerintahan dserah dinyatakan bahwa
pemerntaban  duerah terdin aas Pemerinah Dagrah dan Dewan
Perwakilan Rakyst Daersh (DPRD). Pemerintah Dacrah adalah badan
ekeeluif dasrah yang lerdin atas Kepaila Daerah ¢sn perangkat daerah
lmnnya, sedangkan DPRD adalah badan lepislalif dasrah.

Susunan pemerintahan daerah tersebul diagtas berbeda dengan
ketentuan ULJ WNo. 5 Tahun 1974 yang menyatakan bshwa Pemernintah
Diatrah adaleh Kepala Dacrgh dan DPRD. Susunan yang demikian ind
drnaksudkan untuk menghilangkan kesan yang ada dalam UU No. 3
Tahun 1974 dimana cksistens) dan peran DPRD banyak "didominasi” oieh
Kepala Daersh. Di samping itu pernmisahan DPRD dari Pemerintzh Daerah
dalam: U No. 22 Tahun 1999 mi juga dimaksulkan untuk menempalkan

DPRD sebagai komponen penting dan sentral datam penyelenggaraan
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pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui fungs yang dimulikinya
yaitu ; fungsi legisialf dan fungsi pengawasan.

Dalam hal pengawasan, UV No. 22 Tahun 1999 menckankan pada
pengawasan represif wntuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah
otonom dalam rangka menpgambil kepulusan serta memberikan peran
kepada DPRD dalam mewuudkan fungsinya sehaga pengawas terhadap
pelaksanaan otonont daerah. Oleh karena itn peraivran daerah otonom
ldak memerlokan  penpesahan terlebidh dahudu oleh phabat  yamp
berwenang. Hal ini memberikan gambaran bahwa mekanisme pengawasan
dalam undang-undang tersebui lebih sederhana dalam upays memberikan
kemandinan dan keleluasaan bagi daerah untuk mengarur dan mengurs
penyelenpparaan pemerintahan.

Keadaan tersebuwt berbeda pka dhbandinpkan dengen (M) No. 5
Tahun 1974 yang mengenal tiga jenis pengawasan yalu © pengawasan
preventif, pengawesan represif don pengawasan umum. Adanva jenis
pengawsasan ini dimaksudkan sebapai nssha unluk menjamin ademya

keserasian penyelenpggaraan tagas pemeriiahan anlara daerah-daerah
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dengan pemenntsh pusat seta  unluk  menjamin kelancaran
penyelengparaan pemenntghan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Meskipun deymukian, dalam kenyatzannya justro menunjukken bahwa
pernerinlah  pusat sampal “mengekang”  daerah-dserah dalam  upaya
mengatur dan mengurus kepiatzn pemenntahannysa,

Adanys mekanisme pengawasan sebagmmana distur dalam UU No.
5 Tahun 1974 itu juga merupakan cerminan dan besamya campur tangan
pemermtah pusat lerhadap aktivitas penyelenggaraan pemennizhan, ymg
pada akhirnya mengurangs keleluasasn dan kemandirian dasrah Campur
tanpan  demikian fdak lepas dan pohtk ofonomi sentralisas  yang
dikembangkan dalam UT] No. 5 Tahun 1974,

Di dang kewangen, hampir Wdak sda perbedasan mendasar
menyangkul sumber pendzpatan daerah. Ferbedaan nu hanya terlihat dan
adanya salah satv sumber penerimaan daerah vang baru dalam U No. 22
Tahun 1999 yatu pinjaman dasrah. Sedanpkan mengensd sumber Jana
perimbangan gebenamya hampir wentik dengan sumber penerimasn

daerah dalam UU No.5 Tahun 1974 yanp dikenal denpan “pendapatan yang
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berasal dari pemerintah pusat”. Hanya saja perimbangan kevangan antara
pusal dun dacrah yang berlakn sekarang didasarkan pada UU Ne.25 Tahun
1999 yang mengganhkan ) No32 Tahun 1956 yang dianggap tidak
aspiratif dan tidak mendukung pelaksanaan otonemi daerah.

Perbedaan pola hubungan antara Pusat dun Daerah  dalam berbagai
perundang-undangan (entang pemeriniahan daerah yanp pernah berlaiu di
Indonesia sebagmmana lelah divrmkan distas, secars rinpgkas dapat

digambarkan berikut ini

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

27
Pola Hubungan Pusat dan Dagrah Dalamn Undang-Undang Pemerintzhan Diaerah
UUNe 1Th. |UUONo. 22Th. |UUNe. 1 Th {UUNe 18Th. |UUNe. 5 Th. | UU No. 22
1245 1347 1957 1565 1974 Th. 1793
pola . . inragmmalian I wﬁm gl e g e e :;hk ufa

: : : Hhgam kewanangan paogha g kewenangan pangial | keweaangen
pembagan Tidak jelas hevisnamgan  paogial | sehagni oruten- | wabagai msmi:mmn sebmg I:nmn pimgkal e ]nmbon
WEWETANG sebagal wusap-UTUSEN | Krusin pemcniotahan | pemerinighen Rrusen pe boaw enamyy M

PemwTictabm v intutenn Pk, kecuali
| pasal T ayad (1)
! prinsip _ — .

- - . Crionaeai selums- | Otcmomi seluas. | CHonoD taluds- | otoooma myats it T haas,
otonomi Tidak jelas i p— - o bartmgsmg eryatn o ber.
yang dianut ! jmreh bangzng jaweb

] ;
| Pendapaan  daersh | Suber pesdspatan | Sumber  Lewmges | Pendapattn Dectsh | Paodapkizm
Keuangan . . adalah : payek desrah | deersh  adwlsh | dnerwhoadeish bersutaber dmn | Dearh bernamber
Tidak jelas iermasdk cetribusi, | A penerimaan. hasil perutshes | PAD,  sumbaogan | dei PAD, Tane
basil  perusshesam | peperimssn phjsk | desrh den sebagian | dayt pemerinteh dap | Perimbagen
daersh, pajsk negpun | oepEn bk | hsil perusaiaen | lan-lon pendapatan | pinysmen  dasrzh,
Ve digeruhlom | cebagim 2 | Doz b skdan ymng sah den lan-Lain
kepada deersh  dan | selurubove rakribusi deersh pajak peadapatan  yung
lawn-lgin bogmysren, =subsidi | negera Yahg smh
den numbengen disetahkan  kepnda
deersh bagisn ~ dan
hasilpajak pemerininh
puestpinjaman  dan
= t Ininlain
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BAB IH
BENTUK PENGAWASAN

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pengawasan di Perands, Inpgris, dan Belanda
a. Perands

Dipilihnya Perancis sebagai perbandingan didasarkan atas heberapa
perimbangan. Sistem pemerinishan daerah Perancis mempunyal pengrub
yang huas. Ui luar Anglo- Amerika dan Uni Soviet, sistem pemerintahan
daersh Perancis mempengaruhi sistemn pemerintahan daerah di Eropah
Barat, Timur Tengah, Amerika Tengah dan Selatan serie beberapa bagian
Aftika. Pengaruh ini menyebar dibaws cevolus Perancis yang kemudian
mendapat dasar kual dalam perundang-undangan Napoleon. Indonesia
sendin secars tidak lanpsung mendapst pengaruh Perancis melalui
Belanda.

i samping, itu Perancis adalah nepara kesatuan yang lebih

mengutamakan corak sentralistik dan pada desentralisasi. Hal ini dilandast

99
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yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk bennisiahf dan mandm
merupakan ancaman terhadap keutuhan atan kesatuan bangsa. D atas
kesaiuan itulah terpantung kemerdekamn stau kebebasan individu.' Dengan
kaig lain setiap pemikiran alan npsys memberiken kebebasan berundak
kesatuan. Kekhawatiran inilah yang dijadiken sebagm dasar menyusun
pemernintahen yang bercorak sentralistk. i samping itu secera psikologis,
senptralisasi di Perancis juga hmbul sebspm  reaksi atas  berbaga
peperangan, invasi dan pendudukan pada saat batag-batac nazional mereka
dilanppar *

Dralam kaitannya dengan pengawasan terhadap pemerintahan dasrah
di Peraneiz, secara umum dibedaken antara pengawasan administratif (non
vudisial) dan penpawasan yudisial Pengawasan admimstraif selan
dilaluican oleh alat atan badan administrasi negara, juga dijalankan oleh

oleh badan peradilan admiristrasi seperti Cowser! o ‘Efat yang dalam

! Bagiy Manan, Awbungan Artare Pusal dan Deerah Memwrut DUD 1943,
P‘mtal:azﬂinﬂ' Harspan, Jakartz, 1994 (gelanjidnya disebot Bagir Manan 0}, h 44.
ibid. h 65.

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

161

gistern Peranciy memiliki dua funpsi yaitu sebapsi lembaga penaschat
pemerintsh dan sebagai lembaga peradilan administrasi *

Pengawasan administratif dilaksanakan dalam dus bentuk utama :
pengssahan aten persemiuan’. Sehelum tefjadinya pembaharuan {1982),
pengawasan  alag  kepumsan Comumame  dilakukan  Prefect (tingkat
Departemen). Setzlah pembahanuan, peran dan kekuvasamn Prefect banyak
dixwangi selingga tidak lagn mempunya wewenang membalalkan
keputusan Commime. Prefeci secara matenal masih cukup besar perannya
untuk mempengarihi berbaga kebjaksanaan atan keputusan Commre.
Namun ditinjaz dar segl jominan hukum penunjukan badan peradilan
sebageu pengawas (yudisial) dipandang lebih baik daci peda oleh Prefect?

Seperti teleh dikemukakan diatas bahwa pengewasan admirusirasif
juga dilaksanakan olek Corser! o&°Egr (selain  dai  wewenang
yodisigl) Pengawesan  administratif oleh  Conserl d'Elal dapa

dikelompokkan delam :*

 Paulus Effendie Lotwmg Beberapa Sistem Temtang Xomtrol Segl Hukum
Terﬁm’.-.}p Pemerintak, FT Bhuana Imu Populer, Jakerie, 1986, h ).
Bagr Manan I, op.cit, BT
S ihid hTR.
* i,
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a) Pengawasan yvang berkailan dengan kegiatan yang bersifal ekonomis.
Dalam hal imi ada undanp-undanp yanp melarang pemenintsh
melakukan kegtatan-kegialan pelayanan yang menyangi usaha-usaha
pihak swasta. Oleh kerena itu berbesgai kegialan ekonomi vyang
dilakukan Pemerintah Daerah diawasi oleh Conseil d’Etat

b} Pengawasan terhadap hal-hal yang ridak termasuk Kkegiatan yang
bersifat ekonomis, seperti perubzhan namz dan perubahan batas
wilayah Cemmune tian Depariemen, memerlukan persetujuan Conseil
d’Etat

Sementara iy pengawasan yudisial ditakvkan olsh badan peradilan
kKhususnya peradilan admimistrest vaitn Comsedl 'Efrr  Tribunoig

Admunirtratf { pada tinpkat pertama), dan badan-badan peradilan khusus

untuk bidang-bidang tertentu sepertt Cosr der Comples yang menangani

masaiah yanp berkatan dengan keuangan negara (semacam Badan

Pemeriksa Keuangan).” Secara umum wewenang peradilan administrasi

diasarkan kepada prinsip pub¥ic service (pelayanan wmuam) yaitu setiap

’ Paulus Effendie Lomivng, op.ciz., h.2.
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kepiatan gdnminisirasi negars yang berlguan memenuh atmy membenkan

pelayanan wmum. Sedangkan tuntutan, pemenksasn dan putusan adalah

berdasarkan

1. Prinsip fegalire. Setiap keputusan stau hndakan administrasi negara
harus sesual atam  berdasarkan kelentuan uwndang-undang terlentu.
Suatu keputusan aau tindakan yanpg tidak seswa dengan undang-
undang menghadapi risike dibalglkan oleh peradilan administrasi
negarg.

Prinsip responsibifite. Adminstrasi nepara bertanggung jawab atas setiap

pelanggaran hak-hak warga nepara yang timbul dan swate kepulusan atau

tindakan yang tidak scsuai atan melawan hukum. Kalau pada prinsip

lepalife akan membawa dabat pembatalan, maka pada pnnap

responsibilite akan mengakibatkan kewatiban membenkan ganti mgl.

b. Inggris

id TV,
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Seperti halnya Perancis, Inggns uga merupakan negara kesatuan
narmun memiliki corak tersendiri. Pemennlahan daerah di Ingens lebih
desentralistik. sedangkan di Perancis lebih kepada dekonsentrasi Di
samping uWu pemerintahan daerah di Inggris tidak berada dibawah
pengawasan satuan pemerintahan daerah yang lan. Hal mu berheda dengsn
Perancis dimana pemenntahan daecrabnya tersusun secara berjenjang, yang
lebih tinggl mengawas: dacrah yang lebih rendah bmk di bidang kevangan
maupun admimstrasinya

D4 [nggns terdapat ipa bentuk utama pengawasan yatu pengawsasan
lepislatif, pengawasan wlmimstrainf dan pengawasan ywdisial (pengawasan
oleh badan peradilan)’

Pengawazan lemslanf dilakukan oleh parlemen, dimana seluruh
wewenang, tugas dan tangpung jawab daerah untuk moengater dan
menpurus sualn fongsi pelayanan bersumber pada parfemen. [al ini
disebabkan karena wewenung membuat undang-undang  ada pads

parlemen, sehinpga melalul cara wi parlemen sekaliows melakokan

" Bir Willum O Hart - ) F Gamer, jatroduction to The faw af The facal
Carvermment amd Admniziratios, Butterworths, London, 1973 b 363,
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pengawasan lechadap Pemenmtah Daerah. Ada dua alesan mengapa
parlemen sendiri yang mengstur penyershan fungsi pelaysnan kepada
deerah ;"

Pertama, menyangkat wewenang untuk mengadakan pungutsn
pajuk sebaga seleh satv cin pemenintahan dasrah. Menurvl sistem Inggns
hanya parlemen yang memegang wewenang umntuk mengenakan dan
menetapkan pajak. Apahila Pemerintah Daerzh akan dibeni wewenang
melakukan pungutan pajak, maka hanya partemen yang boleh memberikan
wewenang tersebut.

Kedua, Penyelenggarsan urusan pemerintahan daerah pada tingkat
tertenty mencamputi hak mibk atan hak-hak pnbadi sezeorang bahkan
hak-hak yang bersangkutan dengan  kepentingan umum, Misalnys
wewenang dserah untuk mencabut hak atas tanah. Wewenang untuk
memberikan dasar hukum unluk tindakan-tindakan tersebwt ada pada

patlemen, karena ilu harus ditentukan oleh atan berdasarkan undang-

undang. '

e Bagir Manan [, op.cit h.58.
" Hart_ap.cit, h.302-303,
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Sementara itu pengawasan administraitf mencskop segala bidang
dan mencapa sumiv jangkavan yang jauh schingga menempatcan
nemerinighan daerah seolzh-olah sebagm bagian dan Pemerintah Pusat,
Ada beberapa bentuk pengawasan administratif, antara lain
a Pengesahan dan persetuyuan
1. Pengesahan bye-Liws
Bve-Lrws adalah persturan yang berlaku untuk walzsyah pemenntahan
daetah fertenlu yang dibual olsh pemenntah dserah  berdasarken
wewenang yang ditetapksn oleh undang-undang dan senanliasa
memeriukan pengesahan dan Menten Dalam Negen atan Menteri yang
membidanginya '’ Disimi bukan hanya sekedar memeriksa aspek-aspek
hukumnys letapi sasaran vang hendak dicapai apakah bdye-Lyw memang
sesuaty yang diperlukan bak dikhat den silvam setempal maupon
kebyaksanean secara nasional.

2. Persetyjuan alas suglu rancangan atau usulan yang digjukan oleh

Daerah, Beberapa undang-undang menentukan bahwa Daerah yang

% Bagir Mo I, op-cit., 152,
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altan melaksanakan fungsi pelayanan vang diserahkan kepada mereka
diwaibkan teriebih dahulu menyampaikan rancangan atau usulan atau
rencana mengena cara melaksanakan fungsi pelayanan tersebut.
Rancangsan.usulan atau rencana tersebw! hermes disampatkan kepads
Menleri untuk  memperoleh  persetujuan’®  Setelsh  persetujusn
diperoleh bamlah fungsi pelayanan yang diserahkan tersebut dapat
diselenggarakan.

3. Persetujuan atas tindakan-tindakan tenteniu.
Dalam beberapa hal, Pemenntah Daersh diperbolehkan melakukan
sugiu iindakan kalau telah memperoleh persetujuan Menteri. Misalnya
penggunasn uang yang diperoleh karena mengadakan suatu undian,
apahbilz dipunakan untek nyuan lain dad pada maksud semmia harus
terfebih dahuly mempercleh persetujuan Menter. ™

k. Pengawasan melahu peraturan
Dalam undang-undang yang mengahir mengenai penyerahan fungsi

pelayanan (urusan pemenniahan) kepada daerah, lazim pula diseria

" Bagir Manan, op.crt., h.59-66.
" 15id,
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pemberian wewenang kepada Mentenn untuk membust peraluran-
perauran (reguizgon) yang memuat Kelentuan-ketentusn mengena
cara-cara melaksanakan fungsi tersebw! aau standar yang harus
dipenvhi dalam penyelenpparsannya ayau syarat-syarsl yarig hams
dipenuhi untuk memperoleh bantuan.”

c. Pengawasan dalam bentuk petunjuk-petunjuk
Beberapa undang-undang memberkan kekuasaan-kekuasaan khusus
kepada departemen untuk membuat atse mengelumkan petumpuk-
pelunjuk yang berst instruksi-instruks  admamstratif yang  rinci
mengendi care-cara pemerintahan dsersh melaksanakan fongsinya '®
Jadi petunjuk disini merupekan hntutan adnanistratf,

d. Penpawasan dalam bentuk tnspeksi dan penyelidikan
Pemerintah Pusat nelalui para inspektor melakikan berbagai inspeksi
tethadap dacrah, Mereka berhak memperoich kelerangan -Kelerangan

dan bahan-bahan yang diperlukan. Dalam rangka penyelidikan,

' Ibed.
e Hart, ap.cit., h.360.

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

154

inspektur dapat neminta seseorang umuk hadir dan membetikan

keterangam dibawah sumpah dan menyershkan dokumen-dokumen. ™’

[

. Pengawasan yang didasarkan kepada Detault Powers

Default Powers adalah wewenang Pusal untok melgkukan tindakin
lertentu kareny daerah bidak dapat atau pasal melaksanakan funpsi
pelayanan  yang diserahkan  undang-undung  kepadanva  Untuk
menjamin agar fungs pelavanan itu terlaksima sebagaimana mestinya
Menteri dupat membuat petunjuk-petanjulk, perintah atan menanjuk
badan kon atas biaya Pemerintah Dasrah  vane “laba” melaksanakan
fungs pelayanan wu, atan dilaksanakan sendin oleh Menteri yang
hersangkutan '

I Penpawasan terhadap pars pejabat atan pepaw:s

Sebelum tahur 1972 terdapat ketemuvan-ketentuan vany, muewajibkan
dacrah [Council) untuk menguwgkat pegabat-pejabat di bdang-tidane
tertentu. Namun sgjak berlzkunya facad Governmeni et (972 hal ity

dihi!ii!::.‘i;_

Y e, h 6L
" Bagir Manay, ¢t b6l
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g. Pengawasan Keuangan

Fengawasan kenangan dilakukan dalam tiga hal, vailo Pingaman (Loan),
Bantuan {Granf) dan Audit”” Deerah dapat mengadakan pimjaman
dalam rangks memperlancar atau untuk mendorong atay uniuk ongkos-
ongkos melaksanakan fungs pelayanan yanp menjadi lugasnya. Namun
demikian sehap pinpaman memerlukan persetujuan,

Penpawasan alas bantuan (Granl) dibedakan atas dua yskni
pengawasan atas grant in aid dan pengawasan atas block grant™ Dalam
hal yang pertama. ada satu syarsl umum yaitu bantuan dipergunakan
menurul dasar efisiensi. Misalnya graw! in aid yang diberikan urtuk
kepolisian. Bantuan im henya akan disershkan kalan kepolisian yang
aken dhbantu benalan secara efisien dan perawran-peraturan meneenai
kepolisian yang dibuat Menlen yang akan menyershkan (Menteri Dalam
Megen} dukuti. Sedangkan dalam hal yang kedua {penpawasan atas
block in pranf) dilakokan denpan kemungkinan mengurangi jurnlah

banfuam untuk masa yang akan datanp, Misalnya daerah wdak

" theat.
* 1bid.. h.62.
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memennly sualu standar yang wajar dalim melaksanokan tugas-tugas
mercka Kemungkinan menghapus atan menpurangs bantuan  ini
merupakan sarana pengawasan yang cokup efektif. Sementara itu dalam
hal pengawasan melalui audit, pada mulanya daerah dibent kelonggaran
dalamn memilih pemeriksa pembukuan mereka antara district auditor
atau an approved auditor. Namun berdasarkan Local Governmeny
Fineice Act 1982 kemudian dibentuk the Audit Comsesion ™
Menpenai penpawasan yudisial di [nggns dityukan kepada
keputusan atan kebyjaksansan yang sudah dilstapkan oleh dasrah. Sifa
pengawassn yang difakukan pengadilan atas daerah berbeda dengan
pengawasan yang dilakukan oleh parlemen dan eksekutif (Pusat).
Pengadilan hanya berwenang melakukan dua hal, vaitu mencegah tindaksn
melampaw  atau  menyalshgunakan wewenang dan  memaksa asar
Femennlah Daerah atay pihak lain menjalankan tugss vang sudah

ditebankan kepada mereka,

W Ihid
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Berdasarken vurman-ureian diatas depat  disimpulkam  bahwa
pengawasan terhadap pemernlahan daerah di Inggris tdek hanya
dilaksamakan oleh pemegang kekussaan eksekutif (Pusat), tetapi joga

dilakuksan oleh lepislatif {parlemen} dan badan peradilan.

¢. Belandn

Selam Inggns dan Perancis, negara ketipa yang dijadikan sebaga
perbandingsn adalah Belanda Adapun yang menjadi pertimbangan adatah
bahwa sistem ketatmnegaraan Belanda secara historis menunjukkan
kecenderungan desentrafisasi yang kuai dibandingken dengan Perancis.
Deseniralisasi Belands berakar pada sejarah Belanda sendin yaitu dan
negara-negara kecil vang merdekz yang kemudian bersama-sama
terbentuk sebagm sebush negara. Disamping itu  pertimbangan lainnya
adaiah karena adanya hubunpan historis yang kuat antara Belanda dan
Indonesnsa.

Derbicara mengena pengawasan dalam negars kesahean tentu tidak

dapat dipisshkan dengan desentralisasi. Betapa pentingnys kaitan antara
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pengawasan dmn  desenbralisasi dapat dilihat dan memeon jawaban
(Memorie van Antwoord) ketentuan UJUD 1983, dimana dalam Pasal 132
gyal (2) nya disebutkan : “kebebasan yang lvas dalam ikatan negara
kesatuan dengan sistemn desentralisgsi tidsk akan adp tanpa tersedia cara-
cara dan pemerintah tingket Iebih atas wntk melakukan berbagal
koreksi”.?

Sementara itu dalan memon penjelasan (Memorie war Toekchting)
usul pembaharuan ULl Gemeenle antara lmin dinvatakan bahws fungs:
terpenting pengawasan adalah untuk menjaomn kesetusn pemernntahan,
Pengawasan terhadsp pemenntahan vang lebih rendah merupakan sesustu
yeng tidak dspat dielakken Dalam bmiyak hal, penpawasan bshkan
menipakan syaral univk  dapad  mengambl  kepuinsen  sebagal cara
pertanggungjawaban atas pelakssnaan wewenang yang terdapal dalam
desentralisasi

UUD 1983 membedakan dua macam bentuk pengswasan yailu

pengawssan prevenlif dan pengawasan represif, vang lazm  disebut

2 fhid. h.106.
T i
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sebagai bentuk pengawasan klasik, Di samping itu, dalam kepustakem
dikenal pula bemtuk penggolongan lain yailu pengawasan positif dan
pengawasan negatif. Disebul pengawasan positif karena pemerintah tmghkat
lebih atas akif berinisiaif melakukan ndakan menghalangi kelalaian
pemerintah tingkat lebih tendah. Sedangkan disebut pengawasan negatif
karena hanya menghalangi sualu lindeken yang sudah dilukukan baik
tindakan yang belum mempunya akibat hukum atan yang sudeh
menmpunym akibal hnkwm.

Nalan  pengawasan  preventf, sebelumnya lelah  ditetapkan
kepulusan-kepulusan  apa  saja yang harus  disampakan  kepada
pemerintshan  lingkat  lebih  atas  untuk memperoleh  penpesahan,
Pengawasan preveni! in dibedakan atas dua macam ymtn .

Pertama = penpawasan dijalankan schelum pemenniah tingkat lebib
rendah mengambil alay menetapkan suatu kepulusun. Misalnya pernyataan
tidak keberatan dari pemerintah tingkat lebib atas.

Kedpa : penpawasan dilakukan setelah pemerinlzh tingkal yang lehh

rendah mengambil keputusan, telapt sebelum kepulusan ity berlaku dan
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mempunya akibat hulum. Contohnya : pengesahan dan pengumuman

atan pengundangan.

Diantars berbagai macam pengawasan preventf, yang paling utzma adalah

pengesahan. Ada beberapa teori mengenai pengesahan ini :*

Pettama : bahwa pengesahen mengandung makna bahwa Raja atau Rato

merspakan “medegee/sier”. Dalam kaitan i Thorbecke menyebutkan ada

Hga tujuan pengawasan preventif ymtu :

i. Mempertahanken undang-undang atan kepenlingan negara

2. Mempertzhankan kepentuigan «dacrah atauw propinst lam  karena
peraturan yeng bersangkutan dapal mengenal pihak ketipa

3. Mempertshanksn kepenlingan propirst yang bersangkutan sendin dan
kepentingsan atan hak bapan-begiainya, Gemeente dan penduduk yang
udak diperhatikan oleh peraturan yang dibuat secara sepihak, salah dan
bersifel memhak.

Kedua . bahwa pengesahan merupakan hak placet, yaitu hak untuk

mencegah atav mengukohkan suata keputusan agar mempunyai atan tidak

M 1bid. h108.
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mempunyai kekuwalan mengikat oleh suatu badan pemermtahan yang
berbeda dar badan yang membuat keputusan texsebut.

Keliga @ penpesahan mempakan susig bndak lanot dalam pembuatan
sualu kepuivsan, Jadi pengesahan merupakan suaty tndakan lanjulan.

Scmentara #u  pengawasan represtf  dilakukan setelzh  suatu
keputusan mempunyai akibal hukum baik dalam bidang otonomi maupun
tugas pembantuan. Penpawasan represif selan dilakukan dalam bentuk
pembatalan juga dalwn bentuk penangguhan. MNamun demikian
penampgohan  bukanlah suatu pranata yang berdiri sendin di luar
pembatalan, Selama suatu penyelidikan atas keputusan yang diminta untuk
dibatalksm maka peraturan lersebut ditangguhkan berlakunya.

Pembatatan terhadap sustu keputusan pemenntahan Gemeente dan
Propings tidak hanya teradt melalul pengawasan represif, tetapi dapat juga
melaln administratief bercef Pembatalan melahy pengawasan represif
sering disebut pembatalan “spontan”, karena pthak vang berwenang
membatalkan dapal mengamin} vusiatf sendin lanpa menunpgn pihak

kelipa yang berkepenbngan alas pembatalan lersebut [ samping itu
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pembatalan dapal dilakuken secara lanesung tanpa harus  melalui
penapguhan.

Pengawasan represif dapat dilakukan oleh pembentuk undang-
wndang, Commiissaris van de Koning dan Gedeputeerde Staten dan badan
peradilan. Pengawasan cleh pembentuk undang-undang dilakukan dalam
hal pemerintah Propinsi atay Gameente benar-benar melalakan mengatur
dan menguros rumah tanggs dasrsh dan wusan delen bidang tugas
pemnbanluan. Sementara itu pengswasan oleh badan peradilan sanpsd
penting dan lerutama dilskukan melaini badan peradilan admurusiras;.
Adapun alasan yang dapat diperpunakanr untuk membatalkan sustn
keputusan menurut UUD yang baru adalah bettentingan dengan hukum
atan kepentingan wmiun. Sedangkan menurut UUD sebelumnye, alasan
yang dipergunakan adalah bertentangan denpgan undang-undang dan
Kepeningan omum.

Bertentangan denpan hukum mencakup : &

O ibed R 15-114.
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1. bertenlangan denpan segala peraturan ymng ditctapkan olch alat
kelengkapan pemerintahan yang lebih tingpi tinpkatannya dani pada alat
kelengkapan pemenntshan pembuat keputusan yang dibatalkan.

2. berteptanpan denpan prinsip-prinsip umum pemernintahan yang lmyak,
misalnya prinsip kepastian hukum.

3. bertentsnpan dengan prinsip-pansip umam persturan yang batk dalam
rangka mencegah kesewenang-wenangan.

Sedangkan bertentangan dengan kepenfingan umum meliputi berténtangan

dengan setiap kepentingan yang menuruyl alal kelengkapan pemerintahan

yang berwenang membatalkan, lebih penting dan kepentingan yang diatur

dalam kepulusan ysng dibatalkan Yang terpenting dalam kategori mi

adalsh bertentangan dengan kebjaksanaan uwmum  vang  dijalankan

pemerintshan pusal.

2. Pengawnsan sebelum beriakunya Undang-Undang No.22X Tahun

1999

* el
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Fada kezempatan wu akan dibahos mengenal pengawasan dulum
penyelenggaraan  pemenntahan dasrah sebelum diberlakukannya 10
Mo 22 Tahun 1998 Pembuahosan dimolad dan sejak berlakunya UL No. 22
Tahun 1948 sampai dengan diundangkannya UL No. 5 Tahun 1974, Trulk
dibahasnys 1T Mol Tahun 1943 karena undang-undang im tidak
MENZAlUr MENgendat pengawasan mengingat sangat sederhananya maten
yang diatur dalam sndang-undang tersebut dan hanya terdin alas 6 pasal.

Pengawasan dalam UL No. 22 Tahien 1948,

Idalam L1 Mo, 22 Tuhun 1948, ketentvan mengen:d pengawasan
puemerindgh {pusat) terhadap penyelenpgaraan pemerintzhan daerah dapat
dihhat dalam Pasal 30 yimg menyebutkan

Ihla umtuk ntemalankan sesuatu pulusan Dewan Perwakilan Rukvat

Dactah menoral undang-undang ine hures ditunggu pengesahan

icbih dahuly dar Presiden hagl Propinzt dan bagi lun-lgn dacrah

dan Dewun Pemenntall Dacrah scingkatl lobih atas, maka putusan
iy dapat diptunkan apabda Presden alau Dewan  Pemenntih

Dherah tersebul dalam Gips butan terhitung, muka hard putusan i

dikirumkan untuk mendapat pengesabim tidak mengambil ketetapun.

Dart ketenduan tersebut temivaty bihwa bentuk pengawssas pusil

dalam penyelenggarmin pemenitahan dawrih adedzh berupa memberd sy
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menaiak pengesahan terhadap putusan-pulusan Dewan Perwalalan Rakoyat
Dacrah. Bentuk pengawasan seperti i lazim disebul dengan pengawaosan
preventif ¥ Jika penpesshan itu ditolak maks DPRD yanp bersangkutan
dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerah setinpkal
lebik atas dari Dewan Pemenntah Daerah yang menclak. Jika penolakan
im dilakukan oleh Dewan Pemerintah Propinsi maka keberatan itu
disjiakan kepads Presiden (Pasal 30 ayat 43, Namun masalah akan muncil
jika penofakar wu diakukan oleh Presiden, kepada instansi manakah
keberatam dtu digjukan Hal lain yang jupa tidek dialur dalam undang-
undang No. 22 Tahun 1548 adalah mengenal tenggang wakiu untuk
mengaukan keberatan terhadap penclakan pengesahan lersebut.

Meskapun derukian tidak semua putusan memerukan penpesahan
melainkan hanya mengenal beberapa hal yang ditentukan dalam undang-
undang im, misalnya Fasal 7, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 dan sebagainya.

Selmn dilakukan olech Presiden dan Dewan Pemenntzh Daerah

selingkat lebth atas, kewenanpan penpawasan preventif temyala joga

7 Libal Irawan Sowjiln, Pemgawasan Terhadap Peraturan Daerah dan
Keputuzan Kepala Dgerah, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h.}2.
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diberikan kepada Kepala Daerah. Hal ini dapat dilihet deri ketentuan Pase]
28 ayat (6) dan Pasal 36 UU No. 22 Tehun 1948,

Pasal 28 oyat(6) : Peraturan Dacrah dipandang mulai berlakn sesudah
ditandatangani oleh Kepals Daerah dan divmumbkan
menuryt cara  yang  dilentukan  oleh  Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah.

Pasal 36 ayat(]) : Kepala Dacrah mengawasi pekeriaan Dewsan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Dewmn Pemernintah Daerah berhak
menghan dijalankapnya putusan-putusan Dewan
Perwakilan rakya! Daerah den Dewan Pemennlah
Deerah, hila dipandangnya putusan-putusan it
bertentangan dengan kepentingsn UL

[h samping pengawasan preventif, UU No. 22 Tahun 1948 jups

memual pengawassen represif yang berups penangpuhan alan pembatalan.
Hal i1 secara tegas dinyatakan dalam Fasal 42 sebagsi berikut -

! Puiugam Dewan Perwskilan Rakyal Deerah atau Dewsn
Pemenntah Daerab, pkalmn bertentsnpan denpan kepentingan
umum, undang-undang, peraturan pemerintah alan peratursm
daerah yang lebih tingg tingkatannys dapat ditunda atau
dibatalkan, hag Propinsi oleh Presiden dan bagi lain-tain dasgsh
oleh Dewan Pemerintah Dacrah setingkat lebih atas

2. Puoiugan penundaan atan pembatalan dibentahukan dalam lima
belas han sesuduh hari putusan im kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ataw kepada Dewan Pemeriniah Daerah yang
bersangiutan diserlai denpan alasan-alssannya.

3. Lamanya tempo penundamn disebutkan dalam surat ketetzpan
dan tidak boleh lebih dari enam bulan.
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4. Apahila dalam enam bulan karena penundzan jtu lidak ada
putusan pembatalan, maka petusan daerah i dipandung
berlaku.

Berbeda halnya dengan penpawasan preventit yang dilwjukan
lerhadap putusan-putusan tertenlu (yang ditentukan dalam undanp-
undang), maka penpavrasan vepresif berupa penundsan atan pembatalan
berloku bapi semua putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau
Dewan Pemerintah Daerah yang bertentanpan denpan undang-undang atan
peraturan yang lebih tingpi tinpkatannya atay berlentangan dengan
kepenhngan umum. Perbedaan lannys adalah bahwa jika dalam
pengawasan preventif tersedia upaya hukum “banding adminisiratif”,
maka Ul No, 22 Tahun 1948 tidak mengatur mengenat upaya hukum yang
dapat dilskukan jika Pemerintah Darsrah tidak dapat menerima keputosan
pembatalan tersebut. Dengan tidak tecsedianya upaya hukum itu beran

daerah harus siap menerima setiap kepulusan pembaralan yang dilakukan

oleh pemerintzh pusat.
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Pengawasan dolam U No. 1 Tahun 1957

Setelah berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara {950, maka
Ul) No. 22 Tahun 1948 dicabut dan dipamti dengan 1T} No. 1 1zhuni957
tentang Pokok-pokok Prmernntzhen Dasrah. Dalam banyak hal undang-
undang yang terakhir ini mengadopsi pola-pole yanp dizrul undmng-
undang sehelumnya [Dh bidang pengawasan, sistem penpawassn yang
bertingkat-tingkat vang memberatkan daerah-daerah barn yang belum
berpengalaman juga dianut terus,' Hal i tidak menjamin harmoni yang
harus ada antara pusal dim daersh-daerah karena penmgawasan yang
dilakukan oleh pernemmlah pusat tdak sampai pada dzerah-dserah vang
dibawah propansi.*

Seperlt halnya ULT No. 22 Tahun 1948, UU No, i Tahun 1957 juga
mengatur  tentang  pengawasan  preventif dam pengawasan  represf
Pengawasan preventf dialur dalam Pasal 62 dan Pasal 63, sedwngkan
pengawasan represf diatur dalam Pasal 64 sumpa denpan Pusal 72,

' The Liang Gie, Kumpuban Pembahazan Terhadap Undang-Undang Tentang
Fobok-pokck Pemerintahan Dacral Irdonesa, Karya Kencana, Yogyskarts, 1977, b
i3

“The Ling OGie, Pertumbubton Pemgrintahan Daerak D Nepara Republik
Indonesrg, Jiid 11, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1994 h.227.
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Pusul 62 menyebutian

Dengan undang-undang alau penduran pemenintah dapal ditetapkan

bahwa sesuntu keputuson dacrah mengenai pokok-pokok terteniu

tidak berlaku schelum disahkan oleh :

a) Menteni Dalam Negeri untuk kepulusan Daerah Tungkat T;

b} Dewan Pemenntah Daetah tnpkat ke ] untuk kepatusan Daerah

Hapkat ke [I;
¢} Dewan Pemerintah Dueruh tingkat ke ) untok keputusan Drerah
ungkat ke 1]

Berdasarkan  keteptuan  diatas, maka di samping Kepuatusan-
keputugan daerah vanpg menurst undang-undany i hares diswasi secara
prevenlf (seperii pasal 12 ayat 3. pasal 2] ayal 2, pasal 22 ayat 2, pasal 39
ayat 4, dan sebagainys), maka dengan undang undmmg atuu peraturan
pemenintah dapat ditetapkun lag =unty keputusan daersh menpenm pokak-
pokok terlentu untuk tidak berladku sebebum mendapat pengesahan.

Sementara du Pasal 63 istnya hanys menpolangs kelentaan Pasal 30
ULT No. 22 Tahun 1948, kecuali dalum wwit {4) yang mengatus mengena
upaya hukum bagt daerah untuk mengaukan keberatan kepada Devan
Pemenntah Draerah setinpkar lebih stay dan Dewan Pemenntal Daerah

yvang menolak. ks penolakan pengesshuan wu Jdiakukan oleh Dewan

Pemenntah Daetah tingkat ke [ maka keberalan it digjukan kepada
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Menteri Dalam Nepen, sedangkan jika penolakan itu dilakukan oleh
Memen Dalam Negeri maka keberatan iu digjukan kepada Presiden. Hal
ini berbeda dengan Pasal 30 ayat (4) UU Wo. 22 Tahun 1948 vang
menyetakan bahwa yika penolakan pengesahan itu dilakukan oleh Dewan
Pemenntah Propinsi maka keberatan digyukan kepada Presiden.
Semeniara ity penpawasan représif dalam bentuk pembatalan dam
penangguhan diatur datam Pasal 64 1A No, 1 Tahun 1957 sebagai berikut :
Keputusan Dewsn Perwskilan Rakyst Daerah atau Dewan
Pemerintah  Daerah. jikalan  bertentangsnn dengan  kepentingan
umum, Undang-Undang, Peraturan Pemerinlah aav  Pergturan
Daetah yang lebith tinggi tingkatannys, dipertangpuhkan atau
dibatalkan bagi Dacrah Swatantra Tingkat ke I oleh Mentenn Daiam
Negen slaun penguasa lain vang ditumjuknya dan bapi lain-lain
daersh oleh Dewan Pemenntah Daerah setinpkat lebih alas,
Ketentuan diatas sebenamya merupakan pengulangan kembali Pasul
42 1N No. 22 Tahun 1948 dengan perbedasn bahwa penanpguhan atay
pembalalan Keputusan Daerah bagi daerak Propinsi dilakukan cleh
Presiden, sedangkan menumut UU No. | Tahun 1957 dilakuksn oleh
Menteni Dalam Negen Mamun derukion terhadap penanggnhan alau

pembatalan itu kedua undang-undang lersebut tidak menyediakan upaya
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hukum bagt dacrah yang menolak pembatalan itw bak yang berupa
“banding admimisiratil” maupun melalui upaya peradijan.

Setelah berlakunya kembali TTUD 1945 melabui Dekeit Presiden 5
Juli 1959 maka dikeluarkantah Penetapan Fresiden No. 6 [uhun 1959
tentang Pemenntahan Dasrah (Disempumakan). Penetapan Presiden mi
ternyata tiduk mengatur fentang pengawasan, sehingea berdasarkan Pasul
21 Penctapan Presiden ini pengawasian dalam 171 No. | Tahun 1957 tetap
berlakn  Apabila dilibat dan segs iwa dan semangatnya, kedua peraturan
inr jelas bertentangan. Penctapan Presiden No & Tahun 1959 vyanp
menganut sistem demikras terpimpin menghendalo dominasi pemerinlah
pusat, sedangkan 11U Moo 1 Tshun 1957 dengan sistem demokrasi
iberalnya menghendaki olonomt yang luas. (Mch karenas su jika
diterupkun pengawasan  herdwsarkan UU No.o | Fahun 1957 wkan

memmbulkan kerancusn

Pengawasan dalam 1ill No. 18 Tuhun 1965,
Untuk mengakhin tefadinya kerancuan s meka diberlakukanlak

LU No. I8 Tahun 1965 tentang Fokok-pokok Femerintahan Taerah
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dimana terjadi perubahan dafam struktur penwenintahan daerah. fika dalam
undang-undang sebelumnya Femeriah  Dacrsh lerdin alas  ewan
Perwakilan Rakva Daerah (DPRDY dan Dewan Pemenntah Dacrab, maka
menuerut UU Mo, [¥ Tohun 1965 yang dimaksud dengan Pemenntah
Daerah adalah Kepala Dacrih dun DPRIY. Dengan undang-undang vang
baru il Kepala Dacrah diben taunggung jawab dan kekuasaan yang sanga
hesar dalam pemenntahan duerah 3 bukan sgjs meropakan pimpinan
Pemennt:th aerab tetapl juga menupakan alat Pemenntith Pusat yang tidak
dapeat diptuhkan oleh DPRD.

D1 bidang pengawasan, U No, 18 Tdhun 1965 juga mengastur
tenfang pengawasan preventf dan represif sebagaimana diatur dalam
undang-undang sebelumnys Bahkan undang-undung int menumbuh satu
jends penpawusan bagl yakne pengawasan wmam, selungga LD No o 18
Tahun 1965 menpanut liga jenis pengawasan vaitu pengawiean preveniif,
pengawasan represil, dan pengawasan umum. Pengawisan omum adalah
sudtu eniy pengawasan vang dilukukan olek Pemenntah terhadap sesala

kegianr Pemenntah Duerdh untuk memjamin penyelensgarn
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pemenniahan daerah dengan baik. Fenpawasan urmum im diselenpparakan
oleh Pemerintah Pusat denpan aparaturnya sendin, yaity oleh ;| Mcenten
Dalam Megen, penguasa yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeni dan
Kepala Daersh dalam kedudukannya sebapai alat pemernintah pusat. Dalam
undang-undang ini kata “Dewan Pemerintah Daerah” dipanti dengan
“Kepals Daerah”, sehingga denpan demikian Keputusan Dacrah Tingkat [1
yang menurut undang-undang sebelumnya  diawasi oleh  Dewan
Pemerintgh Daersh Tinpkal !, denpan undang-undang ini diawasi oleh
Kepals Daerah Tingkat I, dan seterusnya

Meskipun undang-undang sebelumnya (UJ No. 22 Tahun 1948 dan
ULl No.l Tahun {957} udak secara tegas mempergunakan istilah
“pengawasan uniwn’, namun  sebenarnyva secara implisit subslansi
pengawasan wmum telah diaturnya. Hal ini dapat dihat dan ketentuan
Pasad 45 ayat (1) UU No.22 Tahun 1948 yvang menyebutkan bahwa untuk
kepentingan pimpinan dan pengawasan, pemeniniah dapal -
1} meminta keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan

Femerinlah 3aerah
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2} mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu yang
mengenai pekerisan mengatur dan mengunis rumah tanggs dacrah oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Femerinlah Daerah.

Sementara itu Pasal 71 ayat (1) UU No.1 Tahun 1957 menyebutkan :

Bagi kepentingsn wmum, Menteri Dalam Negern alau pegswai
Femerintah Pusal yang elas namsnya berhak mengadaken
penyehdikan dam pemerksaan tentang segala sesustu mengenai
pekeraan mengurs rumeh tangga daersh manpun mengenal fugas
pembantuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan
Pemerinlah Daerah,

Pengawasan preventif distur dslam Pasal 73 dun Pasal 79,
sedangksan pengewasan represif dapat dilihat dalawm Pesal 30 sampai
dengan Pasal 83 ULJ No. 18 Tahun 1965,

Pasal 78 menyebutkan :

Dengan Undang-undang atan Persturan Pemerintah dapat ditetzpkan
bahwa sesuatu Keputusan dasrah mengena pokok-pokok tertentu
tidak berlakn sebelum diszhkan oleh :

a. Menteri Dalam Neperi ontuk Keputusan Daerah Tingkat [

b. Kepala Daerah Tingkat T untuk Keputusan Daersh Tingkat 11 dan
c. Kepala Daerah Tingkat I uniuk Keputusan Daerah Tingkat {11

Sementara itu Pasal 30 menyatakan -

Keputusan-keputusan Pemenntah Daerah jikalay  bertentangan
dengan kepenlingan umum, Undang-undang, Peraluran Pemerintah
atau Peratwran Dagrah  yang lebih  tnggi  Lngkatanmya,
dipertangguhkan atan dibatatkan oleh Mentenn Delam Negeri bagpi
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Daerah Tingkat ] dan oleh Kepala Daerah setmgkat lebih atas bapi

lgin-lain Daerah.

Fenpgawasan prevenhf erat kalmnnya dengsn pengawassn umum
yang dilakukan olek pemenntah pusat, yang di daerah dilakukan oleh
Kepala Daerah sehagai ald pemerintzh pusal. Oleh karenz itn snatn
Eeputusan Daerah (lezmasuk Peraturan Daerah) yang telah diltapkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrzh juga harus ditandatangani oleh Kepala

Daerah yang bersangkutan.

Pengawasan dalam UL No. § Tahun 1974,
Kondisi seperti ini masith terus berlanjui meskipun UU No. 18

Tahun 1965 telgh dicabol den digenti denpgan UL Mo, 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokek Pemenmtahan di Dacrah, Sebagammana halnya
undang-undang sebelumnye berdasarkan undang-undang yang barz inj
dorminas kekuasaan masih beradz di tangen pemerintah pusst. Dengan titel

“Pokok-pokok Pemerintahan di Dsgerah” telah menunjukken bahwa
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undang-undang 1 mengatur dekonsentrasi sedanpkan desentralisaci
henya bersifat semu, desentralisasi yang terkendali oleh pemerintah pusa '

Pola pengawasan dalam undang-undang yang bar ini hampir tidak
mengalani perobahan dan undang-undmg sebeluminya yang menganut
pola pengawasan preventif, represif dan pengawasan umum. Hanva saa
terdapat sedikit perbedaan dalam hal obyek pengawasan, dimana mcnurat
U No, 18 Tahun 1965 yang hwus diawasi adalah Keputusan Daerah
(dalam ati luas) baik yang berbeniuk Persturan Dasrah maupuon
Keputusan Dewan Ferwakilan Rakyat Dacrah, sedangkan menurat UU No.
5 Tahun 1974 yang memjadi obyek pengawasan adalah Peraturan [Daerah
dan Kepurisan Kepala Daerah.

Depgan penpawasan preventif berarti suatu Peraluran Daerah
alaupun Keputusan Kepala Daegrah hamus memperoleh pengesahan terlebih
dahulu sebelum diberlakukan. Meskipun Uli No. 5 Tahun M hunva
menyebol  pengesahan sebaga wuwjud pengawasan prevenlit, namun

undang-undang ini juga memuat berbaga  ketentvan yang dapat

' Soewots Mulyomudammo, Hepemorr Rebuasqan dan Othoaesr Daerah,
Makalzh, FH UNDIF, Semmarang, 1993, h. 1.

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

132

digolonghun sehoagm pengawasan preventif. Misalova pedomem yang
membenkan tuntunan mengenai kewapban Eepala [Dacrah membenkan
peitanggunpjawaban kepada DPRIY (Pasal 22). Di sampug i, LT) No. 5
Tahun 1974 juga memberkar wewenang, kepada Menteri Datam Negeri
untuk membuat peraturan yang harus dikuti. Misalnya peraturan tentang
lala cara pencalonan dan perulthan Kepala Dagrah atau (ata cara pengajuan
calon Kepala Daerah.

Menuat T Moo 5 Tahun 1974, penpawasan preventid hunya
dilakukan terhadap Persturan Dacrah dan Keputusan Kepata Daetah yang
mengatnt maten-maten tertenty. Beberapa maten yung diletakkan dibawah
pengawasan preventit antara lam
I tentang kedudukan kevangan Keton, Wakal Ketua dan anpgeta THIRD

iPazal 28 avat ||y dan awd (d g
2. lentang kedudukan protokoler Ketua, Wakil Kevua dan angsota DPRID:
3 fentang perataran tala terib DPR]D (Pasak 34 ayatt 2
4 temang permnbentukun, susunan oreanesas dan formast Sekretorio

DPRDY (Pt 36 ayar 12) dan (3);
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o

tenlang menpadakan anciwnan pidena techadap pelanpparan peraturan

dacrah (Pasal 41 ayat (1Y dan {2}

o

. {entanp pembebanan biaya paksaan penegakuan hukum, schuruhnya atsu
sebagian kepada pelanggar (Pasal 427,
7. tentung pembentukan susunan  organisast dan formas Sekretariat

PDacrah (1%asal 47 ayat{2) dan {3);

o

lentang pembentukan. susunan orgamisasi dan formast Dinas Daerah

{Pasal 49 ayat(2) dan (3],

e

tentang pengangkatan, pemberhentan, pemberhentiun sementuara, gage,

petsiun, uang tunggu dasn bal-hal lain mengenan kedudukan hukum

peeawal Daerah (Pazal 0,

1G.tentang pungutan paak Daerb {Pasal 58 ayal (2% dan (37 e L
Mo B L3t tahun 1957,

I} tentang pungutan retnbusi Dacrah (Pasal 58 avat(2y dan (3 o 10U
Mo 128 tahun 1957,

12 1entang. mengadakan usaha-uzsha sebagm sumber pendapatan Daerah

{Pusad 60).
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Perincian maleni diatas seolah-olah menunjukkan bahwa Peraluran
Daerah  atauw Keputusan Dasrah vyang memerlukan pengesahan
(pengawazan prevenif) berzifat limitatif. Pada hal dalam kenyataannya
tidsklah demikian tequtama jika dikaitkzn dengen keteniuan Fasal 68 vang
menyatakan | “Dengan Peraturan Pemenntah dapat ditentukan bahwa
Peraturan Dacrah dan Keputusan Kepala Daerah mengena hal-hal tertentu
baru berlakn sesudsh ada pengesahan pejabat yanp berwenang”. Dengan
ketentuan i berarts Peraluren Duerah dan Kepuiusan Kepala Daerah yang,
memerlukan penpgesahan harus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Perlvasan wewenang pengesahan makin diperlebar oleh Pemelasan Umum
UL} Ne. 5 Tahuan 1974 yang menyalskan bahwa pengesahan diperlukan
dalem hal peraturan atau keputusan memuat |
1} kelentuan yang mengikat alau ditwyukan langsung kepada rakyal,

2} kelentuan pidana;
3} ketentuzn yang member beban kepada rakyat;
4} ketentuan yang periv dikelahw umum karena menyangkut kepentinpan

rakyat banysk.
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Untuk menjaga jangan sampa, waktu basi pejabat vang berwenang
menjalankan pengawssan preventif ity berlanui-larut, maka ditentuken
jangka wakiu selams tiga bulan terhitung sejak Peraturan Daerah yang
dimintakan pengesahan itu dilerima, pgjabal lersecbut harus mengambil
keputusan memben pengesahan atau tidak memben penpeszhan. Jika
pejabal tersebut dalam waktn tipa bulan itu tidak menpambil kepwlusan
maka Peralwan Daerah itu dapat  dijalankan oleh daersh yang
bersangkutan, Namun demikian, wakiu figa bulan itu dapat diperpamang
oieh pejabat tersebul selama hpa bulan lagi pika wakiu bga hulan yanp
pertama jtu dianggap belum cukup untuk mengambi keputusan,

Apvabilz pejabat yang berwenang menoclak memberni pengesahan, maka
daerah vang bersangkulan dalam wakiu satu bulan terhiung molal sast
pembentahuan tentang penolakan pengesahan  dlu diterima,  dapal
mengajukan keberatan kepada pejabat setingkat lebth atas dan pejabat
yang menolak ¢lihat pasal 69 ayat(4) U No 5t tahun 1974). Ina berart, jika

yang menolak itu Gubernur, maka keberalan harus diajukan kepada
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Menteri Dalam Negeri, sedangkan jika ymng menolak itu Menleri Dalam

Negen malka keberatan harus digjukan kepads Presiden.

3. Pengawsasan berdasarkan U U No, 22 Tehun 1999

Dibandingkan dengen Undanp-Undsng Pemerintshen Daerah
sebelumnya yang menganut pengawasan preventif dan represif secara
bersama-sama, maka U U No. 22 Tahun 1999 lebih mentkanken pada
pengawazan Tepresif. Oleh karema it suale Peraluran Daersh yang
ditetapkan daerah otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu
dari pejabat yang berwenang,

Untuk lebih jelasnya masalah pengawasan pemerintah (Pusal) dalam
penyelengparaan pemerimiahan daerah dapat dilihal dan kelenlugn Pass]
113 dan Pasal 114 UU No, 22 Tahun 1999,

Pasal i13

Dalain rangka pengawasan, Peraturan dasrah dan Keputusan Kepala

Paerah disampaikan kepada Pemenntah selambai-lambatnya lima

belas hari setelah ditetapkan.

Pasal 114 :
1) Pemerintah dapat membetelkan Peramran Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau
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pergturan  perupdang-undangan yang lebih ungg danfalan peraturan
perundang-undanpgan lainnya

2) Kepulusan pembatalsn Peraturan Dacrah dan Keputusan Kepala Daerah
sebapmimana dimaksud pada ayat (1) dibenitghukan kepada Daerah
yang bersangkutan dengan menyetutken slasan-alasannya

3) Selambat-lambatnya saly munggn  selelah  keputusam  pembatalan
Persturar Daerah dan  Keputusan Xepala Daerah sebsgsimana
dimaksud pada ayat (2), Peramoran Daerah atan Keputusim Kepala
Dagrah tersebut dibatalkan pelaksansannya

4} Daerah yang idak dspat menenima keputusan pembalalan Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapal mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung selelah
mengmukannya kepads pemenntah,

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas temyata bahwa pengawasan
preventif hanys dikaitkan dengan penpesahan Peratuzan Daerah dam
Kepulusan Kepala Daerah Pada hal, undang-undang ini juga memuat
berbagai keleniuzn yang dapat digolongkan sebagar pengawssan preventif.
Misalnya pedoman tertang tala cara pelaksanasn perlangpungiawaban
Kepala Daerah kepada DPRIY {Pasal 31 ayal 5). D1 samping itu, juga
Kelentuan Pasal 112 sy (2) yang menyaiakan bahwa pedoman mengenai
pembiniaan  dan  pengawasan  alas  penvelengearaan otonomi  dacrah

thlelapkon dengan peraturan pemerinkah.
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Ketenluan-ketentuan  tersebul  jelas menunjukksn bahwa pola
pengawasan preventif terhadap penyelenggarann pemérinlahan  daerah
masith diamt dalam U No. 22 Tahun 1999 Hanya saja dalam hal
pengesahan Peratozan Daersh dan Keputusan Kepala Daerak wewenang
pengawasan preventf sudabh hdak dwanul lagl telagm jebih menckankan
pada pengawasan represif.

Jika mengambil perbandinpan pengawasan 4i Perancis, Inggernis.
than Belandz schagmmana ielah diurskan pada awal bab im, maka bentuk
pengawasan represif sebagamana diator dalam Pasal 113 dan Pasal 114
ULJ No. 22 Tahun 1399 tidak sama dengan benluk pengawasan yang
beriaku pada ketiga negara tersebut. Pengawasan administrat{ di Perancis
dilaksanakan dalam dua bentuk yaiu pengesaban atan  perselujuan,
sedanpkan tindakan pembataban hanya dapat dilakukan oleh peradilan
admimstrasi negara. idengan dennkian pengawasan oleh Pemenniah Pusa
di Perancas hanyz terbatns pada pengawasan preventi. Kondisi seperti tni
juga berlaku i inggens, dimana pembatalan lethadap kepulusan atau

kebijaksanaan vang telah ditctapkan daerah hanya dapat dilakukan melalu
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pengawasan yudisial, sedangkan peneawasan administratif lebih bersifa
preventif. Sebenamya pengawasan di  Indonesia lebih  mendekati
pengawasan yang berlaku di Negeri Belanda yang mengena dua bentuk
pengawasan yailtl pengawasan preventif dan represif, hanya saja UU Ne.22
Tahun 1999 menganul salah satu diantars dua bentuk penpawsasan tersebut
yaitu pengawasan represif

Dengan dibenkannya kewenungan vanp lebih luas kepada dserah,
dam lidak dianuinya lag pengawasan preventf lerhadap Peraturan Daerah
dan Keputusan Kepala Daerah, ntaka masing-masing daerab berlomba-
lomba membuat Feratwran Daerah khususnya vang berkaitan dengan
upaya meningkatken pendapatan  ash  daersh. Akhimya kemudian
muncollah  Peraluran  Thacroh  yang menpesahkan  berbapai  macam
pungutan baik dalan bentuk pajak maupun retnbus yang membebani
musyarakal. Pada hal jems pajak ataspun retribusi tersebur sebenarnya
sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tmegi dan

menjadi kewenangan pemerintah pusat.
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Berdasarkan data yanp diperolech dan Depariemen Dalam Negeni,”
seyak berlakunya UU No. 22 Tahun 1992 sampai dengan bulan Oktober
2001 ada 68 Perasturan Dzerah (39 Perda KabupatenXcla dan 9 Perda
Propinsi) vang telah direkomendasikan oleh hdenteri Xeusmgan umtuk
dibatallkean. Selanjutnya pada bulan Maret 2002 sebanyak 40 Perda lag
memperolch rekomendast dan Menteri Keuwanpgan untuk  dibatalkan,
Dengam demmikian sejak berlakunya UU No.22 Tahun 1999 lebth dam
seratus Perda telah diekomendasikan untuk dibatalkan. Adapon alasan
yang paling banyak digunakan untuk membatalksn Perda-perda tersebut
adalah karens berlentangan dengan peraturan perundang-undangan yanp
lebih tingg, sedangkan alasan lannya adaldh karena berfentanpan dengan
kepentingan umum.

Dari jumiah Ferda yang diminta pembatalimnya iy, yvang paling
banyak adalah Perda yang mengator tentang retnibusi dacrah, bak reinbusi
atas pemanfaatan fastlitas umum maupun retribus yang berkaitan dengan
fungs: pengawasan/ pengendalian dan pembinaan (perizinan). Sehugian

" Data dari Pusat Kajian Hidon Departemen Dalam Negeri R L
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kecil lainnya adaleh Perda lentang Pagak Daersh dan sumbangan pihak
ketiga

Dalan kenyataannys Pemerintah Pusat {(dalam hal ini Menteri
Dalam Megeri) tidak langsunp membatalkan Perda-Perda yang telah
direkomerdasikan oleh Menteri Kevangan lersebut. Tindaken yang
dilakukan oleh Menteri Dalam MNegerl hanys sebatas mengembalikan
Perda-Perda tersebut kepada deersh untuk direvisi atau dicabut oleh
daereh yang bersangkutan. Denpan kata lain Pemerintah Pusat masih
membenikan kesempatan kepada dastah untok  merevisi  ataupun
mencabut sendini Perda tersebul. hka daerah tetap tidak melakukannys
maka barulah Pemetinteh yang akan menbatalkan Hal ini jelss tidak
seanat dengan  ketenfusn Pasal {14 UU No22 Tahun 1999 yang
memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk meliakokan pembatalan
dan bukan sekedar mengembaliken Perda kepada daerah untuk direvis.

Derdasarkzm mekanisme tersebul, sampai dengan bulan Pebruan

2003 ada 20 Perda telah dibatalkan oleh Menteri Dalan Neger.® Berikul

* Daty diperoleh pada Bagian Puzat Kajian [lukum Departemen Dalam Negeri
pada emggal 5 Pebriari 2003,
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mi adalah beberapa contoh Penda vang tctah dibatalkan beserta alasan

pembaralimnya.

(“onloh Perda yang telah dibatalkan dan slasan pembsatalannys

No |

ﬁﬂma Perda

Kepmendagri

yYang
membatalkan

Alpson ﬁembatﬂ]aﬁ- '

Percla Kub. i{!min:ga:ﬁ No.§
Tahun M0 teibtg
Retribuse Loin Dhspensasi
Penggunasn Tatan Daersh

ra!

Disertasi

Kepmeﬁdap;ri M.
44 Talnm 2007

[ Porda Frnpinsi Biau MNo.J |

Taltun 2000 tentang
Petribusi Jzin Dispensasi

Fenggunaan Jabm Bagi:
© Eendaran Bermolor wvang
| lidak terduPr

A0 Tahun 2002

Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ...

Tatam 1950 tentane lalan dimana

Jalan vamg diterapkan eaat ini

[ Kepmendagri No ;|

Herlendamgan dengsn U1 Np 13

discbidkan jalan merupakan
pragarana perhobm g durgl yang
dipenmiukkan bagi lale lintas
UL

Selanpdmya  berdasadan T
Ne 14 Tahem 1992 feniang Ladu i
Lantas  dan  Anghutem  Jalan,
pengmmasn  jalam amum hares
sesuyl  dengan  peruntukam  dan
kelas jatan

Sistem  pembiayaon  prasacms

suldah dilskedkan pungutan kepada
pengeuna  gelan neladsi Pajak
Eenduraun Fergnolor dan Payak
Bahan Bk K endaraan !

Herinalar

Bertetangan dengan DU No.13
Tahame ) 230 tentang Tatan, babwa
Jalan  mengaksn  prasarana
perhubungsn ot vang |
diperintikkan bagi lalo liodas
LT :
Selanjufmes berdasarkan AT
Mo.14 Tehun 1992 tentang Lalw
T.:in‘ras_in_ _Aagkutan Taban, |
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pm-.}ﬂm gleh umum
harue sesuad dengan peramtukean

dan kelas jalan

Sistem  pembizyasn  prasgann
jalmn yang diterapkan sast ini
suidah dilakukan pungutan kepada
pengsama  jalan meialii Paysk
Kendaraan Bermoior dan Pajak
Bahan Balor Ketdaramn

Bermotor.

Perda Kabupaten Benghulu
Selaten WNo 21 Tahun2000
tenlang  Rebibusi  Karfu
Ternak

Kepmendagri Mo,
14 Talwn 2062

Disertasi

Perdu FKab Boadowoso
Mo, 10 Tahun 2000 lentang

} Remibus: [demtitas Ternak

| Perdz Kab. Pasarmm Mo, 2

Tahun 2001  tentsng
Retribusi Asal Komoditas

. Pembinaan dan  pengawassn

ternak merupakan whosn wrnen
pemeriotahan yang seyogyamya
dapet dibiaya dan penerimazn
umiim  buken  dan  pengenaim
retribusi.

Pembenan  kartu ternzk  dalam
rangka pembinean tersebut bdak
diperiukan mengingal pemberian
karta tersebut tidak metoberikem
manfast secarn jwsus  bagi
petemak

Kepnendagri Mo,
22 Tahun 2002

s.d.a..“

Kepmendagri No.
21 Tahwn 2002
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Feginlan perdagangen lkomoditi
tidek memerlukan  pengendalian
pengmwnzan  dari Pemerintak
Dasrah zebab ridak ada aspek

kepentingan  wnum  yang  perlu
dilindumgi.
Pungutan  daerah  terhadap
komoditas yang skan keluar dan
masuk ke daerah okan merintangt
arue  helnar masuk  barang
pehingga  skan  berdampak
terhaudup ekonomi biaya tingg.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat {3) U No. 34 Tahun 2000,
pembatalan cleh pemerintah pusat terhadap Peraturan Dacrah yang dinda
bertentangan dengan kepentingan umuom dan atan peraturan perundang-
undangan yang lebih tingg: difnkukan pabng lambar =atu bulun setelsh
Perainran [Daerah lersebut disampakan Eepadanya odch  Pemenntah
Daerah. Terhadap hal ind akan rumbul permasalahan baru vaitn spakash
kesempatan membatalkan Peraturan Daerah {oleh Pemerintah Pusat)
menmad: terutup dengan dilewatinya tenggang waktu satu bulan 1tu,
sehunpgga Peraturan Dacrah tersebut tetap dapat diberlakukan. Hal il
disebabkan karena Peraturan Dacrah yanp disampakan kepada Pemerintah
Puzal tenutama sebelum Ctober 2001 sudah pasu melewntl tenggang
wakyu salu budan tersebut

Tidak  digunakannva wewenang wituk melakukan  pembaralan
secara lngsung terhadap Perafuran xerah oleh Pemenntah Puosa
disebabkin kurens pemenintah (dalam hal ime Menten Dalam Negen) hdak
ngin dipugat di depan Pengadian Tata Usaha MNepara Nekhawatinan

pemerintah (Pusal) w menwrwt pepubis tdak beobican dun sangd
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berlebihan karena masalah sengketa antara Pusat dan Daerah ferkait
dengan pembuatalan Peraluran Dastah ind sesungguhnya lidak dapat digugat
di FTUN (lebih javh masalah ini akan dinraikan pada bab 1V dan Jisertas
ini). Justru denpan mengembalikan Peraturan Daerah tersebut terlebih
dahulu  {sebelum  mcldiukan  pembatalan)  dapar  menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi dasrah yang bersangkutan.

Terhadip tndakan “pengembalian” maupun pembatalan Perda-
perda oleh pemernintah (Pusat), sampa saat ini belum ada reaks nyala dan
Jaerah-daerah. Ini berarti daerah masmh mematuhi dan menerima tindakan
yang dilakukan cleh pemenntah (Pusat) baik yang berupa pengembalian
maupen pembatalan terhadap Persturan Daerah vang dikeluarkannys
Pady hal berdasarkan Pasal 119 ayatf4) UL No. 22 Tahus 1999, dacrah
yang tidak menernma keputusan pembstalan tersebut dapst mengajukan
kKeberaim  kepada  Mahkamab  Apunp setelah  terlewh dahulu
mengajukannya kepada pemeriniah.

Munculnya Perda-perda yang bertentangan dengan  peraturan

prrundang-undangan yanp lehih tinggl alaupun kepentitgan umum
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memang tidak sepenuhnya menpadi kesalahan Pemerntah Daerah dan
DPRD-nyx, melmnkan juga menjadi tanggung Jawab pemenntah pusa
Femenntah Pusat wejib membenkan bantnan dalam upayva meningkatkan
kemummpuan Perperintih Dacrah dan DFRD du bidang Egislative drafting
sehmpga dengan meningkatnya kemampuan Pemeriniah Dasrah dan
DPRD ini akan dapat dihasilkan Perda yvang baik. Dalan kaitan ini kursus-
kursus dan pelaiihan di bidanp legislative dratiing perlo diberi anpgaran
propoisional.

Berdasarkan unpun-nraan  diatas elaslah bahwa  pengawasan
repreqf yang dunul dalam UL No. 22 Tahun [999 dalam pelaksanaannya
masth  menghadapl berbagar kendala Hal bu juga berartt hahwa
pengawasan preventf (pengesahan Perda) wing pada masa lalu diangeap
sebapal kendala yanp menghambal pelaksanoan otonomi daerah ndak
sepenthnyd dapat ditenimia

Menurgt pennlis, kesalahan pada masa lalo bdak  sepenuhnya
terletak pada sistemnya yakm adanya pengawssan prevenn!, melankan

terletak pada pelaksanasnnya yang Gdak  konsisten oleh  aparatur
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pemenntash yang berwenang, Sebagai conloh dapal dikemukakzm bahwa
banyak Feraturan Daerah yang memerluken pengesahan dari pemernintah
(pusat) mengalami keterlambatzm hingga melampani batas waktn yang
ditentukan oleh undang-undang yakni 3 (tiga) bulan. Bahkar di Propins:
Bali ada Feraturan Daerah yang pengesahannya memerlukan waktu hungpa
42 bulan™ Kenyataan seperti ini temyata masih berlamgsung hingea
sekarang meskipun telah diberlakukan 1T No.22 Tahun 1999 dimans
tidak dikenal lagi pengawasan preventif lerhadap Peraturan Dsersh dan
Keputusan Kepala Dacrah.

Kelambatan dalam pengesahan Feraiuran Daerah {sebagal wujud
pengawasan preventit) pada masa lalu tenadi karena kesalahan dalam
pelaksanaannya oleh aparst yang berwenang. Ih samping itu, Penierinlah
Daerah vang bersangkelan Gdak berami melaksanak:m Peraluran Daerah

yang belum mendapal pengesahan meskipun undang-undang telah

Pt Dewn Gde Amadia dkk, Sistem dan Prosedur Dafam Cara Memila),
Menguyi gan  Menperahban  Peraturan  Daeral Dalam Rangha  Mendubung
Pelaksunaan Otonom Dgerch, Lapora Hasil Penclitian, Ketjesama Bappeda Tk 1
Bal dan Lembaga Pen=bitian UNUD, Denpasar, 1995, .60
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menepaskan bzhwa jika dalami waktu lipa bulan belum mendapat
pengesahan maka daerah dapat melaksanakan Peraluran Daerah tersebu.

Pentingnya pengawasan prevenlif dalam  penyelenpgaraan
pemennlahzn Jaerah tidak dapat dipunpkin. Melalw pengawasan preventif
diharapkan dapat mencegsh timbulnya kcrugian yang lebih besar bagi
masyarakal sebagal akibal adanya kekeliuan dalam pengambilan
kebijakan ataupun keputusan-keputusan oleh pemerintsh daerah. Namun
demikian tdak semusa Feraturan Daerab harus diletakkan dibawah
pengawasan preventf, melunkan materi-materi yanp dianggap penting
yang menyangkut kepentingan-kepentingan besar terulama bapi daerah
dan penduduknya.

Untuk menumyukkan betapa pentingniva pengawasan preventif dalam
penyelenggaraan pemernintahan daerah, benkut ini dikemukukan satu
contch yakmi diberlakukannys Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001
tentang Sistem Parkir Tahunan oleh Pemeriniah Kota Denpasar. Deng:m
sistem ini setiap pemulik kendaraan bermotor diwajibkan membavar parkir

untuk jangka waktu satu tahun bagl setisp kendarzan vang dimilikinya

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

144

Peraturan Daerah fersebut selain merugikan masyarakat juga udak dapat
diterima secara akal sehat, sebab parkir merupakan retribusi yang
perungutannya didasirkan pada kontra prestasi. Oleh sebab it tidaklah
adil jika parkir disamskan denmgan pajek verp pemungutannva dapat
dipaksakan, karena beum tentu semua pemilik kendaraan bermetor setiap
hari menggunakan tempat parkir yang disediakan oleh  pemenntah.
Andaikala pengawasan preventif masih dilerapkan maka Peraluran Dacrah
tersebut kemungkinan akan ditolak pengesshanmnya oleh Pusal zehingpa
tidak dapat diberlakukan. Dengan denukian akan dapai dicegah timbulnys
kerugian yang lebih besar bapy masyarakat (pemilik kendaraan bermotor).
Initah seel positit dart pengawasan preventif, Akam tetapl karena Ul No 22
Tahun 1999 hanva menganut penpawasan represif, maka Peratursm Daerah
lersebut tetap dapa diberlakokan Meskipun meleho pengawasan represif
Peraluran Daerah tersebut nantinya mungkin dapat dibatalkan, namun hal
la tidak dapal mencepah timbulnya kerngian masyarukat khususnya
pemilik kendsraan bermolor yang sudah membavar parkir Jika denuakian

halnya, apakah masyarakat depal mengajukan pugatan kepada Pemerintah
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Dacrah atas kerugian yang dideritanya schapai akibat diberlakukannya
suatu Perda yang kemudian dibatalkan oleh Pemenntah Pusat. Munculnya
Perda semacam itu juga karenz kesalahan pembuat undang-undang
{pemenintah dan DPR) yang memasukken parkir sebagai pajak daerah &
samping sebagai retribus.

Contoh lain yang juga menunjuklan bahwa pengawasan preventif
memiliki segi-zegt positif 1aleh denpan diberlakukannya Peraluran Daerah
Eabupaten Gianyar No. 7 Tahun 2000 tentang Retnibusi [zin Penebangan
Kayu dan Bambu Rakyat. Berdasarkan Perds ini, setiap penebangan kayu
dan bambu rakyat baik oleh pribadi maupun badan harus mempereleh izin
dari Pemerinlah Deerah. Melalui pemberian izin ini kemudian dipungut
reinbus: yang besarnya ditetapkan 1.5 % fmWbt dari harga patokan dan
volume. Perlu diketahvi bahwa yeng dimaksud dengan kayu dan bambu
rakyat adalah kayu dan bambu yang tumbuh atan ditanam pada tanah milik
prrorangan. Perda MNo7 Tahon 2000 ind jelss merupiken masyarakat

karena setigp warga masyarakat yang ingin melakukan penebangan kayu

gtaupun bambu yang dilanam pada kmah milkmya sendini  harus
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memperoleh ian dan atas pembenan van im oieh Pemermtah Daerah
dipungut reinbusi Menurut penulis, penebangan kayu dan bambu rakyat
udak memerlukan pengendalian dan Pemerintah Daerah dalam bentuk
perizinan sehingga odak layvak dikenakun fetribust perzanan. i samplag
itu tidak ada jasa vang disediakan oleh Pemerintah [azrah serta tidak ada
aspek kepenlingan umum yang harus dibndung. Walaupun akhlrnya
Perda lerschul dikembalikan oleh Menten Dalam Nepen dan selanjulnya
dicabut dengan Perda No. 18 Tahun 2002, akan tetapi karema 1) No.22
Tahun 1999 menganutl pengawasan represif maka Perda sempat berlaku
sampal  dengan  dilakukannya  pencabikm,  Im heral  sejak
diberlakukannya Perda tersebut sampai dengan pencabutan, Perda tersehut
telah menimbulkan kerugian bagl masyarakal Inilsh segi negatil dan
pengawasan represf semata-mata.  Andaikala dising ada pengawasan
preventif, mika Perda tersebut tidak akan dapat diberlakukan sebelum
mendapal pengesahan dan Pemerintah Pusat,

Pengawasan represif (pembatalan Perda) menonut Pasal 114 ayatf 1)

ULl No. 22 Tahun 1999 dapat dilakukan jka bertentangan dengan tiga hal
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yakni . kepentingan unvum, peraturan perundanp-undangan yang lebih
linggi dar/atan peraturan perundang-undangan lainnya, Permasalahanya
adalzh kritera apakah yang dapat dyadikan indikstor sehingpa suaim Perda
dikatakan berentangan dengan keliga hal tersehat

Sebelum menjawab persoalan terscbut terlebih dahulu dikemukakan
hahwa sebagai tindak lanjut dan ketenluan Fasal 114 lersebut telah pula
dikeluarkan Persluren Pemenniah (PP) No. 20 Tahun 200! tentang
Pembinaan dan Penpawasan atas Penyelcngearaan Pemerintahan Diaerah.
Dalam Peraturan Pemernintah im disebuotkan bahwa pengawasan represif
adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan vang 1ziah
ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Dserah, Kepulusan Kcpala
Daerah, Keputusan 1ewan Perwakilan Rakyat Daersh maupun Keputusan
Pimpinan [ewan PFerwakilan FRakyat Daerah  dalam  ranpka
penyclenggaraan pemenntahan daerah (Pasal I butir 9 PP NO. 20 Tahun
2001). Ketentuan ini menurgukkan bahwa rang Ungkup pengawasan
represif yang diatur dalam PP No. 20 Tahun 2001 temyata lebih luas dani

pada yang diatur dalam Pasal {14 UU No. 22 Tahun 1999 yang membatasi
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pengawaswn vepresif hanya pada Peraturan Daersh dan Kepulusan Kepada
Dacrah. Denpan kata lan [P No, 20 Fahun 2001 telah melampaw
wewenang yang dibenkan oleh UU No. 22 Talun 1999

Terhadap masalaih tersebut, penuliz berpendapat bahwa menung
kalaw dilihat dari hirarkln perundang-undangan PP o 20 Tahun 2001
tidak sesuai denmgan kelentvan Pasal 114 UL No 22 Tahun 1999 Akan
telapy jika dibhat dan sepi substansi/ materinya obyek pengawasan
represif yang diatur dadam TP No.20 Tahun 200 lebik tepat dibamdingkan
denpan obyek pengawasan yang dintur datam Fasal 114 UU No. 22 Tahun
1999 Cleh karena itu kelentpan Pasal 114 UU Mo 22 Tahup 1999
menyangkut obyek pengawasan represif mestinya direvis, Hal 1
disebabkan karena dulam era otonomi daerall dimana Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) diber kewenangan yanp sanpat bhesar sehagai
penyelenpgara  pemenntahan  dacrah otonom  (bersama  Pemenintah
Dracrah), maka sudah seyogyanya penpawasan represil juga dilakukan
terhadap Keputwsan Dewan. Hal jmi mengingat penyimpanean dalam

penyelenggaraan pemenntahan daerah tidak hanya dilakukan eleh Kepala
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Praerah tetapt juga dapat dilakukan oleh Dewan. Sebasa contal,
Kepulusan Dewan tentang ungparan kevangun Dewan vang sebenamya
sudah diatur dalam Peraturan Pemerintgh dimans anggaran Dewan tidak
boleh melebiln sute persen dan Pendapalan Asli Daerah (PAD}. Namun
kenyataannya sehagian besar kabupaten di Bali mengabakan aturan
tersebul. Huhkan ada dasrah yang menetapkan anggaran keaangan DPRD-
nya hingga 50 persen darl pendapatan asli dacrahnya (PAD).

Palam praktek, penpawasan represif ferhadap Keputusan DPRID
sudah pernah diterapkan, yakn: dengan dilerhitkannya Keputusan Menten
Dalam Negeri No. 121.43-118 Tahun 2003 yang membatalkan Keputusan
LFRD Propma Kalimantan Selatan Mo, 16 Tahun 2082 pentmg
Pemberhenhan Gubernur dan Wakil Gubemur Kalimaitian Selatan Peniode
200H-2005. Adapun alasan yang dipunakan adalah karena Keputusan
DPRD tersebul biduk wmemenuhi prosedur dan bertemtangan dengan
peraluran perundang-undangan yang lebih tinggi,

Dalarm rangka pelaksanaan pengawasan represif sebapaimana diatur

dalam PP MNo.20 Tahun 2001 diatas telah pulz ditetapkan Kepuolusan
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Menten Dalam Negen Moo 41 Tahun 2001 tentang Fengawasan Represif
Kebyakan Daerah. Dalam Pasal 2 disebutkan secara eksplisit mengena
kewenangan Menleri Dulam MNegen melakukan pengawasan represil
terhadap kebijakan daerah tentang .

a} Peratran Dacrih Propins;

b} Keputusan Gubemur yanpg bersilat mengatur

¢) Keputusan DPREI} lentang Tata Tenib DFRD Propinsi;

d} Kepulusan IWRD lentang Kedudukan Kewangan Angpota DR,

¢) Keputusan Pimpinan DPRI Propms,

f} Peraturan Dasrah Kabupate/Kota tenlang Pajak dan Retribust Daeral;

g} Peraluran Daerah Kabupaten/Kota tenlang Pengelolaan Kawsasun;

h) Peraturan Diserah KabupatenKola knlang Penghapusan/Perubahan
assef daerah:

i} Peraturan Dacrah Kabupatendfiols fentang Sumbangan Pihak Ketiga
kepada Pemenntah Daerah;

1} Keputusan Bupatt dan Walikota tentang Sumbangan Pihak Ketiga
kepada Pemenntah Daerak,

k} Keputusan Bupati dan Walikotz lentang Penghapusan/Perubahan asset
dacrah.

dementara iu Gubemur selaku wakd pemeriniah diberi wewenang
melakukan pengawasan represif lerhadap  kebijzkan  daersh  yanp
menyangkut-*

a) Peraturan Daergh Kabupsten/Kota dan Kepulusan Bupati/Walikota
stlam yang tersebut dalam Pasal 2huruf £ g h 1, dank;

* Paral 3 Keputuzan Menter Datam Negeri No. 41 Tabun 2001 tentapg
Pengawasan Represif Febijakan Daerah
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b} Keputusan DPRD Kabupaen/Kola tentang Tata Terib DPRD
¢) Keputusan DPRDY Kabupstenfots tentang Heduduban Keuangan
Angpota DPRLY,
d) Kepwlusan Pimpinan DPRD KabupatenKotafPasal 3 Keputusan
Menteri Dalam Negen No. 41 Tahun 20010
Dengan  denrukaan, sebagian  kewenangan  untuk  melakukan
pengawasan represit terhadap kebijakan dacrah ads pada Menteri Datam
Negen (Pasal 2) dan sebapian lannya lagr mernjadi kewenangan Gubernur
dulam kedudukannyz selakn wakil pemerntah pusat (Pasal 3). Hal wu
berbeda dengan U] Mo, 5 Talun 1974 yang tidak mengatur secara tepas
organ peneriniahan yang berwenang melaksanakan pengawasan represif,
Mamun demikian secara tidak langsung. Gubernur disebu! sebagm
pemegang wewenang pengawasan represii  terhadap Feraturan Daerah
Tingkat [ dan Kepulusan Kepala Daersh Tingkal I (Pasal 70 aya 2 UU
No. § Tahun 1974}
Berkaitan dengan  penpgawasan  represif timbul peranyaan,
bagaimana kalaw Pemerintah Propinsi atau Pemerinlah Kabupaten

mengadakan penanjian dengan pthak luar dan welah disetujui oleh DPRD,

apakgh tetap menjadi obyek pengawaszan Pemerintah Pusat?. Untuk
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memawab pertanyaan i erlebih dabulu kita harus mehbat ketentume
daiam UL} No37 Tahun 1999 tenung Hubungun laer Nepen dimana
dalam Pasal 13 dischutkan -
Eembaga Negara dan Lembaga Pemerintaly baik  departemen
MAUpun non dupartemen viang mempunya rencana uniuk membu
peganpan Internasional, tetlebibh  dihuly melakokan  konsulias)
mengen:a rencana tersebul kepada Menten
Ketentaan tersehbut ditegaskan kembal dalam Pasal 5 UL Mo 24 Tahnn
2000 tentang Perjanpan Internasional yang menvatakan - “Lembaga Negara
dan Lcmbaga Pemenntah bak depwrtemen maupun non departernen, o
hngkat pusat dan daerah, vang mempunyval rencana untuk membug
peganjian mternaaonal ., dst”. Menyimak kedua ketentuan tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa kehamsan untuk melshukan “konsultas
dan koordinasi” dengan Menten, dapat digelonpgkan sebagal pengawusan
karena mempunya sifial pengendslism dan Pemenntah Pusat terhadap
daerah. Meskipun secara formal pengawasan tersebut bdak termasuk
sebaga  pengawasan prevenhf (dalam bentuk  penpesahan), namun
sehenamya secara substantif hal ite dapat dianggap sebagai penpawsasan

preventf dalam arti luas. Berdasarkan alasan-alasan dralas maka {erhadap
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perjuryian yang diadakan oleh Pemerintah Ducrah dengan pihak luar tidak
diperfukan lagi adanya pengawasan represif karena Pemerintah Pusat
sebenarnya sudah ikut terhbat dalam proses pembuatan perjanjian terseb.

Kembali pada U No. 22 Tahun 199% dimana dipersoalkan
mengena  dasar  pengawasan represif vaidu kepentingan umum  atau
peraluran perundang-undangan yang lelsh tingm dan/ atau peraturan
perundang-undangan lamaya, Unluk ity akan dibahas kriteria kepenlingan
umum dan knteria peraturan perundang-undanpan yang lebih lnggl dan/

dlau peraturan penuindang-undangan tainnya.

#. kriteria kepenlingan umum

[N Belanda, sebelum tshun 1983 alasan yang digunakan untuk
melakukan pembatalan adalah berlentanpan denpan undsnp-undane dan
kepenlingan amum.  MNamun sejsk hon [983 rumusan itu tidak

diperpunakan lagi, melminkan menggunakan “bertentangan dengan hukum

dan kepentingan umum”® Berlentanpan dengan kepentinpan umum

* Bagir Mman I, apcif, 173
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diartikan “bertentanpan denpan setiap kepentingan yang menurul alat
kclengkapan pemerintahan vang bereenang membatalkan, lebih berharga
(tebih penting) dari kepentinpan yanp diamwr dalam kepntusan yang
dibatalkan, yang penting dari kategori u adalzh berientangan dengan
kebiakzangan umum yanp dijalankan cleh pemenntah pusat”.™

Bak U U No. 22 Tahon 1999 maupun U U No. 5 Tahun 1974 |
demikian pula undang-undang sebelumnye, tdak permah memberikan
petunjuk atau penjelasan mengenai perngertian kepentingan umum. Dalam
kaitan ini Bagir Manan™ membedakan kepentingan umum kedalam dua
pengentian pokok. Periams, kepenlingan umum sebspai dasar untuk
membatasi hak-hak seseorang. Kepentingan umupm di sini memberikan
wewenang, kepade pemerintah untuk melakokan tindaksn stes hak-hak
seseofalg yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti
pencabutan hak afan pembebasan hak, Pembatasan hak-hak sescorang
uniuk kepentingsn wnum ini antara lain dapat dilihat dalam KEPPRES

No55 Tahun 1993 fenlang Pengadaan Tansh bapi Pelaksanaan

* fBid., op.cit, R 174,
1 g .
Ibid., op.cil, L3367,
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Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diatur datam Pasat

5 yang menyatakan :

Pembangunan untok kepentingan woum berdasarkan Keputosan

Fresiden mni dibarasi untuk :

{1) Kegralan pembangunan yang dilakukan dan selanjuinya dimiliki
pemerintah serta Ldak dipunakan untuk mencan keontungar,
dalam bidang-bidang antara lain sebagat berikut

a) Jalan umum, saluran buangan .

b) Waduk, bendvngan dan bangunan pengairen lainnya termasuk

rigasi,

¢) Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat Keschatan Masyaraicat,

dj Pelabuhan ataw bandar udara atau terminal;

£) Pernibadatan;

B Pendidikan alau sekolaham,

g) Pasar Umum atan Pasar Inpres;

h} Famlitas pemakaman unmam;

1} Famlitas keselamalan umum  seperti amara lain  tanggu]

penanggutanpan bahaya bangir, laher dan lain-lain bencana;

i} Pos dan lelekomunikasi;

k) Sarana olahraga;

[} Stasiun penyiaran radio, televist besertz sarana pendukungnya;

m}Kantor pemenntak;

n} Fasilitas Anpkatan Bersenjala Republik Indonesia

Kedua, kepentingan umum sebagai dasar untuk membatasi pemerintah.
Pemerintah pada dasarnya idak diperbolehkan untuk melakukan tindakan
atgn membuat kepulusan yang bertentangan dengan kepentingan umum;.

Penpawasan represif {pembalalan Perda atas Keputusan Kepala Daerah)
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berkaitan  dengan  pengertian yang kedua uu. Sualu bndakan  alau
keputusan pemenstah akan dibatalkan apabiia terbukn  berientamgan
dengan kepentingan umam. Masalahnya sekarang adalah menyangkut
pengertian {hatasan} kepentingan umum tersebut. Dalam Pasal 1 anghka 3
dan KEPPRES No. 55 Tahun 1993 hanya dinyatakan bahwa “kepentmgan
umunt adalah kepentingam seluruh lapisan masyarakat”.

Baiasan “kepentingan umum™ seperti Hu jelas masth kabur (abstrak)
karena masyarakat memiliki karaktensiik vang berapam dan terdin dan
berbapai kepentinpan vanp berbeda DBatasan yang lebih rinci tentang
kepentingan vmum ini justro dapai diemukan dalam INFRES No. 9
Tahun 1973 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak
atas Tanph dim Benda-benda yang ada diatesnya. Dalam Pasal | INPRES
il dinyatakan ;

1} Sualu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunsn mempunyal

sifal Kepenlingan umum zpabila kegratan tersebut
a. kepentinpan bangsa dan nepara, danfatan
b. kepentingan masyarakat fuas, dan atao
c. kepentingan rakyat banyak /bersama, dan/atau
d. kepentingan pembangunan.
2} Bentuk-benfuk kepiatan pembangunan vyang mempunya  sifa
kepenlngan vmum sebagammana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
meliputi bidang-bidang :
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a. Pertahanan;
b. Pekerjaan Umum;
¢. Perlengkapan Umum
d. Jasa Ulmuam;
e. keagamaan;
f. Ilmu Pengetahuan dan Sen: Budays:
g Kesehalan;
h. Clahraga;
1. keselamatan untum terhadap bencana alam,
|. Kesejahteraan sowaal,
k. Makam / kuburan;
l. Panwizata dan rebreas;
m. Usaha-usaha ekonomi yanp bermanfaat bagi kesejahtcraan umum.
3) Presiden depat menentukan bentuk-benluk kegpatan  pembangunan
lainnya kecuali sebapa dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang
menurul pertiimbanpannya perlu bagi kepentingan wmum.

Walaupun batasan ini lebih rinei namun fetap belum  dapat
rmemjawalr secara tunlas kriteria kepentngan umum. Apakah kepenlinpgan
kelompok tertentu dapar dijadikan sebagm dasar pertimbanpan bahwa
sugtu Perda berientanpan dengan kepentinpan umum, sehinggz Perda
tersebut hanis dibatalkam,

Di samping INFRES No. % Tahun 1973 dap KEPPRES No. 55

Talnen 1993 vang telah dischutkan distas, penebitian Universitas Gadjah
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1
1

Mada jupa berusaha menguralkan mengen:;.i. batas-baras kepentingan

wmnum dalsm pemeriniahan yang dapat dirinei sebaps berikut @ ™

1. Memelilhare kepentingan umuwm, yang khusus mengenai kepentingan
negara. Contoh | lugas pertahanan dan keamanan.

2. Memelhara kepentingan umuom dalam arti kepenungan bersama dan
pada warga negara yanp tidak dapal dipebhara olch warga sendin.
Conloh ; persediaan sandang pangan, kesejahteraan dan lam-laimn.

3. Memelihara kypentingan bersama yanp ldak scluruhnya dapat
dilakukan oleh pura warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan
negara. Contoh pendidikan dan pengajaran, kesehalan dan lain-lain.

4. Memelihara kcpenlingan dari pada warga negars perseorangan yang
tidkik seluruhnya dapai diselenggarskan oleh warga nepara sendin,
dalam bentuk bantuan negara adakalanya nepara memelihara selurh
kepentingan persecrangan iu. Contoh : pemeliharaan fakir nusking

anak yatirn, anak cacst dan lan-lan.

* Kuntjora Purboprancts, Seberapa Cararar Hukum Tata Pemerintchan dan
Huitwm Administrasi Megara, Alumni, Bandung, 1978, 139,
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5. Memelihara keteriban, keamanan dan kemakunuran setempal. Contoh ¢
peratiran laln hntas, pembangunan perumahan, dll.

Walaupun telah divraikan secara nnel namun lelap juga belum dapat
menjawal secara tuntas batasan yang pastt mengenai kepenlmgan Wium.
Itulah sebabaya sumpm sand i belum ada pengertian yang utuh mengena
kepentmgan umum, Untuk menghindan fleksibilitas penafsiran secara
septhak dan dem kepastian hekum, maka snduh seyvogyenys lerminologl
kepentingan umum diberi batasan formal, Keputusan Menleri Dalam
MNegen Wo, 41 Tahun 2001 tentang Penpawasan Represif hanya
menyatakan bahwa kepentingan umum meiiputi kepatutan atan kebiasaan
yang berlaku di suatu dacrah seperti norma agama adal istiadal, budaya
dan susila serts hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbufkan
ekonona braya tinpggi (Pasal 5 ayat{1) eputusan Menten Dalam Negeri
Neo. 41 Tahan 20001),

Ada pendapat bahwa Perda yang representahifl  memenvhi
kepentingan umum adalah Perds vang berdasarkan asas Transparansi

(keterbukaan), aspiratif, dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses
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pembuatan Perda™  Jika Perda tidak memenubi kriteria tersebut maka
dapat mempengaruhi keabsahan Perda dan olch karena tu menjadi alasan
bagi pemetintzh pusat untuk menpgonskan kewenangan alnbutil dalam
ntenjalankan pengawusan represif.

Pendupat lersebut dapal difahama karena dilandasi oleh pemikiran
bahwa kelerhukaan merepakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
bertumpu alas asas demokrasi {partisipasi), dimana rakyat mempunym hak
untuk  jkut  memutuskan dalam  proses  pengambilan kepulusan
pemenintzhan ' Keterbukaan meliputi keterbukaan sidang-sidang badan
perwakilan rakyat, keterbukaan informasi,  keterbukaan prosedur,
keterbukaan repisler.  Kelcrbukaan dalam  pengambilan  kepulusan
memurpkinkan  pengawasan, dan bagm  pembuat  keputusan akan

mendorong skap hati-hati dalam pengambilan keputusan ™

¥ Abd Rahman, Fumgm Mahiamah Agung Dalam Penvelesaian Feberatan
Terhadap Pembatalan Peraturar Daerad, Tesis, Program Pascasajana Universitas
Air!mgga, Surabaga, 2000, K, 160,

Plilipus M Nadjon, Teterbubqan Pemenntah dan Tanggurg Cugat
Pemeriniah, Makalah, Disampaikan pada Seminar Hularn Nasonal ke VI, BPIN-
Depuﬂt::uen Kehakiman R, Jakaria, 12-15 Oktober 1999, h.6,

Ihid W7,
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Mengingal tidak  aduanya  pengertian yang  wuh  mengenal
"kepentingan umum” i, maka dalam hukum admiustras perulaian
tethadap kepentingsn nmum 1 digolongkan sebagat wewenang diskrest
datam arti vang tedak sesungguhnya {kebebasan penilsian} Wewenang
untuk perdaan bebas i tenjadi karena adanyva nonma tersamar atau vage
rnormen.’? Dengan demikian faktor subyektivitas dard pembuat kepulasan
memankan peranan lebih besar. Dengan kala lan kntena kepentingan

untum tergantung pada mierpretas dar pembuat kepuolusan,

b. Kriteria peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi danf
atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Unluk menjawab apa yanp dimaksud denpan persturan perundang-

undangan, akan digunakan dus pendekalan sebapaimena dikemukakan

¥ Phitipus M Hadjon, Pemeriniahan Mennrut Hubim (Wel - on Rechimatip
Bestuur), Sebuah Studt Imperpretas! Terhadap Ketermmn Pasal 53 Ayat (2) O No. S
Tahun {956 Tentang Peradifan Tata Useha Negara, Pidate Timizh pada Dies Natalis
V den Wisuda Sarjana Siewa I dan Program Diploma 01 Universitas Kalelik “Widya
Karya”, Maling, 27 Jumi 1992 h.7.
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oleh Bagir Manan,"  yaity pendekutan teoritis dan pendekatan hukum
positif.
{ 1. Pendekatan (eorls.

Kata “perundang-undangsn” yang merupakan  (erjemahan dan
“welpeving . Ugezelzpebimy . Vlegivlaiion” mengandunpg dua  arti
Fertamz, beranti proses pembentukan peraturan-peraturan negary dan jenis
yang tertingpi yalu undang-undang sampat yang Werendah vang dihasilkan
secara atribusi alan delegasi kekuvasaan perundang-undangan. Keduoa,
herarti keseluruhem produl peraturan- peratuean negara tersebut.

Undang-undang juga senng dipunakan dalam dva penpertian yatu
dalam arti formal dan dalam arti matenal Dalam arti formal, undang-
undang ialah menunjuk kepada sate hentuk peraturan atau ketetapan
lettenlu yang dibuat eleh pembentuk undang-undang, Dalam sistem D
1943 nusalnya dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Scdangkan

undang-undang dalam arti material adalah semua peraturan (dengan tidak

¢ Bagir Manan §, op.cit., h. 361,
¥ Maria Faride Soeprapta, Jirm Perundanpg-undangan, Dasar-dasar dan
Perbentukannya, Penerbit Kanisivs, Yogyskarta, 1098 h 3.
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memperhatiikan bentuknya) yang mempunya kekuvatan mengikal kepada
masyarakal * Termasuk dalam jemis vang terakhir ini selain undang-
uwndang juga Peraturan Pemerinlab, Keputusan Fresiden, Kepulusan
Menteri, Keputusan Lembaga Pemerintah Non Deparemen, Peraturan
[aerah, dan sebagainya.

Dengan demikian, pengertian “berlenlangan dengan peraiuran
perundang-undangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 U No.22
Tahun 199% mengandung sri berientangan denpgan undang-undang datam
artl formal manpun undang-undang dalam arti materje). Dalam hubungan
mi Bagir Manan menggunakan istilah “bertentangan dengan hukum™
Suate Peraturan Dzersh dikatakan bertenlangan dengan hukum apabiia -*°

a) Bertentangan dengan semua peraiuran perundang-undangan vang lebih
tingg tmgkatnys,

b} Bertentangan dengan hukum adat yang hidup dan diakui:

¢} Berlenlangan dengan kaedah-ksedah hukum vang lahir dard
yorisprudensi;

d} Bertentangan dengen kaedah-kasdah hokum kebiasaan ketatanegaraan
vang berlaku umum.

© Joeniarte, Selayang Pandang Tenmtang Sumber-sumber Hukum Tata Nepara
% Indonezia, Liberty, Yogyakarta, 1983, h, 104,
*® Bagir Manan I, op cif,, h.190,
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Kalau mengacu pada sistemm hukum Indonesia yang masih mengakui
hukum adat sebapail sub sistem hukum nasional, serta masih dikenalnya
berbagai hvkwm kebissaan (konvensi) dalam prakiek penyelenggaraan
pemennlahan, maka pengertian bertenlangan dengan hukum sebagaimana
dikemukakan diatas nampaknya lebith tepal digunakan. Hukum adal
maupun konvensi tidak termasuk kstegon hukum perundang-undangan,
sehingea fidek mungkin digunakan mentlai sustu Peraturan Daergh
ataupun Keputusan Kepalg Dasrah. Wamun demikian, karena berdasarkan
sistern pemerintahan dan hukum konstitusi bahwa negara kita adalah
negara hukvem matenil atan negara hukum dalam arts luas dimana hukum
hidaklah semats-mata diartikan hanya peraturan perundang-undangan,
akan tetapi termasnk pula hukum adat den hukum kebinsaan serta kaedah
hukum yang labir dan yunisprudensi. Oleh karena fto ditingan dari segi ing
maka dasar bertentangan gengan hukum schaga dassr untuk menils
Peraturan Daerah tidaklah berlebihon. Sebagai contoh Propinsi Bali yang
masyarekatnys terkenal memiliki adat istiadal vang kual yang didwkung

oleh lembapga adat geperti Desa Adat den Banjar. Dari sepi program
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Pemerintah Dacrah Bali dalam mengembangkan panwisata budaya telah
terbukti didukong cleh adat istiadat dan agama Hindu yanp merupakan
akar dan budaya Bah, sehingga adat dern hukum adanya tidak holeh
{habaikan begitu saja.

{2). Pendekatan hukum positif,

Tap MFR No. [IIMFR/2000 telah menentuksn berbagai jenis
peraturan perundang-undangan. Mamun demikien, tidsk semua jenis
peraturan  lersebui  dapst digelongkan sebapai peraluran perundang-
undangan, scperti ;

a) Ketetzapuan MFPR
Pada dasarnya semua Ketetapan MPR adalsh peraturan perundang-
undangan, Mamun kenyataannye tidak demikisn Misslnys Ketetspan
MPR, lentang Pengangkatan Presiden dan Walil Presiden. Ketetapan imi
bersifat individual dan konknt, sehingga tidak memenuhi syarst untuk

digolongkan sebagei perauran perundang-undangan

u Bagir Manap, {etal ), Peranten Peraturan Perundang-undangan Dalam
Pembinzan Hukum Nesional, Armico, Bandung, 1987, h.14
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b) Keputwsan Presden
Sepert) halnya Ketetapan MPR, secara gramatikal semua Kepuiusan
'resilen adalah peraluran perundang-uwndangan, tetaps Keputusan
tenitang Pengangkatan, Femberhentian Menter, Gubernur atau ain-luin,
keputusan sepenis iu adalab sualy ondakan adromstralll vang bersilal
individual dan konknt, karena iu tdiak tergolong schuaga peraturan
perundang-undingan,

¢) Peraturan [Daerah dan Keputusan Kepala Daersh
Kepulusan Kepala Dacrah sepertt halnya Keputusan Presiden, ada vang
berupa Peraturan dan Ketetapan,  Kepwlussan Kepala Daerah yang
berupa kelelapan dengan sendinnya tidak memenuhi syarat sebagai
pergluran  perundang-undangan, Dalam kailannya dengan Peraturan
Daerah, permasslahan yang timbul adalah apakah PERIDA Tingkat [
(Propansty i bidanp tugas pembantuan dapat diperpunakan sebagai
dasar untuk membatalkan PERDA Tingkat i1 di bidanp urusan rumsh
tangga (otonomi)? Menumt Bagir Manan ¥, hal itu dapal dilakukan

® Bagir Manan 1, op.¢rf., h.245.
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karena secara hirarkhis PERDA Tingkst | di tidang tugas pembaniuan
tersebut iebih tinggi tingkatannya dan FERDA Tingkat 11 di indang
urnsan rumahk langes dacrah. Do smmping o tdak ada perbedaan
riendasar antara tugas pembantuan dengan otonomi karena keduanya

adalah unsur desentralizasj.
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KEWENANGAN KEKUASAAN KEHARKIMAN
DALAM RKAITANNYA DENGAN PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Kewenangan  melakukan  pengawasan  represif (dalam hal am
pembatalan  Peratwran  [aerah) ternyata tdak  hanya  dinmalikn - oleh
Pemerimtah {Pusat), tetag jugs mempadi wewenang kekuasaan kehakiman
vakni Mahkamal Avong. Dengan kata len, & sammng funges peradilan,
Mahkamal Agung jupa mempunya Mingsi-tanest lainnys, salah satu
diamaranya adalal Ffunesi pengawasan. Berkalan dengan pengawasan
terhadup pemerimahun dacruh paling tdak ada dua fungs vang dijalunkan
oleh  Mahkamah  Agong  watu  funga Muhkamah  Agung  dudam
menyclesatkan  keberatan  terhadap  pembalalan  Perauran  Dasrah
berdasarkan Pasal 114 UU Ne 22 Tzhun 1999 dan fungs Mahkamah
Agung sebapar pelaksana hak up matenid, Oidch karena #u uralan benkut
inr akan membahas kedna fungs: tersebut. DI sumping itu jupa akan

divratkan mengenai kemungknan penyelesaim keberatan tersebut melalu

173
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Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 O LUUGD 1945 (setelah

Amandemen).

1. Fungsi Mahkamah Agung Berdasarkan Pasal 114 11 No.22/1999.
Pasal P14 ayat (1) U No.22 Tahan 1999 menyatakan sebaga
berikut
Pemenntah dapal membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Deerah ymng bertentangan demgan kepentmpan umurm atau
peraturan perundang-undangan yvang lebih tingg) dan/ atau peraloran
perundang-undangan lainnya.

Selanjutnyz dalam ayat {4} disebulkan ;

Diaerah yang tidak dapat menenma keputusan pembatalan Peraturan

Daerah den Kepulusan Kepala Daerah sebagmmana dimakzod pads

aval {2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung

setelah mengajukannya kepada Pemenntah.

Berdasarkan penelilian vang penulis lakukan di Mahkamah Agung,
sampal dengan penulisan disertasi ini tidak ada satupun penmohonan

keberatan dan Pemerintah Daerah tethadap pembatalan Peratnran Dacrah

olelt Pemerintah Pusal yung masok ke Mahkumah Agung. Ini berarli
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kelentuan Pasal 114 ayal (4} diatas belum pemaly dilaksanskan Hal yang
sama juga terjadi di Departemen Dalam Ivegen, dimana Pemerintzh
{Depdagri) belum pernah menerima keberatan dan Pemenntah Daersh
yang Peraturan Daerah-nya dibatalkan. Pada hal berdosarkan data yang
diperoleh i Depariemen Dalam Negen, jumibali Feraluran Dacrah yate
dibatalkan mencapai 20 buah yang umumnya menyangkul tenlang pajak
dan retribusi daerah. Hal ini mesunjekkan bahwa Pemerniniah Daerah pada
prinsipnya menerima Kepulusan pembatalan oleh Pemerintah {Pusat)
tersebut sehingga tidak perlu lagi mengajukan keberatan bak kepada
Pemerintah maupun kepada Mahkamah Agunp.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelesckan pengajuan
keberalan atas pembatalan Peraturan Daerah sebapaimana disebulkan
dalam Pasal 114 ayat (4) diatas memmbulkan beberapa masalah hukum
vaitu : apakah pengajusn keberatan ke Mahkamah Agung itu sebagai
proses banding admumstratif stavkah merupakan proses peraditan ?.
Tawzban terhadap kedua permasalahan tersebut akan dibahas dalam uraian

benkul .
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. Kemunghun Muhkwmain Agung schaga bandimg adminstrand
Jika diperliankan secara cerma Ketenquan Posal 14 avar (43 UL N
22 Tahun 1999 didas, ada dus keberatan vang dupar dijukan oleh daerah
yamg  PHRIA-nya  dibatalkan.  Pertamen keberaan dimjukan kepada
Pemnenntah (Pusat). dan kedus keberatan digukan kepada Mahkamah
Agung. Keberatan ke Mahkamah Asung baru dapar dilakukan apabila
sebelumnya sudah mengajukan keberatan kepada pervrintah. Sehubungan
dengan hal jm tmbal pertanyam, apakah keberstan vang dugur dalam
Pasal 114 aya (4) diatas dupat dipersamakan dengan prosedur keberatan
dan banding admitistratif vang dikenal dalam Ul No. 5 Tahun 1986 7
Perla diketshw, dalam ULl No. 5 Tahun 1986 tentang Peradiian Tala
Usaha Mepara mengalur tentang keberatan dan banding sdniinistratif dajam
Fasal 48 dan Fasal 55
i'asal 48
Iy Dalam hal suatu Badan ataw Pegabal Tata Usaha Negara diber
wewenang oleh alau berdasarian peraturan perundang-undangan
untuk menyelesaikan sccara adnvinistranf senpketa tata usaha
negara terfentu, maka sengketa tata usaha negara tersebul haruws
disclesakan mebabul upaya admumistranf lersedia,

2y Pengadilan baru  beorwenang  memenksa,  memuwius dan
menyelesmban  sengkefa tala usaha  negara sebacaimana
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dimaksud dalam ayal (1) jika seluruh upaya administratif yang
bersangkutan Lelah dipunakan,

Pasal 51 ayat (3 :

Pengadilan Tingg: Tata Usahs Nepara bertugas dan berwenang
memeniksa menmutus dan menyelesaikan & (ngkat penama
sengheta tata usaha negars sebagaumans dimaksad dalam Pasal 43

Selanjuinya dalam Penjelasan Pasal 48 dinyatakan

upaya administratif adalah sustu prosedur yang dapat ditempuh oleh
seorang etau badan hium perdata apabila 18 udak puas terhadap
suaiu K eputusan Tata Usaha Negara, Prosedur lersebur ditaksanakan
di lingkungan pemenntghan sendini dan terdin stas dua bentuk.
Dalam hal penyeiesalannye ftu hans dilakukan oleh instans atasan
atan mstans lan darn  yveng mengeluarkan kepulusan yang
bersangkutan. maks prosedor tersebul  dinamakan “banding
Dalam hal penyelesman Keputusan Tata Ussha Negara tersebut
harus dilakukan sendin oieh Badan stau Pejabat Tata saha Negara

yang mengeluarkan keputusan o, maka prosedur yang dilempuh

tersebut disebut “keberatan™.

Apabila “keberatan” yang diatur dalam ketentvan Pasal 114 Ayat (1)
UU No. 22 Tahun 1999 dikmtkan dengan ketentusn Pasal 48 UL No.5
Tahun 1986 makz nampak ada persamasnnya yakni kewenangan untuk
menyvelesaikannya dilakukan oleh instansi yang sama yaitu insians) yang

mengeluarkan  keputussn.  Sedanglan perbedasmnva adalah  bahwa
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terhadap putosm pada keberaian yung disgtur dadan Pacd 98 L oS
Tahun 1986 tferbuka upaya banding adminizranf dan terhadap putusan
handing administrant’ mu dapat digugar ke Pengaditan Tinggs Tata Usiha
Negars (PT-TUNY sebugan perddilan tinghat pertama Pada putusan
keberatw dalam Pasal 114 ayid {47 GU Ko 22 Tahon 1999 tdak tersedia
banding admimstratif, melankin langsung ke Mahkamah Agung schaga
peradilan lingkal perama dan teraklur (Pemelasan Pasal 114 ayat (4) UG
No.22 Tahun 19997, Perbedaan lmnnya terletak pada obyek sengketa
Dalam UTJ No 5 Tahun 1986, obyek senpketa dalam prosedur keheratan
adalah Keputusan Tata Vsaba Negara yang sitainya konkrl, indradual dan
final, sementara menurut B No 22 Tahan 1999 vang menjadi obvek
sengketa adaizh pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusm hepaka

Diaerah.

h. Proses PMevutilan
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Sudikne  Mertokuswme'  menyatakan  bahwa  pada desamva
peradilan selalu berkatan dengan pengadila. Pengadiian bukanlah
semata-rata sebag hadan aniuk mengadhh. melankan scbhagar pengeian
vany, ithsltik ylo hal memben keadlan, Menuwrt Rachme Socmuro,’
peradiian merupakan suarg kekuasaan (dalam ani “functse™) vang berdin
sendin berdampinpan dengan kekuasaan  Jannya Selamiulnya
disimpulkan, sebagal lembaga peraditan paling Udak ada beberapa unsuoe
peradilar yany harus dimulikl vaitg
a} adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikal umum, vang
dapat diterapkan pada sutu persodam;

b} adanya suatu perselisihan hukum yanp konknt:

¢) ada sekurang-keranpnya dug prhak;

d) adanys sualu  aparatur  peradilan yang  berwenang  memutuskun
perselsiban.

stmentars itu menund Sjachran Basah” peradilo adalzh segala
sesualy yang bertalian dengan tupas memutos perkara dengan menerapkan
hukum “in conereto” dalam mempertabankan dan menpamim ditastinya

' Dikutip dari Sysclwan Masah, Sbustens dan Tolok Diur Radan Peradian
Administras [r Inderesia, enerbit Alumni, Dandung, 19835, b.26.

“ Thed .28

' Farai
*Ihid b9
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hukwn materiil dengan menpeunaian cara prosedural vang ditetapkan
aleh tnakum format, Dengan denukian Sjachran Basah menambahkan sate
unsur lagi dari unswr-unsur yang telah ada yailu adanya hukum tormal
dalam rangka menerapkan hukum dun menemukan hukum " concreto”
untuk menjanan ditaatinya hakum mateml.

Jika unsur-unsur peradilan tersebut diatas kemnodian dikathan
dengan kelemluan Pasal 114 ayat (4) LU Ne2? Tahun 1999, apakah
Malikamah Agung dapal dikatakan menjalankan proses peradilun dalam
menyelesaikan keberaian.

Penjelasan Pasal 114 ayat {4) UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan
“pongaivan keberatan kepada Mahkamah Apung sebapm upaya hukum
lerakhir ditakukan selambal-lambatnya ma belas han selelah adanya
keputusan pembatalan dan pemenintah”. Upaya hwkum terakhir menurut
Pasal 10 UL) No.l4 Tahun 1970 adalah sarena yeng ditempuh sebaga
upaya untuk mendapatkan keadilan melalni proses peradilan sampai pada
ungkat Mahkamah Agurg. [h Indonesta dewasa ini lerdapat berbapai

badan peradilan sebagm vpaya hukum untuk mendapatkan keadilan, yang
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dibedakan alas upaya hukum brasa dan upaya hukum luar biasa. Upava
hukum biasa ditempuh meialui peradilan tingkat pertama peradilan
banding, dan peraditan kasssi. 3edangkan upaya hakum lvar biasa dikenal
dengan istitah “peninfauan kembali” {FK).

Dalam konsep hokumt adnumsirass, upaya hokem biasa berkatan
dengan perhndungan hukum preventif yailu svatu bentuk upaya hukum
yang dapal dilakukan terhadap keputusan pemerintah yang belum
mempunya kekuatan hukum mengikat {(maferiele rechfzirachl) sepert
pengajuan kebersten (fnzpraak).”

Kembali kepada pertanyaan sebelumnyaz yaitu apakah  dafam
kaitannya denpan keténtuan Fasal 114 ayat (4) UU No.22 Tahop 1999
Mahkamah Agung menjalankan fungsi peradilan. Seperti diketahw, Ringsi
peradtlan hanyalah salah satu dan fungsa yang dinulika oleh Mahkamah
Agung. Berdasarkan UL No.l4 Tghun 1970 dan UU No 14 Tahun 1085

Mahkameah Agung memiliki kewenangan mengadili :

* Philipus M. Hadjon, Periindunpan Hubum Bagi Rakyat Dt Indonesia, Sebuah
Studf  tentang  Prnsip-prinsipnya,  Pemawgenannya olek  Pengadilan  Dafam
Lngbungan Peradilan Umum dan Pembernivkan Peradifan Administrasi MNegara,
Cetalean Pertama, PT Bira Ilmu, Surabaya, 1987, b 1.
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11 dalam tngkat periama dan terakluir mengens
perschahim  yunsdiks: (kekuaszan mengadth) antara  badan
peraditan dalam lingkungan vang berbeds;
- persehsthan vunsdiks: antara badan-badan peradilan sederajat
vang termasuk wewenang pengadilm tingg) vang berlainan,
- semua sengkela menpenal wewenang mengadih atdars pengadiban
vang, Lidak termasuk  butir-buonr diatas (Pasal 33 U Mo 14 Tahun
1985).

2} dulam tingkal kasasi -

- perkara-perkars yang dimohonkan kasas dalam semua linpkengan
peradilan (Pasal !0 ayal {3) dan Pasal 20 UL No.14 Tahun 1370
dan Pasal 29 UL No_ 14 Tahun 1985

- melakukan pengnjian materil terhadap peraluran perundsmg-
undangan dibawah undang-undang dengan jalan kasasi (Pasal 26
(A Mo 14 Tahun 1970 dan Pasal 31 UL No. 14 Tahun 1985).

3) melakukan penimjauan kemball perkara-perkara yang dimohonkan
perinjauan kembali {1*agal 21 1] No i4 Tahun 1970 dan Pasal 34 UU
No.14 Tahur 1985)

4} memberi putusan Jalam hngkat peniama dan terakhir semua sengketa
yanp timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya cleh kapal
perang R1 (Pa=al 33 ayat (2) UU No. 14 Tabun 1983,

Betdasarkan funpsi peradilan tersebut diatas, lemyata tidak ada
sgtupun yang lerkait dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam
menyelesaukan  keberatan mas pembatalan  Perauran  Dacrah  dan
Keputusan Kepala Daereh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 1)

No.l2 Tahun 1999 Ini berari bahwa kewenangan Mahkamah Apung

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

183

dalam menyelesaikan keberatan tersebut merupakan kewzanangan baru darg

kewenangan yang telsh ads Tupas dan kewenangan bars ini dapal
dibenarkan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 U Nol4 Tahun 1985
yang menyalakan

“Di samping tugas dan kewenanpan lersebit dalam Bab i,

Mahkamzh Agung dapst diserahi mgas dan Kewensmgan lain

berdazarkan Undang-undang”.

Peftanyaan  berikutnya  yang muncul sehubungan  dengan
kewenangan bamu dalam Pasal 114 UTi Ne22 Tahon 1999 adalah
bagaimanz cara Mahkamah Agunp melaksanakan kewenamgan tersebut.
Terhadap hal im Pasal 7% UU No. |4 Tahun 1985 memberikan jalan keluar
sebaga benkut

"“Mahkamah Agung dapat mengaiur lebik lanjul hai-hal yang

diperlukan bagi kelancaren penyelenpgersan peradilan =pabila

terdapal hal-hal yang belum cokup distur dalem undang-undang

111
Dengan demikian oleh [Tndang-undeng lersebut, Mahjamah Agung
dibérikan wewenang menenlukan pengaturan tentang cara penyelesaian
suatl soal yang belum atan tidak distur dalem undanp-undang. Ini berarti

Mahkamah Agung dalam  menyelessikan  penpmjuan  keberatan
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sebagammana ditentukan dalam Pasal 14 UU Mo, 22 Tahun 1999, dapat
mengounakan kelentuan dialas sambil menpupayakan zesegera mungkin
peraluran perundang-undangan lentang hukum acara keberalan terhadap
pembalalan Peraluran Daersh.

Berkanan dengan penvelesaian keberatan terhadap pembatalan
Feraturan Daersh dan kKeputusan Kepala Daerah cleh Mahkamah Agung,
pentanyaan yang nmbul adalah gpakah hal it termasuk senpkela tata usaha
negara, sengketa perdata ataulah sengketa tafa nepara Hal i sangat
penting mengingat perbedaan atas jenis senghketa lerstbul membawa
konsekuensi terhadap kompelenst pengadilan yang berwenang memeriksa
dan mengadil; pugalan lerthadap pemerintah.

Untuk sengketa tata ussha negara menjadi kewenangan Pengadijan
Tata Usaha Negara {PTUN) berdasarkan UU MNe.5 Tahun 1986. Dalam
sengketa taly usaha negara selalu berhadapan dua pihak vailu antara crang
atan badan hukum perdata selsku penggugal, dengan badan atsu pejabat
tata usaha negara sebagal pihak yang digupat. Dilihat dan sisi ini maka

jelas bahwa penyeleswan keberatan dalan Pasal 114 ayat (4} UU No22
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Tahun 1999 ndak termasuk sengketa (ala vsaha nepara karena yuang
berhadapan digini adalah dua badan hwkum publik yaknt antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang membatalkan Peraluran
Daerah.

Adapun sengketa perdata dalam kaitanmya dengan tanggung gugal
pemerintah didasarkan pada perbustan melanggar hukum oleh pemenntah
stau penguasa Gugatan semacam Ul higsanya bertujoan untuk menuniul
ganii kerugian dan menpadi kompetensi peradifan umum.  Dengan
demikian, walaupun yang digugal i#tu pemenntah, namun tetap merypakan
ianggung pugat perdaia dan karenanya menjadi kewenangan peradilan
amunt. Hal un juga dapat dilihat dalam Fenjelasan Umum UU No.5 Tahun
1980 yanp menyatakan ;

“Sengketa tata usaha negara lainnya yang menurut undang-undang

mm tdak menjadi kewenangan Peradilan Tala Ussha Negara

diselesaikan oleh peradilan vmum”,

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peradilan umum berwenang
mengadili pugatan terhadap pemenintah yang berkaitan dengan tindakan-
tindakan pemerintahan di luar keputusan (ata vsaha nepara. [Dalam

praktek. pugatan terhadap pemerintah  mecldw  peradilan  wnum
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divvmuskin sebugm perkara perdata Perbediamnyva dengan Linggung
pugal lala wsaha negora terletak pada pettum. Dadam langgunge gueat
perdata petitum uliona adaduh ganti rogl sedanghan dalan tanggune wupal
lta usabia pegira pottume wtama adalale pembatalun kepatusan ta usiha
negarat Dabum kaannys dengan ketentmun Pasal L avar 4y UL No 22
Tahun 1999 keberatan dimaks=ud bukanlah scal gant rug wetapl erkatan
denpan kepute=an pewbatakan Peraturan Daerah oleh Pemenmiah (P usal
Sengketa ala pegara berkatan dengan pengeunaan kewenangan
ketatanegaraan yang merupakan wewenang publk yang bersumber scoara
ginbutll. Dengan kata Lan gupatan ketataneparaan adalah gupatan vang
berkallan dengan sengketa kewenangan, misalnya sengketa kewenanpai
antara pemenniah pusal dengan pemeriidah dacrah dalam hal pengelolaan
pelabubim.  Menwrut Pasal 26 UL Wo. 2l Tahun 1992, wewenmng
pengelolwm pelabohan beruda di tangan pemernntah dengan wewenang
pelimpaban kepada Badan Usaha Milik Nepara. Namun dalam UU No .22
Tahun {999 khususnya Pasal 7 dinvatukan bahwa “kewenangan ducrak

mencakup kewenamgan dalam seluruh ladang, kecualy . dst”
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2. Mahkamah Agung dalam melaksanukan fungsi hak uji materiil

Hak uji maleml diartikan sebagal suatu wewenang  uniuk
menyvelidikt dan kemudian mentla apakalt spals peraturan perundang-
undangan sinyd sesum oatan bertenbangan dengan persuran yang lebih
ungg Jderyainya. serta apakah  suate  kekuasaan  tertemiv berhak
mengeluarkan peraturan tertentu.” Dengan kaia lawn, hak mengun malerii
1ty berkenaan denpan i1#1 dari suatu peraturan dalam hubunpgannya dengan
peraturan yaurg lebik tnggl derqjatnya.

Dalam kaitannya dengan pengujian 0, masing-Masing nTegara
mempergunakan cara yanp berbeda Ada negara vang menyerahkan
penilaian alau penguiian int kepada salah saly badan peradilan atan semua
badan persdilan. Amenka Senkat mizalnyva membenkan wewenang
penguytan, kepada semua badan peraditan amum (Ordingry Law Courl)

unluk menguji peraturan perandang-undanpan dan tindakan pemerintzh.”

* Sri Soemant, Heb Uy Mareriil fx Jadonesa, Penerbil Aloni, Bandung,
1927 hil
" Ibud, h, 15,
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i Indonesia, sepanyang mengenal persturan perundang-undangan
vang Ungkatanuya lelwh rendah dan undang-undang, pengujiannya
ditakukan cleh Mahkamah Agung. Hal i ditepaskon dalam Pasal 26 BU
No. 14 Tzhun 1970 yang menyatakan -

1j Mahkamah Apung berwenanp untuk menyatakan udak sah
semua pergiuran perundang-undangan dan tngkat yang lebih
rendah dan undang-undang atas alasan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan vang Jebih tingg.

2} Putuwan leptang pemyataan hdak sahnya peraburan pemndang-
undangan tersebut dapat diami] berhubung dengan pemenksaan
dalam tinpkal kasasi.

Ketentuan lersebul kemudian ditegaskan kembali melalm Tap MPR

No. IIPMPR/1978, dimana dalam Pasal !l aya (4) dinyatakan bahwa :
“Mshkamah Agung mempunyst wewenang mengu)i secara matertil hanya
terhadap peraturan  perundang-undangsn dibawsh undanp-undang”.
Ketentuan lain yang menjadi dasar hukum dimilikinys wewenang untuk
melakukan win materil oleh Mahkamah Agung adalah Pasal 3] 17 [ No. 14
Tahun 1985 yang anlara lain menyebutkan :

1}y Mahkamah Agunp mempunya wewenang menguji secara
materiil hanya wrhadap peraturan perunding-wndangan dibawah
undang-undang;

2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan lidak seh semua
peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah
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dan undang-undang atas alusan berlentangan dengan peraturm,
perundang-undamgan yang lebih tingpy,

3) Putusan tentang pemyataun tiduk sahnya peraluran perundang-
undangan tersebul dapat diambyil berhubunpg dengan pemerikcsaan
dalum tingkal kasasi. Pencabulan peraluran perundang-undangan
vang dinyatakan tidal; sah Lersebul dilakukan segera oleh mstana
yanp hersangkotan.

Berdasarkan ketentuan diatas jelaslah bahwa Mahkamah Apung
memiliki kewenangan untuk melaksanakan hak wji materid namun lerbatas
pada peraluran perundang-undangan vanp derajarnya lebth renduh din
undang-undamy, [ samping itu pelaksanaan hak u)l tersebut harus
dilakukan pada pemeriksaan dalam ungkat kasasi.

Sementara Uy hak up maternl terhadap suatu undang-undang
memang scrapat memjadt perdebatan dikalangan para abl hukum lerutama
menpenat lembapa manakah yang berwenang menguj undang-undang,
Wamun perdebatan itu kemudian berakhir selelah dilakukan perubahan
tethadap UUD 1945 melalu amandemen keliga dan keempal, dimana
kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap undanp-undang

dibetikan kepada Muhkamah Konstuusi Hal m dapat diliha! damn
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keteluan Pasal 24 O ayat (F) VR 1935 {setelah amandemen) yang
menvalakut ;

dMahkamuh Konstitus berweiang mengaddi pada tingkal pertama

dun terakhir yang pwtusammya bersifat finad untek mengun wndang-

undang  lerhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  =engleta
kewenangan lembapa negara vang kewenanpmnnya dibertkan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran parta pohbk dan

mernutus perselisihan {entang hasd perubihan smum,

Sebelum dilakekannya  amandemien  lerhadap LG (945
diberlakukan pula Tap MR Mo, IHAPR2000 vang memberikan
kewenangan kepada PR untek mengwi undang-undang  terhadap
Undang-{Indang Dasar (945 (Pasal 5 aya(l). Lahonya Tap MPR mu
didasarkan pada pandsmpan bihwa MPR adalah pelaksana kedanfalan
rakyat yang dapat dianalopikan dengan posisi parlemen Inggens,

Pandangan vang demikian pada dasarnya tidak dapat diterima
karena sislem kKetatanegaraan Inggeris berbeda dengan sistem vang berlaka
di Indonesia. Dalam ketataneparaan Inpeeris dikenal supremasi parlemen,

sedanpkan Indonesta menganuol prmeap supremast Undang-Tlndang Diasar

(datarn hal 1m UUD 1945}, Lh Inggens bdak terdapal suatu konstitus
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sebapgiu the sepreste frw T sehinpra ndak munpkm menpu
kKorstitnsionaitas " parbameniary aol .

Denwan membandinghan sislem belatanemivasan Helanda, Philspus
M Hadien® mengeraukakan batwis memane dalame Grondwet DBelands
terdupad <o barangan menygagpe dreffeetidgeoverdod . Latar belakang dun
larangan 1t palay bajvwa pembeniek ondang-undang efe wetzever: dulam
kualitas tertentu bertindak sebaga gromdwetpever. (Oleh karena ity hadan
ratah yang  paling tepal untuk mensup atau mcniku
“fomiprondwetingheld” dan produknya. Latar befakang pikiran i sulit
dranalopikan denpan sistem kita karena MPR bukunlah badan pembentuk
undang-undang, dan mempakan salah kaprah pka dikatakan bahwa MPR
merupakan badan jegisiai tertinggt.

T Indonesia, pada masa berlakunya  Undang-Undeng  Dasar
Sementara 1950 dalam Pasal 95 dinvatakan secara tegas bahwa “undang-
unduang tidak dapat diganpen gogat”. Laranpan semacam i tidak terdapat

Flalipies M Hadjen, Wewenanp  Aaklomah  Apune  mengh) (0
Lorstitusionalitas Urdanp-tindarg, Mukalah disampaikan pada Colague Carg Besar
dan Paloar Noeo [hukoan Tata Negara, Univeesitas Bhayangkara, Serabaya, 16-11 Apod
1997 h.4.
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dalamy UUD 1945 sehingpga ada vang berpendapat bahwa Mahkamah
Agung dapat saja diberl wewenang oleh MPR untuk menguyi Undang-
undang terhadzp Undang-Undang Desar” Namun demikian Pasal 24 C
LTI} 1945 (setelah perubahan) telah menepaskan bahwa kewenangan
mengyl undang-undanp diberikan kepadu sebuah Mahkamah Konsttusi
(mengena hal in akan dibahas (ersendin pada bagian lan dan disertasi
ini}.

Telah dinraikan distaz bahwa wewenang Mahkamash Agung untuk
nitlakukan hak wji materiil terbalas pada peraturan perundang-undangan
dibawah undang-undang dan peiaksanaannya hemms dilakekan melaloi
pemenksaan dalam tinpkat kasaq, Sehubungan dengan hal ini maka
rnbul pertanyaan : apakah yeng dimaksud dengan peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang, dan bagaimana prosedur pemertksaan

dalam tingkat kasasi itu 2.

¥ 1hid . h13.
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Wewenang Mahkumah Agung anluk menguji peralursan perendang-

undangan dibswsh undang-undang.

Pasal 2 Tap MPR Noo HIEMPESOG]) tentang sumber Hukum dan

Tata Vlautan Femndang- undangan menyadakun |

Tattii wrutan  penmdang-undangae merupekan pedoman dulem
petmbuatan aluran hukum dibawihnys, Tala wrutan peraturan
nerundang-undangan Republik indonesia adalah

.

Ll

S

Undang-Undang Diasar 1945,

Eetetapan Maeliz Fermusyawaralan Eakyar;
Undung-undang;

I*eraturan Femenntzh Pengepant Undang-undang:
Feraturan Pemurotsth,

Keputusan Presiden,

Peraturan Daerah.

Berdasarkan Penjulasan Pasad | angka 2 UU No. 5 Tahun (98

tentang Peradilan Tuta Usiha Negara dirumuskan  babwa  peraturan

perundang-undanpan adatah |

semua  peraluran yang bersifat mengikat secara umum yang
dikeluarkan oleh badan perwukilan rakyal bersama pemernintah baik
di lingkat pusal maupun i tingkat daersh. serta semua keputusan
bidun alau pejabat tata wsuha negara bak di fingkat pusat maupun di
ungkat dserah yang juga berafal mengikal secara umum.

Drari parnusan Penjelasan Pazal | angka 2 tersebut dapat disimpulkan

bahwa keputusan darl badun wau poabat tala usalia negars yang

Disertasi
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merupakan penpaturan yang berald umom (beshat van  algemeny
strefdgng)  lermasuk peraturan perundang-undangan  (afpemeen
verhindende voorscirifien). Bentuk keputusan tata usaha negara denukian
merupakun perbuatin tata nsaha negara di hidang pembualan peraturan
(regelond doad var de admbristratie)

Adanys tala wrutan peratiran perendang-undangan ini membawa
kEonsekuwensi hukum pads dua hal vaitu  pertama : peraluran yang
mempunys Jernjang! tingkatan lebih tinpg: memjadi dasar berlakunva
aturan hukum dibawshnya, atav aturan hukum yang mempunyai jenjang
lelih rendah tidak boleh bertentangan dengan afuran hukum yang lebih
inggi Kedua : menyangku! wewensng pengujian guran hukum vans
bertentangan.

Melihat tata umtan peraturan perundang-undangan sebspaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Tap MPR No. [TI/IMPR/2000 tersebuwi diatas, maka
vang dapat diuji oleh Mahkamsh Agung adalah Peraturan Pemetintah

Penggani Undang-undang, Peraluran Pemerinlah, Keputussn Presiden,

" Prilipus M. Hadjon, elal., Pengantar Hubume Admenisirasi Indosesio,
Chadiah Mada Univeraity Press, Yogyakarta, 1994, L. 151,
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Peralurap Naerah dan keputusan badan atau pejabal tat uszha negara
sepanjang bersifal vmom. Khusus terhadap Keputusan Presden, sepanjang
menyangkut pengangkalan asupun pemberhentian Menteni, Gubernur,
atau kepwlusan lmn-lan sejenis ita, tidak dapal dipolongkan sebagai
peraturan perundang-undangan karena merupakan hindakan administratif
vang bersifet individual dan konknt. Oleh sebab tu KEPPRES semacam
im tidsk dapat diwji oleh Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 26 U No.
14 Tohur 1970 maupun Pasal 31 U Mo 14 Tahun 1985, karena
berdasarkan U No. 5 Tahun 1986 hal itv menjadi kewenangan Pengadilan
Tala Usaha Negara untuk memenksanya pada tingkat pertama dan
Pengaditan Tinggl Tata Usaha Nepara pada tingkat banding, Selanjuinya
jike sengketa tersebut disjukan sampai tingkat kasasi barulah menjadi
wewenang Mahkamah Apung untuk memutuskannya

Dan uraian diatas tampak bahwa wewenang pengawasan represif
atas peraleran perundsng-vndangan dibaweh undang-undanp (khususnya
perundang-undangan tinpkat daerah) selain dilakukan olch Pemerinlah

{Pusat), jugs dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, Namun demikian
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terdapal perbedaan antara pengewasan repiesf yang dilakukan woleh
Femenntah (Pusat) dengan vang duakukan oleh Mahkamah Agung
FPengawasan represif oleh Pemernnish {Pusat} diskukan atas dasar
bertentangan denpan peraluran perundang-undangan vang lebih lingg
hngkatannya dan bedentangan depgan kepenlingan umum. Sedangkan
pengawasan represif oleh Mahkamah Agung hanya atas dasar bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingg tngkatamnya.
Dengan dermikian daser pengawasan represif oleh Pemenntah lelh luas
dan pada pengnjian oleh Mahkamah Agung,

Adanya dua lembaga yang masing-masing berwenang melakukan
pengawasan represif terhadap peratnran perandang-undangan tingkat
deerash ini dapat memmbulkan konflik wewenang anlara Pemerntah
(Pusat} yang diberikan wewenang oleh Pasal 114 UL No.22 tzhun 1999
dengan Mahkamah Agung yang diberi wewenang berdasarksn Pasal 26

UU No.14 Tahun 1970 dan Pasal 31 UU No.l4 Tahun 1985 jo Tep MPR
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Mo, HUMPRASTE. Untuk mengataa masadah g Bagir  Manan

mengemukakan beberapa pilihan yang dapat ditempuh, antara lain: *

2} Mengecualikan peraturan perundang-undangan Gnghat daerah dar
wiwenmng Mahkarah Apung

b) Menyusun  pengelompokan  (kategonsasi)  Misalnya  peraturan
perundanpg-undangan bmgkal daerzh yung mengilkal omum memad
wewenang pengawasan represil Mahkamah Agung

¢} Tergmiung pada pengambil imsiatif Apabila pihak wang merasa
dimgikan mengaukan pomohonan pembatalan kepads Mahkamah
Agung, maks mhak pejabat administrasi nepara (Pemenintah} yang
berwenang menorul Undang-Undang Pemenntahan Dacrah tidak boleh
melaksanakan pengawasan represif atas peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan.

d} Fenentuan tengpang waklu, Apabila jangka waku tertentu {misalnya

hga bulan), pejibal administrasi nepara yang berwcnang  bdak

' Bapir Manan, op.cif, b )84 - 185,
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melaksanakan pengawasan represf,  selanjuinya  semua  upaya
pembatalan menjadi weweneng Mahkamah Agong.

Dhbenkannya wewenang kepada Mahkamah Agung unluk
melaksanakan pengawasan represif alus perundang-undangan tinpkal
daeral menpandung beberapa sepi positif -

Pertama : membatasi wewenang pejabst administrasi negara yang letah
atas tingkalannya untk mencampurl pelaksanasn wewenang iugas dan
lngeung jawsb pemermniak daerah yang leah rendah,

Kedua : pulusan diambil cleh sebuah badan netral yang tidak mungkin
mempunys kepeniingan atas pembatalan atsu penclakan pembatalan suaiu
keputusan Pemeriniah Dgerah atau salah satu alat kelengkapan Pemenntah
Dagerah.

Keliga : pertimbangan-perumbangan sebagal dasar putuzan semata-mala
berdasarkan perfimbangan hukum yanp lebih menjanun cbyekiifitas isi

sugtu putusan.

% ihid,
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tMeskipun denukian, dibahk segi-segi positf tersebut kewenangan
Mahkamah Asung untuk melakukan pengupan  secara  mutcril
{pengawasan represit mengandung beherapa kelemahan -
Pertama | waktu yang dibutuitkan mungkin fama.
Tuntutan pembatalan suale peraturan perundang-undangan dilakukan
dalam pemenksaan ungkat kasasi lnu beramti harus melalu: pemenksaan
dan putusan pengadilan tingkal pertama dan banding, pada hal scluma
menani puiusan  kasasl, peraluran vang dimohorn wntuk dibalatkan
berjalan terus dengan segala akibat-akibainys.
Kedua : sifat prlusan Mahkamah Agunp_
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) U No.14 Tahun 1970, pencabulan
peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah olel Mahkamah
Agung, diserahkan kepada instansi yang mengeluarkan atau menetapkan
peraiuran  perundang-undangan  yang bersangiutan. Hal ini  dapa
menimbulkan penafsiran bahwa karena belum dicabat maka peraturan

tersebul tetap berlaku. Selain ilu jupa dapat lenadi konflik antara {pulnsan}

1 Ihed . 186,
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Mahkamah Apung dengan Pemeruual Duerah  yung  bersanskutan
seandainya pencabutan tidak dijakokan.
Eoetiza - dasar putusan Muhkumah Agung terbatas.
Telah distnggang diatas bahwa dasar pengawasan represil obeh Mahkamah
Asung lelh sempit dibandingkan dengan dasw pengujizn oleh pejabat
adnunisirasi negara

Kembali kepada lata witan peratursn perundang-undanpan yamg
digtur dulam Tap MPR No. HIMPR/2000, maka secar: yunidis tormal
kedudukan Peraturan Dacruh  (Perda) berada dibawah Peraturan
Permenntgh (PP) dan Kepwtusan Presiden (KEPPRES). Jika mengacu pada
ketentuan Pasal 26 i) No .34 Tahun 1970 jo. Pasal 31 11 No 14 Tahen
1985 maka Ferda dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung apubila
berentanpan dengan Peraluran Pemerinlah maupun KEPPRES. Akan
tetapl  pka mengacu pada ketemuan Pasal 24A ayat (1} Amandemen
Ketiga UTID 1245 muka dasar penpujian lersebut lidak dupat digunakan.

Selengkapnya Pasal 24A ayat (1} UUD 1945 menyatakan sehagai berikut :
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“Mahkamah Asung berwenwig mengadill pada bmgkat  kasasi,

menguii peraturan perunding-undangan dibawah undang-undane

lerhadap undang-undang dan mempuny:s wewenang lammya vang

diberikan eleh undang-undung”™ {suns bawah dan penelis)

Berdasarkin ketemtume diiwas maka jokas bahwa yang menjadi dasar
penguian  oleh  Mahkamah  Agung  adalah  undang-undanp,  bukan
peraturan perundang-endangan wanp debth utngg. Denpan  demikian
Peraturan Drasrah tidak dapat diugi lerhadap Peraturan Pemerintah maupun
KEFFRES. melankan harus diup terhadap undang-undanp. Dengan
adanya ketentuan yang berbeda it maka berdasarkan asas fex superior
derogai kegi inferiorf sudah seharusnya ketentuan IPasal 26 UL No.H4
Tahun 1970 jo. Pasal 31 UU No. 14 Tahan 198% mengkuti ketentnzn Pasal
244 TRUD 1943 [n samping ita, terdapat perbedaan antara PP dan
KLFPRES di satu pihak dempan PERDA di lain pihak bak dan sep
pembentukannya maupun subslansinys.

[hlikat dan sep1 pembentuksnnya, Perda dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyst Daerah {DFRD} bersama Kepala Daerah. DPRD
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merupakan badun politik sebagal manifestas kedaulatim raky:l deerah
vang keangeotaannya dibentuk melalul pemitihan umuem {dipibh kngsung
oleh takyal). Sedangkan PP maupun KEPPRES hanya dibentuk oleh
Presiden dalam kedudukannya sebaga kepuls pemernlahan. Di samping
u Presiden tidak dipilih langaune oleh rakyvat melaiul penulthan wmum,
tetapt melalui sistem perwakilan vanp ada & MPR {demokras tidak
kangsung). Oleh karena i berdasarkan alasan-alasan diatas dan mengingat
teori kedaulatan rakyat, maka penempatan Perda dibawah PP dan
KEPPRES dalam tata uratan perundang-undangan perlu dikaji kembali.
Dari seg substimsymaten yang digur, Perda dapal memuat
ketentuan pidana dengan  ancaman  bukoman  tertenty,  sedampkan
KEFPRES udak boleh memueal kelenlivan pidana. Hal mma dilandasi oleh
pemikiran bahwa dalam negara hukuni, pembatasan terhadap hak-hak
sescorang (seperti encaman pidana) dan penetapan kewajiban seseorang
{(seperti pembayaran pajak) harus dilakukan dengan persehyuan rakyat
(melalat ondang-undang). Pada ungkat daerah, keduduksn Perds dapal

dipersamakan dengan undang-undang karena dibual oleh DPRD (sebagal
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marifestin kehenduk rakwil) bersama Kepade Daerah. Qleh karena it
Ferda dapat memuad kolentuan pidana maapun penetapan kewajiban

membavar pajak bag warganya,

Pemeriksaan dalam tngkat kasasi

Pasal 29 L0 Mo, 14 Tahuo 1985 merumoskan

Muhkamah Agung memutus permobonan kasast tethadap putusan

pengadilan  tingkat banding alau tngkal terakbur dan semua

Hngkunpan peradilan.

selanjetnya Pasad 30 U U Moo 14 Tahun 1985 menyatakan

Mahkamah Apung dalam tinphka kasas membatalkan putusan atau
penetapan penpgadilan dan semua lingkunpan peradilan karena

a) tidak berwenang stau melampaw baras wewenangnys,

b) sabih menerapkan atau melanggar hukum yang berlaky,

c} lalai memenuby syaral-syarat vang diwaibkan oleh peratiran
perundang-undangan yang mengancam  kelnhwan wu denpan
batalnys putusan yang bersangkutan.

Sementara it Pasal 3 ayal (3 U U No. 14 Tahun 1985 menegaskan

bahwa
“Putusan tentang pernyvataan Udak sahiya peraturan perandang-undangan

tersebut dapal diambyd berhubung dengan pemeriksamy bngkat  kasast
st
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Herdasurkan ketentuan-ketentuan diatas dapar disumpulkan Baliwa
kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Lk wp maternl dimuky
apabila ada scnghkets pada peradilan tingkal perlama dan peradian
bandmg Dengan kata lain harus ada pemenksiom perkars bwk perkura
pdana atau perkara perdata maupun senekels lla osiha negara yuang
selanjuinya sampal pada tingkal kasas.

Dalam kenyarzannya pembatisan dan kelenluan-ketentuan vang
telah disebutkan diatac lernyata dikesampingkan zelelah dikeluarkannya
Peraturan Mahkamah Apung (PERMA) Na. 1 Tahun 1993 Tentang Huk
Un Materul. Menurat PERMA i, tala cara pengajuan gugatan dapat
dilakukan melale dua jalur yaitn © pertese, diguban ke Mahkamah
Agung secara langsung dan melalui penpadiian tingkat pertama keduz,
thajukan kepada pengadilan tingkat pertama {yang kemuongkinannya bisa
banding, ke Pengadilan Tinggi) Dengan demikian PERMA No. | Tahun
1993 membenkan kewcenangan untuk melakukan hak wji maleriil kepada
Pengadilan tingkat pertama, pengacdilan fingkat banding, dan Mahkamah

Agung,
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Frenpan  demikian dand  zepdl  kewenangannva, FERMA i
membenkan kewenangan pengupan materisl kepada Pengadilan Tingkat
Perlama, Penpadrlan Timgkat Banding, dan Mahkamah Agung Hal ini
dianppap  sebapai  perlvasan  wewenang  vang tidak  sejalan  atan
bertentangan dengan Pasal 79 LML) No. 14 Tahun 1983 yang hanya
mendelegastkan wewenang kepada Mahkamah Agung unluk membuoat
peraturan vang mengalur tentanp hukum acara bagi kelancaran jalannya
peradidan dan bukan untuk mengstur atau mencipiakan peraturan ysng
subslansinya merupakan maten  suaty undang-undanp  {geperti
mencipiakan wewenang bar). " Di samiping ilu, PERMA tersebul juga
bertentanpan dengan Pasal 11 ayal (4} Tap MPR No. 11EMPR/1978, Pasal
26 UL No 14 Tahun 1970 dan Pasal 31 1A No, 14 Tahun 1985 yang
membenn wewenang untuk melakvkan hak wji materil hanya kepada
Mahkamah Apung dan Hidak kepada organ kekuasaan kehakiman lainnys
(peradilan tingkat pertama dan tingkat banding)."* Selain itu jika mengikuti

ketentuzn dalam PERMA tersebut sudah barang tente memerlukan walkin

" Sri Soemantri, op.eit., h.91,
" i,

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

206

relatif lama, sehingga hal ini tidak sejalan dengan prnsip peradilan
sederhana, cepat dan aya murah.

Diltha dan scp materi/substansi yang distur dalam PERMA No.l
Tahur 1993 jelas merupakan mater suate undang-undanp  Apalag
lermasuk didalamnya melakukan penyempuornaan terhadap suatu hal yang
sudah dialur dalam undang-undang, jelas Mahkamah Agone tdak
berwenang membuatnya karena wewenang seperti 1lu ada pada pembentuk
undang-undmig (legislanf). Mahkamoh Agung udak dapat mengambil alib
kekuasoan legislauf dengan merubah ketentuan Pasal 26 UG No. 14 Tahun
1970 dan Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 Sesuss dengan asas contrarius
metus, sebusll undang-undanp hanya dapal diubah dengan nndang-undang,
Tujuannya adalah unink menjamin legaknya negara hukam, '

Adanya kecenderungan kekuaszan kehakiman yang tak mengenal

batas kekuassannya schingea tak segan-segan menyerobot kekuasaan

* Rochmat Seemitre, Peradifan Tate Usaha Mezere, Rafika Aditama, Bandung,
1998, h.1.
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begizlant zepertt itu =empat dikelohkon oleh beberapa kalungan, (3W
Holmes seperti dikutip Rostow mengatakag -

! dder mof expect or fhink it desirable that the pedges coukd wnder fake

forenovale the aw. That 13 not et provifee,
Jadi Holmes udak mepgmgimkan para hakbm melukukan perubuhan
terhadap hukun kirena pekegaan o bukan merupakan tlugas mencka,

Hul senada juga dikemukakan oleh Ruppert Cross'®, bahwa meski
di Inepris dianut wsas “precedent™, namun hakim tidak dapat membuat
hukwn barn yang bertentangan dengan undang-undang. Hakim secara
terbalas hinya dapal membuat norma baru, khosus terhadap perkara ymg
sedang dipenksanya saja.

Pandanpan wvang lelh jelas dan memadst dikemukakan cleh
Dworkin dimana sarjana i lidak setwju dengan upaya perubahan hukom

oleh pengadilan didasarkan dua slasan yakni ; pertama, perbuatan hakim

Y EV Rosstow, The Scvereign frerapanve, The Supreme Courl And The (uest
a7 faw, How Heaven & Landon, Yale University Press, 1963, h.ik,

' Ruppert Cross, Procedent fn Fraolsh Law, Clarendon Press, Oxford, 1977,
h.33-34.
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tu telah bettentangan dengan asas Jemokras) ;. kedua, perbuatan im
bertenianpan dengan denean asas retroaktif,

Penulis pada prinsipnya dapal menenma semva pandangan dedas,
karena jika kekuaszan kehaluman {(dulam had e Muhkwmah Aoung) dapar
menthah wndang-unding stau membentuk undang-undang bar. maky hal
tu berteplangan dengan b dan eon pembagian kekuasaan. ifal i
ibsebabkan karens kekuasaan pokok lembaga lepisiant skan menjadi
kabur, demikian jupa kekuasaan pokok lembapa judicial juga ukan
menjadi kabur, Dengan demikian keluamya PERMA No. | Tahun 1993 itu
tidak dapat dibenarkan karema mengandung iniplikas: penyercholan
wewenang yang bertentangan dengan konsep “power lumil power”.

Walaupun PERMA No. iTahun 1993 kemudian dicabut dun digants
denpan PERMA Nol Tzhun 1999, namun matennya tfetap saja
menyimpang dan ketenluan Pasal 26 UL Mo, 14 Tehun 1970 maupun Pasal
31 UL No. 14 Tahun 985 yang mensyaratkan adanya pemeriksann perkara

dalamy tingkat kasasi. Dalam PERMA No.l Tabur 1999 ditentukan

® Lloyd of Hampstead & Freemsa, fowd s Intraduction To Junsprudence,
Steveny & Song, London, 1985, ke 1122-1123,
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prosedur pengagua “gugatan” dan Cpermelonin” hakoafe maternl kepada
Mahkamah Apgung melalm dva cara wawlo o pertama Jangsung ke
Mahkamah Agong, dan kedva, melalui Penpadian “Negen 1 wilavah
hukum tempat kedudukan tereugat (Pasal? jo. Pazal 3 PERMA No 1 Tahun
19947, Ketentuan im menjadikan Mahkumali Agung pasif menjalankan hak
uH materl.

Sikap pasif dari Mahkamah Apung dalam meldkukan wji materil im
akhimya dapat diatasi setelah keluamnya Tap MPE Neo.o HUMPRZ000.
I*asal 5 ayat (3) Tap MPR i menegaskan : "Pengujian dimaksad ayat (2)
bersifal aklif dan dapat dilaksanuban lnpa melalul proscs peradilan
kasast”. Kelentuan ini mengandung dua pengertran yatn ;. Mahkamah
Apang dapal mengup secara aktif tanpa sengkela (popatan dan atav
permichonan keberatan) | dan mengu) sendin tanpa melalui peradilan

tingkat kasasi.

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

20

3. Fungsi Mahkamazh Konslitusi Dalam Kailun Pasal 114 ayat (4)
L No.22 Tahun 19949

Leberadaan Mahkamah Konsitusi ditetapkan dalam ULD 1945

nrelalul Perubahan Ketiga dimana dalam Pasal 24 C dinyatakan -
1 Mahkamah Konstilusi berwenang  mengadili pada  tinpka
pertama dan terakblor yang patusannya bersmfal Dnad unluk
mengu)l  undang-undang terhadap Undanpg-Undane Dasar,
mernulus  senghkela kewenangan lembaga  negara yang
kewenanpannya diberskan oleh Indamg-Undang Lasar, memutos
pembubaran partai politik, dan memutus persebsihan tenlang
hasi peaulthan urmum.
21 Mahkamah Konstitus wd_uh membenkan putusan atas Pﬁndﬂ{!di
Dewan Perwakilan Rakvat st
Jelanjuinya melalw Pasal [I] Aturan Perahan UUD 1945 dan
Perubahannya ditctapkan bahwa sepala wewenang Mahkamah Konstiluss
sebelum  dibentuk pada tanggal 17 Apustys 2003 diakukan oleh
Mahkamah Agunpg,

ketentuan  digtgs menwjukksn  bahwa Mahkamah Konstitusi
merapakan sebuah lembaga bam yang diben wewenang untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, di samping kewenangan

lannya sepemti menyeleswkan sengketa kewenanpan anlar lembaga negam,
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dan schagamyvi, Selama e sermg tenade kendlik kelembagaan akibal
senatsiran terluwlap peraturan perondang-undangan vang ada  Musalivya
wonflik anars Presiden Abdurrahman Wahd dengan DPRSPR mengcrin
pembechentiu Jin penmpkatior Kapaoln bevdasrkan Fisal 7 Keleignuo
AEPR Moo VITAPR200G wentang, Peran THRIPmn. pemmngkatan Kelua
Mahkamah Agung berdasiokan Pasal 8 (31710 No 14 Tahun 985 temang
Miahkamah Agung, dan ~ebagainyva.

Sengheta kewenangan sepett it muncul dischabkan karena belum
telinyi aturan hukwm yang mengatur Kewenangan lersebut alaupun
karena adanys berhaga aluran hukwm yang masing-masing memberikan
kewenanpan kepada organ pemterintah yang  berbeda-beda. Misalnya
wewenang pengelolin pelabuhan berdasarkan ketentuan Pasal 26 1itD No
21 Tabun t992 berada di tngan pemerintah (Pusat) dengan wewenmng
pelimpahan kepada Hadan Usaha Milik MNepara Selanjutnya berdasarkan
Veraluran Pemerintah No. 70 Tahun 1996 tesilang Kepelabuhan, wewenang
pembinaan berada pada Menteri (Menten yang berangeune jawab pada

udangnya) melipuli aspek pengaturan, pengawasan dan penpendalian
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erhacdip kegatan pembangunan dan pengembangan pelabuban {Pasal 5)
Akan  tesum dengan kelwanya UL Noo 22 Tahun 1999 lentmy
Pemenniahan Dacrah, kewenangan tersebul panat dipertanyakan kembal
Hal a1 disebabkan karena dalam Pasal ¥ dimyatakan bahwa | “RKewenuanpan
Daetah mencikoup kewenangan dadam seluruh bidang, kecuah kewenangan
dalam bidang pobiik luar negen, penahanan keamanan, peradilan, moneter
dan fiskal, apama, serta kewenangan bidang lan™. Kewdam yang demikian
e jelas aksan melakirkan kontlik atau senpketa kewsenanpgan antara
pemerintah pusal dengan pemenntah daerah.

Dialam astem hukum Indonesia, kewenangan untuk melakzunakan
pengujian itn dibenkan kepada Mahkamah Apung namun hanya lerbatas
pada persturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Sedangkan
kewenangun mengu)l undang-undang diberikan kepada MPR berdasarkan
Tap MPR No II'MPR/2000. Pemberian kewenangan kepada MPR ind jelas
menmmbalkan berbagai persoakm karena MFR ad=lah lembaga politik dan
bukan lembaga hwkum. Oleh karena wu aklumva disepakati untuk

membentuk sebuah lembaga baru yang diberi nama Mahkamal Konstitus
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vang kewenanganya diatur dalam Pasal 24 © ayat (1) UUD 1945 scperia
divrakan dratas.

Sehubungan dengan penyelesaian keberatan terhadap pembatalan
Peraturan Daerall vang oleh Pasal 114 ayat (4) UU No.22 Tahun 1999
diberikun kepada Malkamah Agung. apakah dengan adanya Pasal 24 C
LAY 1945 hal i menjadi kewenangan Mahkamah Konstilosi. Dengan
katy lmn, apakah senpketa antara Pemenntah Daerah dengan Pemerintah
Pusat terkail denpan pembatalan Peraturan Daerah #u  memnjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi uniuk menyelesaskannya  Kalau
demukian halnya berarti tejadi penvesuaian Pasal 114 GU No22 Tahun
1399 terhadap Pasal 24 C UUD 1945 berdasarkan asas lex superfor derogat
lzgi inferiori (perundang-undanpan yang lebith tmpg mengalahkan
perundang-undangan dibawahnya).

Terhadap permasalahan diatas, penulis berpendapal  bahwa
penyelesaian keberatan terhadap pembatalan Peraturan Daerah bukanizh

wewenang Mahkamah Konstilusi melankan (elap menjadi kewenangan
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Mahkamal Agung berdasickan Pusal 114 ayat 14) VT No 22 Tubun 1999,
Pendapat penvhis ini didasarkan atas beberapa alasan

Ferama, Kalae kus fihat kembali Ramcangan Arumdemen ke 1
D 1945 Mahkamah Fonstitusi tdak =ajo dibenkan wewenag mengup
undang-undang tetapt guga neenveleswkan konflk antarg Pemerinih
Daerah dan Pemerintah MPusat. Dradam Pasal 25 B oavat (2 pada altermif
pertama dan rancangan emandemen ke | lersehuat dinyatakan

Mahkarmah  Agung  berwenanz  membentkan  pulwsmlas

persenghetaan kowenangan antar lembags negara, antara C'emerintah

Pusal dan [Daerzh, dan antar Pemerintah Daerah.

Andmkata rancangan tersebut jads ditetapkan dalam penehahan UUL
1945, miaka jebas ahwa Pasal 114 ayat (4) T No 22 Tahon 1999 hans
menycsuakan dengan ketentosn UULY 1945 dan Perubghannya, Dengan
kala lan, penyelesaan keberatan lerhadap keputusan pembatalan
Peraturan Dasrah menjadi kewenangan Mahkamah Konstnusi Ini berani,
kewenanpan Mahkamah Apunp ontok menyelesakan keberatan  atas

pembatabin Peraturan Dagrah vang dratur dalam Pasal 114 ayat (4) UU
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No 22 Tahun 1999 u twdak dapat diterapkan lagr berdasmkan usas ey
superior derogal kegi priors.

Namun datam kenvataannya kabmeal “sengkela antara Pemeniniah
Fusat dan Daerah” tidak muncul dalam Perubahan UUTY 1945 Denpan kata
lan MPR udak ingin memberikan wewenane kepads  Mahkamah
Konstitust uiluk  menyelesaikan sengleta antara Pemenntah Pusal dan
[raerah termasuk penvelesaian keberatan lerhadap kepulusan pembalalan
Peraturan [acrah. Oleh karena itu kewenangan lersebut telap berada di
tangan Mahkamah Agunpg berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) 11
MN0.22 Tahun 1999

Kedua, Pemennlah Daerah bukanlsh  lembaga negara  yang
kewsnangannya diberikan oleh Undang-Undang Duasar sebagaimana yang
dizyaratkan dalam Pasal 24 C UUD 1945. Jika mengacu pada Ketelapan
MPR No. VIMPE/1S73 tentanp Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja
Lembags Tertingg Nepara Dengan/ alau Antar Lembaga Tinggi Nepara
vang kemudian diperkuat dengan Tap MPR Mo, HIMPR/1978 maka yang

dimaksud dengan lembaga negara adalah MPR, DPR, Presiden, Badan
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Pemenksa Keuvangan (BPK), Dewan Perimbangan Agung {DPA),  dan
Mahkamah Agung. Akan ietapl jika mengacu pada PERMA Ne. 02 Tahun
2002, maka vanp dumaksud denpan lembaga negara adalah MPR, Presiden,
DPR. Radan Pemenksa Keuangan, dan Bank Sentral. Dengan dembaan
Pemenntsh Dacrah tidak dapat dikitegonkan sebagai lembaga negara. B
samping  tidak  memenuhi  kwahfikass  sehagw  lembaga  negars
kewenanpan Pemenintah Daerah lidak diberikan iangsung oleh Undang-
Undang Dasar. Pasal 18 ayal (5} VUL %45 hanya menyatakan
“Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemenntahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urnsan
Pemennigh Pusat”. Ketenluzn ini masih bersifat umum dan tidak
menetapkan sccara legas apa yvang menjxh kewenangan Femenntah
Daerah, akan tetapn pengalurmuya dilakukan dalam Undang-Umdang
Pemenntahan Dacrah yakm UL Mo 22 Tahun 1999

Kefipa, pongajuan keberatan cleh Pemerintah Daerak sehubungan
dengan adanva pembalalan Peraturan Daerah bdak dapat dikategomkan

sebagai sengketa kewcnanpan anfara Pemerintah Daerah  dengan
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Femerntah (Pusa ). Sengketd kewenangan menepakan senghela 1ala negara
dan Karenanya memadi  wewenang  Mahkamah  Konsitusr  wnluk
mentyelesukannva Sedangkan pengapaun keberman dabun Pazal 4 aval
A LU Seo 22 Tadin P99 dinksudkan b wituk maata pemiaan dan
Madikamah gung apakab keputusan pembadan o sah atau Gdak.
engan demubaan Mahkamah apung tidak membenkan pembaian wrhadap
organ pemeriniahan manakah yang bervenang
Kembal pada Mahkmrah Konsttast, dumana dalam Pasal 11 Afuran
Peralihan 1D 1945 dun Perubahannva dinyalakan bahwa sebebum
Mahkamah Konstitusi dibeniuk. sepala kewenangannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung. Berdasarkan  ketewtuan  en maka kemudian
dikelnarkanlah Peraturan Mahbamah Apune (PERMAY No 02 Tahun 2002
temtang Tuta Cara Penvelenpgataam Wewenang Mahkamah Konsttusi oleh
Mahkamah Agung,
Berdasarkan PERMA Wo. 02 Tahun 2002 tersebul, Mahkamah

Agung baru dapal menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi apabila
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ada permohonan” waupun Cgugaan”. Permaobhohan adidah permomitaan

vang diajukan secars tenulis kepada Mahkamah Agung untuk -

at Mengup Bindang-undung lerhadap Dndang-Lindang, 1,

b} Memutus  zengketa wewenane  antar  Lembapa  egara  vang
kewenangannva diberikan oleh Undang-Uindang Dasar 1943,

ch Memerksa mengadili dan memutss pendapal Dewan Perwakalan
Rakvat bahwa Presiden didoga telah melakukun pelangparan hukum
sebagaimana dimaksud dadam Pazal 7 B ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 dan Perubahannya{Fasal 1 butir 7 PERMA No 02 Tahun 2003},

Sementara yang dimaksud dengan “gugatan” adalah tuntutan  yang

digjnkan secar: tertulls kepada Mahkamah Agung mengenz

a} Pembubaran Partai Politik;

b} Perselisihan tentang hasil Pemitihan Umam (Pasal | butir 8.

Dialamt hal “permohonan”™ sebasaimana dimaksud pada fasal ¥ butic
7 diatas, maka yang menjadi pemohon adakah -
2] Perorangan, kelompok masyarakat atan badan hukum yeang mempunyai

kepentingan untuk fu;
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by Lembraga Negara ying, mempunyal kepentmgan wituk iw;

¢b Dewan Perwakiian Rakvat.

Semeniara yang benindak sebagal penggugal dalam hal “gugatan™ adalal .
@y Komes Pemnbihan Umwnm dan Pemernintal:

By Partas Folisk.

Terhadap permohonan maupun goealan tersebut. Mahkamah Agung
dapal memberi putusan berupa | tidak dapat diterima, dikabulkan, ataupun
ditolak. Dalam hal Maielis berpendapat bahwa permohonan alau gugatan
tidak memenuhi syarat, maka permochcnan atan pupatan tersebut tdak
dapar dilerima. lika permohonan atan gupatin lu beralasan maka
permohonan atau gugatan itu diksbulkan. Sebaliknya jitka permohonan
sty puegatan itu lidak beralasan maka permohonan atae gugalan ilu ditoluk
libat Pasal 7 dun Pasal 8 PERMA No 02 Tahun 2002).

Wewenanp Mahkamah Apung schaga Mahkamah Konstilusi
akhmrnya hidak dapat dilakukan lagi seteluh keluamya UL No. 24 Tahun
2003 tentang Mahlamah Konstiust, Dengan berlakunya ondang-undang

i, selurah permohonan danfatau pugatan yang diterima Mahkamah
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Agung dan belum diputus berdasarkan keleniuan Pasal {1l Aturan
Peralihan UUJD 1945 {setefah Perubahan} dialihkan kepada Mahkamsh
Konstitusi dalam wakin paling lambat 60 hari kena sejak Mahkamah
Konsttusi dibentuk (Pasal 287 LM Ne, 24 Tahun 20020,

Berbeda depgan PERMA WO 02 Tahon 2602 vang membedakan
antgra "permchonam” dan “gugatan’, maka daiam UU Ne, 24 Tahon 2003
hanya mengenal istilzh “permohonan™ sebagm obyek pemenksasn
Mahkameh Konstitusi Meskipun demikian, secars substantif tidak ada
perbedaan karena maten vang memjadi obyek pemeriksasn balk yanp
diatur dalam PERMA No.02 Tahun 2092 maupun UV No.24 Tahun 2003
mengace pada Rewenangan Mahkamah Konstitus sebagpmmana diatur
dulam Pasal 24C TRJD 1945 Hanyn sga mhak yang dapat mengajukan
permohonan ke Mahkamah Konstitusi lebih dipertegas dalam UU Nao.24
Tahun 2003

Untuk pengupan undang-undang terhadap Undamg-Undang Dasar,

yang dapal mengajuken permohonan adalah pihak yang menganggap hak
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dan‘atan  kKewenangan konstutwaonalnys  dirogikan aleh  berlakunyu

undang-undang, vaitu

4) perofangan warga negara Indoncsia

b kesatnan nrasyvaraka hwkom kil sepanpng maal hdop dan sesum
denpan  perkembangan masyvamikal dan prinsip Megara Kesatuan
Fepublik Indonesa vang diatur dalam undang-undang;

¢) badan hukum publik atau privat, arau

) lembaga negara (Pasal 51 ayat 1 1N No.24 Tahun 2003)

Denukian juga terhadap maten mengenat  perselisthan  hasil

pemilihan mnum, pemchonnya adalah

a} perprangan warga negara Indonesia calon anppota Dewan Perwakilan
Rakyat peserta penuithan umuwn

b} pasengan calon Presiden dan Wakil Presiden pesenia pemiliban wmwm
Fresiden dan Wakil Presiden;

c¢) paria politik peserta pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstidus: terhadap “permohonan” yang

digjukan kepedanya adalah bersifal final dalam ari tidak dapat drajukan
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upaya hukum lagt Dengan kata lan, fungs Mahkamah Konstlus: adalah
mengadili dan memutus pada fingkal pertama dan wernakhir. Dilihat dan
malcri yang menjadi obyek pemenksaan Mahkamah konstiusi dapal
dikatakan bohwa wewenang Mahkamah Konstitusi adalah terbatas pada
senglketa tala negara vakm sengketa yang berkatan demgan penggunaan
kewenangan ketalanegaran yang merupakan wewenang publlk vang

bersumber secara atributif,
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1. Simpuian

Berdasarkan urwtan-urman terdahunlo dan sesual dengan  pokok
permasalahan dar lema sentral disertas) i maka dapal ditank beberapa
kesimpulan zebagai berkut |

1. 3ecara formal, bentuk pengawnasan yang dianut dalain peratarsn

perundang-undanpan pemenntahan daerah yang pernah berlaku di
Indonesia adalah sebapai benku
e HIF Ne22 Tahun 1948 menganut bentul pengawasan
preventif dan represif;
# L) Mo Tahun 1957 menganul pengawasan prevenlif dan
repiesit,
¢ U] Nel8 Tahun 19685 menganut bentuk pengawssan
preventif, represif, dan pengawasan umunm;
+ UU No5 Tahon 1974 menganut bentuk pengawasan

preventif, represif dan penpawasan umum;
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v U No22 Tahun 1999 menganul bentuk pengawsszm

repreaif.

2. Pengawasan prevenif maupun represtf mengandung sem-segi

posittf dan nepanif Sepi positif dari pengawasan preventif ialah
dapat mencegah timbulnya kerupgian bapi masyarakat sebab
Persturan Daerah yanp belum mendapal pengesahan ndak dapat
diberlakukan, sehingga lidak menimbulkan akibai hukum. Oleh
karena itu dengan pengawaser ini lebih menjamin adsnya
kepastian hukum. Segi negatif dan penpawasan preventif
sehenarnya lerletak dalam pelaksanaannya, yakni penpesahan
Peralwan Daerah  zering  disalahgunakan  oleh  aparal yang
berwenang sehingga jangka waktu pengesahannya sering melewati
batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, Selain itw,
pengawasan  preventf  sering  dianggap  sebagal  bentuk
penpekangan terthadap kebebasan dacrah dalam  berprakarsa
sesugsi  dengan  aspirasi  masyarakat  setempat.  Sehaliknya

pengawasan represif semsts-mata tanpa disertal  pengawasan
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preventl sepertt ditar dalam UTE Noo 22 Tahun 1999 puga
menimbulkan =egi-scgr neganf, karena meskipun suatu Peraturan
Daerah iclah dibatalkan mamun odak dapat mencegan ambulnya
keruglan masyargka akibat berlakunva Peraturan  Daerah
terzebut sebelum pembatdan

3 Pembatalan Persiwran Daerah dap heputusan Kepala Dacrals
dapat dilakukan baik clteh Pemenmah Puzat maupun Mahkamah
Apung. Penpawasan  oleh Mahkamah Agung dilakukan melaha
penggunaan buk up materul lerhadap Pevatoran Dacrzh dan
Kepulusan Kepala Dacralt yang bersifa pengaturan. Pengupan
oleh Mahkamah Agune atas dasar bertenlangan dengan peraturan
perundang-undangan yng lebth ungg ungkastannya (Pasad 31 U0
No 14 Tahun 1985) sudah tidak sesual dengan ketenfuan Fasal
24A avat(l) Amademen Ketiga UUD 1945 yamg menggunakan
undang-undang sebapa  dasar  pengupan Olch karenz  atu
berdasickam asas fex superior deropal legi inforiori maka suaru

Peraturan Daerah tidak dapat diuji terhaap Peraturan Pemenntah

Disertasi Pengawasan Pemerintahan (Pusat) Dalam Penyelenggaraan ... | Wayan Parsa



ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga

226

maupun Kepulusan Fremden, melainkan harus dap  dengan
undang-undang. Pengawasan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan
Pasal 114 U7 No.22 Tahun 1999 memggunakan dasar pengujian
yang lebih fuas vakm atas dasar bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan vang lebih tingg dan bertentangan dengan
kepentingan whum. Bertentangan dengan peraturan perundang-
undangen vang lebih lmga diatikan bak secara prosedural
maupin substansial. Sementara bertentangan dengan kepentingan
umum sampai saat i belum  ada knteria yang pasti, sehingga
dalam prakteknya pemilzian lerthadap kepentingan umum menjad
wewenang diskresi dan pejabat administrasi negara

4. Penyelesmian keberatan terhadap pembalalan Peraiuran Dacrah
berdasarkan Pasal 114 ayat 4 UL No.22 Tahon 1999 tidak dapat
dikateporikan sebagal proses administratif jpka dikaitkan dengan
UU Neo.5 Tabun 1986, jugs tidak termasuk dalam fungsi peradilan
sebagmmang dimaksud dalam ULl No.ld Tahun 1970 dan UU

No.18 Tahun 1985 Menunut ) No5 Tahun 1986, putusan
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terhaxlap “keberatan” dapal digjukan banding adnuinistranf dan
putusan banding adminstratif dapat digugs ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Megara (PT-TUK) Sementara jika tidak tersedia
banding admimstratit, pugatan langsung dimukan ke PTUN.
Sehaliknya keberatan daduny Pasal 114 ayat (43 ULU N 22 Tahun
1999 tidak tersedia upaya banding administratil melainkan
langsung ke Mahkamah Agung sebagm peradilan ungkat pertama
dan terakhir. Denpan demikian kewenangn Mahkamah Apune ini
merupakan kewenangan “bam” dan kewenangan yang telah ada
5. Pudam prakick. Pemerntah Puesat tidak lanpgsung membatalkan
Perda yimg disnggap bertentangan dengan peraruran perundang-
undangan yang febth tngel dan kepenbmgan wmom. melankan
mengembalikannva terlebidv dahviv kepada Pemermiall Duaetuh
vang bersangkutan untuk direvis atan dcabut Dengan demkian,
Pemenntaly telah memperivie prosedurmekanizme pembatalan
dars yang ie)ah ada sebagantana deator dabim Pasal FEd L N 22

Tabun 1999 Terhadup Perda vang telah dibatatkon. ternvata Ldak
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ada daerah vang membenkan  reaks dengan menpgunmikan
proscduer kebuentan bak kepada Pemenniah Pusa mauwpun ke
Mahkamah Agung. Dengan dermakian sampa =aa am Keteatuan
P T84 wpat () LI No 22 Tabun IS belum pernak
dlgumakan.

0. Penpawasan represid femyata Udak hanva diberlakokan terhadap
Peraburan Daerak dan Kepuwtusan Kepala Daerah sebogmmana
diarur dalam Buasad 134 110 Moo 22 Fahan 1999, defopl quza
leehadip Keputwsm Dewan Perwakalan Radovae Daceadt denpan
mengacy pekdy Peraturan Pemenmtah S 200 Tahun 2601
Widnopun ketentwan i bertentengan demgan Pasal 103 10700 Ne 32
iahun 19 pman daban prokickoesn beivniean dalom PR e 20
Falyar: 2001 wisye dididosondan

Memvanwik o seg-seme posil din peaubt dan mweng mosing

PERETWISEL Sehiguman:s dirmkan diidie ke aesil2guingyG e

vie pate ish o oactus deerapkon adalah pepgasasn prevenet da
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represif secara bersama-zama schagaimana sudah pernah diater dalaan E0U

Na. 5 Tahun 1974 {di sumping pengawasan umum),

2. Saran-saran

1. Mengingal 1NJ No.2Z2 Tahun 1999 mamh banvak mengandung

kelemahan  terulama  dengan  hanya  dianulnys  pengawasan
repreaf, maka disarankan agar undang-endang tersebwe dinmyan
kembah wntuk diresis. Dalame meswst tersebut agar bemuk
pengawasan prevenitl dan represif diatur bersama-zana datam
Undang-Undang  Pemenntahan Daerah  vanp  akun  datang
Esarankan jega agar obyek pengvesan proventif harus dibatasi
vakin lonya diberfakukan terhadap  Peraturan  Daetab vang
menmtberakan masvarakat sepertn Peruran Daerah tenlang, paak
dan reinbus D samping e sbyvek pengawasan badak hamva
dJuutukan terhalap Permuran Daerah dan Keputusan  Kepala
Drera, tetapy juga Keputusan THRID sebapumana diatiur dalam

Persturan Pemtecintah Mo, 24 Tahan 2001
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2. Pengawasan represif atas peraturan perundang-undangan fingkat
dacrah khususnya Peralvran Daerah, selain dilakukan oleh
Pemenntah {Pusal) dapat juga dilakukan oleh Mahkamah Agung,
Hal ini jelas dapat menimbutkan konllik wewenang anlaa
Pemenntah dengan Mahkamah Agung,. Cleh sebab itu perlu diatur
dengan undang-undang tentang malen vang memadi obyek
pengawasan  represif darl  masing-masing  lembagn  lecscba,
Misalnya dengan mengecualikan peraturan perindang-undangan
tingkat dacrah dari wewenang Mahkamah Agsung.

3 Pembual ) No 22 Tahun 1999 telah kebiry merumuskan
Pepjelasim Pasal 114 ayat {4) dengan menyalakan “Mahkamah
Agunp sebaga upaya hukum terakhir”. Rumusan yang denukian
itu sangal rancu dan membingungkan. Oleh karena ilu disursnkan
apar dalam pervbahan undang-undang vant menggunakan
rumusan “Mahkamah Agung sebagad pengadiian ungkat penama
dony terakhu”. Kedwa rumusan itu mengwidung makna vang

berbeda, Upava hukum terukbur berarti sebelwmnva telah melalug
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proses peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan
selanjutnya sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Dalam hal ing
Mahkamah Agung hdak memenksa pokok perkara dan saks,
namun  memenksa  penerapan  hukumnya, Berbeda dengan
Mahkiamah Agung sebaga pengadilan tingkal penama dan
lerakhir, dimane Mahkamah Asung memeniksa sendint pokok
perkars dan menerapkan hukum pada persoalan konknt, dan

putusannya merupakan putnsan periams dan sekaheus terakhir.
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